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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
« Ba B Be

Sl Ta T Te

< Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

. Ha h ha (d%r;%;ight)itik di
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z Kha Kh ka dan ha
q Dal D De
3 7al 7 Zet (dengan titik di
atas)
D) Ra R Er
B Zai z Zet
N Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
La Sad s es (debn;]\lz\:llght)itik di
. Dad d de (d%r;%;lht)itik di
1 Ta ¢ te (dengan titik di
: : bawah)
1 7a , zet (dengan titik di
i i bawah)
"ain koma terbalik (di atas)
Gain G Ge
- Fa F Ef
g Qaf Q Ki
| Kaf K Ka
dJ Lam L El
e Mim M Em
O Nun N En
9 Wau W We
° Ha H Ha




Hamzah

Apostrof

Ya

Ye

B. Vokal

\Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

\Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Translterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
- Kasrah I I
: Dammah U u

2. Vokal Rangkap

\Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
..C8 Fathah dan ya Ai adan u
9 Fathah dan wau Au adan u
Contoh:




S kataba

Jad fa'ala
- di suila

s kaifa

- JA haula

. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Translterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah dan alif atau - -
T A a dan garis di atas
ya
.8 Kasrah dan ya I i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Ja qala
- R rama
- Jé qila
- 3)9-’ yaqulu
. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Xi




Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,
transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
“h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

ekl A raud}ah al-at} fal/raudahtul at} fal
- i)j.’\fd\ 4304ll  al-madmah al-munawwarah/

al-madinatul munawwarah

o

B ECIR talh}a>h

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

- d)—ﬁ nazzala
-5 al-birru

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai

‘Cl’)

dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu.
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2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis terpisah

dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:
- 33)3‘ ar-rajulu
- ém\ al-galamu
- M‘ asy-syamsu
B EN| al-jalalu
G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
f1ta
-aal ta’khuzu
EI "
- e Syalun
- 33-‘” an-nau’u
) inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertntu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.
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Contoh:

- G5 A s a C)‘ K Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin

Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

o LlOs 5 WIHAL A e Bismillahi majreha wa mursaha

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
o Gl Gy ARl Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin /
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- e;‘éf)n uAéf)M Ar-rahmanir rahtim/Ar-rahman ar-rahtm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
- ?.-.‘3,) 3_99“— ) Allaahu gafiirun rahim
o raed H3AY1 4 Lillahi  al-amru  jamian/Lillahil-amru
jamT an
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J. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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ABSTRAK

DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF MASLAHAH
SYAIKH RAMADHAN AL-BUTHI

Siti Humairoh

NIM: 22913017

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pilar penting dalam kebijakan hukum
yang tidak hanya berfokus pada penghukuman semata, tetapi juga untuk
melindungi hak-hak anak terutama pada anak yang terlibat dalam kasus tindak
pidana. Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana telah membawa
perubahan yang signifikan dengan menerapkan konsep diversi dan keadilan
restorative justice. Namun, dalam kasus kejahatan narkotika, anak seringkali
terlibat dan terperangkap didalamnya, sementara penerapan hukumnya kerap
kali ditemui tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan anak. Oleh karena itu,
konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak penting untuk dipahami dan
dievaluasi secara berkelanjutan untuk dapat membangun kebijakan hukum yang
lebih efektif dan berkeadilan. Untuk meninjau diversi dalam sistem peradilan
pidana anak, penelitian ini berfokus pada perspektif maslahah Syaikh
Ramadhan al-Buthi, seorang tokoh ulama besar yang sangat terkenal serta
memiliki pandangan kritis dan mendalam terhadap kebijakan hukum yang
berlandarkan pada konsep mashlahah. Batasan maslahah yang diusungkan
Syaikh Ramadhan al-Buthi memiliki peran penting dalam memastikan
kebijakan hukum yang berkeadilan. Beliau berpendapat bahwa Batasan
maslahah ini harus terpenuhi untuk mendapatkan kemaslahatan yang hakiki
sehingga dapat dinilai layak untuk diterapkan sebagai kebijakan hukum yang
berkeadilan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode
penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai macam sumber informasi
baik melalui jurnal, buku serta dokumen lainnya yang relevan dengan topik
penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversi yang
diberlakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam kasus
tindak pidana narkotika memiliki nilai dan keselerasan tanpa bertentangan
dengan lima batasan maslahah yang digariskan oleh Syaikh Ramadhan al-Buthi

Kata Kuci: Diversi, Mashlahah, Syaikh Ramadhan al-Buthi
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ABSTRACT

DIVERSION IN THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TOWARDS
DRUG CRIMINAL CASES FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH
SYAIKH RAMADHAN AL-BUTHI

Siti Humairoh
NIM: 22913017

The Child Criminal Justice System becomes an important pillar in legal policy
that does not only focus on punishment alone, but also to protect children's rights,
particularly children involved in criminal cases. In its development, the criminal
justice system has brought significant changes through the implementation in the
concept of diversion and restorative justice. Nonetheless, in the cases of drug
crimes, children are frequently involved and trapped in it, while the application of
the law is mostly found inappropriate to the situation and needs of the child. For
this reason, the concept of diversion in the child criminal justice system is deemed
important to understand and evaluate continuously to build a more effective and
just legal policy. To review diversion in the child criminal justice system, this
study focuses on the perspective of maslahah of Shaykh Ramadhan al-Buthi, a
great scholar that is very well-known and has a critical and profound view of legal
policies based upon the concept of maslahah. The limitations of maslahah
proposed by Shaykh Ramadhan al-Buthi have an important role in guaranteeing a
just legal policy. He argued that these maslahah limitations must be met to obtain
real maslahah so that they can be considered worthy of being implemented as a
just legal policy. In conducting this research, the researcher used a library research
method by reviewing various sources of information through journals, books and
other documents relevant to the research topic. The results of this study revealed
that the diversion implemented in the Child Criminal Justice System, especially
in cases of narcotics crimes, has value and harmony without contradicting the five
limitations of maslahah as outlined by Shaykh Ramadhan al-Buthi

Keywords: Diversion, Mashlahah, Shaykh Ramadhan al-Buthi
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Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Yang telah memberi nikmat iman,
islam, rahmat, dan karunia serta hidayah inayahnya, peneliti dapat menyelesaikan
thesis ini yang tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tidak lupa dimaksudkan
untuk nabi besar kita bagina Nabi Muhammad SAW yang telah membawa
umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti yang

dirasakan umatnya saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari hasil penelitian yang berhasil
diselesesaikan ini dengan judul “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika Perspektif Syaikh Ramadhan al-Buthi”
bukan semata-mata hanya dari asal jerih payah penulis sendiri, melainkan juga
atas adanya dorongan, motivasi, semangat, bimbingan, do’a dan bantuan yang
senantiasa mengalir dari Allah SWT baik secara langsung mapun tidak langsung.
Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan inspirasi serta

pengetahuan, yang pastinya tugas ini akan terasa berat tanpa adanya mereka.
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Dalam penulisan tesis ini penulis mengakui masih banyak kekurangan

dalam materi isi tesis, namun atas bantuan dan bimbingan oleh semua pihak

sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini dengan segala

hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan untaian kata terimakasih

kepada yang terhormat:

1.

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam
Indonesia;

Dr. Drs Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas IImu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia;

Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam
Universitas Islam Indonesia;

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D, selaku Ketua Program Studi
IImu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia;

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D, selaku pembimbing thesis yang
telah bersedia membimbing, memberikan arahan-arahan, masukan serta
motivasi sehingga thesis ini dapat terselesaikan pada waktunya. Sekali lagi
saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya
Rabbal ‘Alamin

Kepada seluruh jajaran dosen Program Studi llmu Agama Islam Program
Magister Fakultas llImu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah
membimbing dan mengajari ilmu pengetahuan dan kehidupan

Kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister
Fakultas llmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dan civitas
Akademika Fakultas IImu Agama Islam yang telah memberikan banyak
pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga saya tercinta.
Terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendo’akan saya serta memberi
motivasi, semangat dan dorongan sehingga penulisan dalam theis ini selesai

tepat pada waktunya.
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9.

10.

Terimakasih untuk Seluruh sahabat atau teman seperjuangan saya di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Yang selalu memberikan masukan, arahan dan
dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.

Seluruh teman-teman Program Studi IImu Agama Islam Program Magister
FIAI Ull yang berasal dari berbagai macam pulau, provinsi dan daerah yang
berbeda-beda sehingga bisa mengajarkan banyak pengalaman dan
pengetahuan.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya, haturkan banyak
terimakasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, motivasi,
arahan serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil. Semoga
Allah membalas semua perbuatan perbuatan amal kebaikan dengan kasih
sayangnya. Mudah-mudahan thesis ini dapat banyak memberi manfaat bagi

penulis maupun pembaca dan yang lainya.

Yogyakarta, 28 November 2024
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BAB |
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat di Indonesia,
penting untuk menyadari bahwa terdapat berbagai kasus yang sudah
semestinya mendapat tindakan dan perhatian yang serius dari berbagai pihak.*
Kejahatan narkotika menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian
serius dan perlu dikupas tuntas dalam waktu yang tak terbatas, hal ini
mengingat bahwa narkotika seperti wabah yang harus selalu dimusnahkan
terutama oleh para peredar dan pecandunya. Permasalahan tindak pidana
narkotika tidak dapat dihindari lagi, melihat bahwa narkotika saat ini dengan
mudahnya dapat menyebar hingga sampai ke lapisan kehidupan kalangan
anak-anak dan remaja.? Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak
remaja hingga dewasa telah menjadi kasus yang pelik di berbagai belahan
dunia karena telah memakan banyak korban dan terus menerus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia menjadi salah satu Negara yang
telah lama menghadapi tantangan besar dalam menangani peredaran dan
penyalahgunaan narkotika.®* Dalam hal ini, Peningkatan terhadap jumlah
pengguna narkotika sampai dengan meluasnya peredaran narkotika, menjadi

ancaman serius untuk masa depan generasi bangsa dan juga kesejahteraan

! Zelzha Restalia And Sovi Septania, “Delinkuensi Penyalahguna Narkoba Pada Anak Dibawah
Umur,” Jurnal Psikologi, N.D. Hal. 55

2 Ahmad Syafi’i, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,”
Hunafa: Jurnal Studia Islamika 6, No. 2 (August 15, 2009): 219

% Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan
Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis),” Jurnal Hukum 25, No. 1 (January 1, 1970): 439,



kehidupan masyarakat. Dampak negatif yang dirasakan dalam kasus ini
bukan hanya sekedar rusaknya kesehatan dan mental tetapi juga moral serta
tatanan kehidupan sosial yang akan menimbulkan masalah lainnya seperti
kriminalitas dan kekerasan di lingkungan masyarakat.* Dalam situasi yang
mendesak seperti ini, kasus ini perlu mendapatkan sorotan tajam dari berbagai
pihak untuk memberikan perhatian dan prioritas akan penanganan dan
tindakan yang lebih tegas.

Jauh sebelum maraknya kasus tindak pidana narkotika di Indonesia,
keberadaan narkotika sudah jauh lebih lama melekat dalam sejarah umat
manusia selama berbad-abad tahun lamanya.® Keberadaan narkotika atau
obat-obatan terlarang mulanya dapat menjadi salah satu hal yang dapat
dimanfaatkan untuk kebutuhan medis jika digunakan dalam takaran dan
pemakaian tertentu. hingga akhirnya narkotika dan obat-obatan terlarang ini
disalahgunakan dan diedarkan dengan bebas, hingga memunculkan
permasalahan dalam penyalahgunaan narkotika yang terus berkembang dan
semakin meluas ke berbagai lapisan masyarakat.® Penyebaran narkotika yang
terjadi, disebabkan oleh beberapa faktor yang akhirnya menimbulkan banyak
kendala untuk dapat mengendalikan penyebaran narkotika di Indonesia.’

Perbedaan yang terjadi dalam kondisi kasus narkotika di indonesia di era

4 Gilza Azzahra Lukman Et Al., “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di
Kalangan Remaja,” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm) 2, No. 3
(January 31, 2022): 405,

5 Sulung Faturachman, “Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia” 5, No. 1
(2020).

® Violita Nurbaliza, Sartika Dewi, And Muhamad Abas, “Tinjauan Kriminologi Terhadap
Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori
Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang)” 6, No. 4 (2024).

" Faturachman, “Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia.” Sejarah Dan
Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia., Hal. 2



tahun 1970-1980 korban yang didapatkan sebagian besar dipicu oleh orang-
orang yang mengalami permasalahan keluarga yang pelik dan mengalami
depresi. Namun saat ini korban penyalahgunaan narkotika merajalela dan
mengakar tanpa memandang usia, latar belakang dan status sosial.® Data dari
Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah anak yang
terlibat dalam kasus narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun, baik
sebagai korban ataupun sebagai pelaku dari tindak kejahatan narkotika.®
Disamping itu, dalam sudut pandang Hukum Islam terkait dengan
meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia menyadari betul
bahwa ini akan berdampak buruk pada kesejahteraan kehidupan umat di
dunia. Dalam konteks hukum islam, mulanya pembahasan terkait narkotika
tidak langsung tercantum dalam Al-Qur’an dan Sunnah, melainkan yang
ditemukan hanyalah istilah Khamr, sehingga pada saat itu hukum yang
membahas tentang narkotika belum jelas.’* Namun melalui pendalaman
kajian ilmu figh, pembahasan terkait hukum narkotika dapat ditemukan
dengan menggunakan metode Qiyas (Analogi Hukum). Melalui kajian ilmu
figh istilah narkotika digiyaskan dengan khamr sehingga memiliki hukum
yang sama yaitu haram.** Hal ini dilihat bahwa akibat yang didapatkan dari
pemakaian khamr dan narkotika memiliki kesamaan vyaitu dapat

menghilangkan kesadaran, merusak jiwa, mengancam kesehatan hingga dapat

8 Alwanda Putra, “Kajian Figih: Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam” 2, No. 1
(2024): 170-77.

® Ibid., 16.

10 Syafi’i, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Hal. 8
1 1bid., 9



mengganggu mental.*?> Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’an dalam

Surat An-Nisa ayat 43:

Gd V5 Ok U il s (g & 25T Sl Lk Y L5 00 @i

vg..n.ioj j\w&oj\@pjﬁvi\fd)bm JMLSJ./’LCXTL

2236 b el 1,228 56 A B skl ey 5 Wi s

55k 3he O A1 &) 2Ky 2Ks 50
Artinya: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat,
ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu
ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan
junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi
(mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau
sehabis buang air atau kamu menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak
mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci);
usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah maha
pemaaf, maha pengampun.”®
Hukum dalam kasus narkotika juga ditunjukkan dalam putusan yang
dikeluarkan oleh Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 sebagai salah satu respon

yang yang ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui pengkajian

mendalam dengan pendekatan ilmu figh dengan dasar hukum yang

12 Mahadir, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Magashid” 2, No. 1 (2024), Hal.3
13 Zaini Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: Ull Press, 1997).



dilandaskan pada Al-Qur’an dan juga Hadis.** Penegasan tentang penjatuhan
hukuman yang ada dalam fatwa MUI No. 53 tahun 2014 telah memberikan
wewenang terhadap pemerintah untuk dapat menggunakan kebijakan yang
ada dalam peraturan fatwa tersebut sekalipun pada tahap penjatuhan hukuman
yang maksimal sebagai upaya dalam memberikan efek jera terhadap para
pelaku kejahatan narkoba.> Namun, jika ditinjau dalam perjalanan penjatuhan
hukuman yang diberlakukan pada pelaku kejahatan narkotikka, masih banyak
kekurangan dalam aspek penegasan terhadap penerapan dalam penjatuhan
hukumannya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang dibangun
oleh pemerintahan sebagai bentuk upaya penanggulangan dalam kejahatan
narkotika di Indonesia. Bahkan sebelum berdirinya BNN, sejak tahun 1971
pemerintah sudah lama mengamati dan memandang bahwa Indonesia telah
menghadapi permasalahan yang serius akan kasus narkotika yang dapat
mengancam kesejahteraan kehidupan masyarakat khususnya masa depan
anak-anak bangsa Indonesia.'®

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan
berbagai macam kebijakan hukum untuk dapat menekan kasus tindak pidana
narkotika yang melibatkan anak di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam

hal ini adalah pemberlakuan kebijakan hukum terhadap anak yang terlibat

14 Muh Figih Indrawan dan Subehan Khalik, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perilaku
Masyarakat Yang Mengkonsumsi Narkotika Jenis Jamur Kotoran Sapi Di Kabupaten Gowa” 3,
No. 3 (2022).

15 Robin Fernando Putra, “Filsafat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif” 4, No. 1 (2024).

18 Henky Fernando Et Al., “Polemik Dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak Dalam Penyalahgunaan
Narkoba, "Community: Pengawas Dinamika Sosial 8, No. 2 (November 27, 2022), Hal. 8



dalam kasus tindak pidana narkotika.!” Penerapan hukum yang kaku tanpa
memperhitungkan faktor-faktor yang relevan sering kali mengakibatkan
hukuman yang tidak sebanding dengan tingkat keterlibatan anak dalam tindak
pidana. Hal ini bisa membuat hukuman menjadi tidak adil, karena tidak
mempertimbangkan latar belakang, usia, dan keadaan khusus anak.'® Oleh
karena itu, perlu ada adanya pendekatan yang lebih menyeluruh yang
diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan hukuman yang ditetapkan
benar-benar mencerminkan situasi dan keterlibatan anak.’® Dalam Upaya
menangani permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang tidak
hanya represif, tetapi juga preventif dan rehebilitatif.?°

Sistem Peradilan Pidana anak telah mengalami perkembangan dan
perubahan yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan
saat ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak anak terutama
pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana.?* Undang-undang ini
memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi anak-anak yang
berhadapan dengan hukum, termasuk anak-anak yang terlibat dalam kasus

narkotika.®

A Junaedi Karso, “Peranan Dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam
Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika Di Indonesia,” 1, 2022.

18 Novi Novitasari And Nur Rochaeti, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
3, No. 1 (January 30, 2021): 96-108,

19 Muhammad Umar Kelibia, “Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Dalam Perspektif Keadilan Restoratif,” Iblam Law Review 3, No. 3 (September 30, 2023): 427

20 Nafi’ Mubarok, Sistem Peradilan Pidana Anak, 1st Ed. (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022).
21 Universitas Gorontalo, Gorontalo Et Al., “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal llmiah Hukum Dan
Hak Asasi Manusia 3, No. 1 (July 5, 2023): 1-7

22 Fernando Et Al., “Polemik Dan Diskriminasi.”



Konsep diversi dengan pendekatan prinsip keadilan restorative justice
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk representasi dari
tujuan utama terbentuknya sistem peradilan pidana anak yang baru. Salah satu
tujuan utamanya yaitu untuk dapat menghadapi permasalahan anak yang
berhadapan Hukum dengan cara memperhatikan penjatuhan hukuman yang
tidak hanya memberikan kerugian pada kehidupan anak, tetapi juga
disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk dapat tumbuh dengan lebih baik
lagi setelah melewati proses hukumannya.?? Konsep diversi dengan
pendekatan prinsip restorative justice juga merupakan pembaharuan yang
dibangun untuk lebih mengedepankan prinsip bahwa dalam menangani anak
yang berhadapan dengan hukum bukan untuk menekankan pada
penghukumannya saja, tetapi diharapkan dapat lebih mengutamakan
rehabilitasi daripada penghukuman semata, dimana hal ini sejalan dengan
konvensi internsional tentang hak-hak anak.?* Namun, meskipun konsep
diversi telah ditekankan dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam konteks kasus tindak pidana narkotika masih menimbulkan berbagai
tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai macam kalangan khususnya
anak-anak karena masih banyak perdebatan mengenai efektivitas terkait
penerapan pengaturan sistem peradilan pidana anak dalam menangani anak-

anak yang terlibat dalam kasus narkotika, terutama dalam hal perlindungan

23 Kayus Kayowuan Lewoleba, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka
Mewujudkan Keadilan Restoratif,” N.D.

24 Yahya Sultoni, “Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak
Pada Ranah Hukum Pidana,” Maksigama 14, No. 2 (November 23, 2020): 119-33,



dan rehabilitasi mereka.? Hal ini seringkali memunculkan permasalahan baru
pada kasus anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, seringkali
pendekatan hukum dan hak-hak anak tidak memiliki keseimbangan yang
baik, sehingga pendekatan hukum positif yang diterapkan dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui konsep diversi dan pendekatan
restorative justice harus dipertimbangkan dalam kerangka lebih luas yang
mencakup nilai-nilai keagamaan dan etik.

Konsep maslahah merupakan prinsip hukum Islam yang menekankan
pada kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia yang dapat menjadi dasar
etik dalam pembentukan kebijakan hukum yang adil dan manusiawi.?*® Syaikh
Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi merupakan salah satu ulama terkemuka
yang moderat di dunia Islam, Syaikh Muhammad Ramadhan al-Buthi
memiliki Gagasan menganai konsep al-maslahah yang berperan penting
dalam memajukan pemikiran hukum Islam yang adaptif dan kontekstual,
terutama dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang tidak secara
spesifik diatur dalam Al-Quran dan Hadis. # Disamping itu juga, Syaikh
Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi melalui disertasi doktoralnya, yang
bukunya terkenal dalam judul Dhawabital-Maslahah fi asy-Syari’ah al-

Islamiyyah memberikan penjelasan akan konsep dalam penetapan maslahah

%5 pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Ri Et Al.,
“Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:
Dalam Perspektif Kementerian Sosial,” Sosio Konsepsia 5, No. 3 (September 30, 2016),

% Ahmad Fauzi, “Al-Maslahah Al-Syar’iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab
Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti),” Jurnal Pemikiran Keislaman 27, No. 2
(September 5, 2016)

21" Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. “The Jurisprudence of Islamic Law In The Modern
World”. Dar Al-Fikr, 2008.



dengan batasan-batasan maslahah dalam syari’at Islam. Batasan-batasan
dalam maslahah yang diusung oleh Syaikh Muhammad Sa’id Ramadhan al-
Buthi merupakan tonggak penting dalam memahami dan menetapkan suatu
kebijakan hukum yang penggunaannya harus tetap berada dalam koridor
syariah. Batasan-batasan dalam maslahah ini merupakan konsep yang relevan
dengan perkembangan zaman tanpa perlu kehilangan integritas dalam nilai-
nilai syari’at Islam. Syaikh Muhammad Sa’ide Ramadhan al-Buthi memiliki
penalaran dan pandangan yang kritis dalam menilai suatu kemaslahatan,
karena menurutnya dalam konsep maslahah harus dapat dipahami dalam
konteks yang lebih luas dan tidak boleh bertentangan dengan syari’at, dan
konsep maslahah harus dapat ditetapkan dengan penuh kehati-hatian untuk
dapat mendapatkan kemaslahatan yang hakiki.?® Batasan-Batasan Maslahah
dalam Syariah Islam yang dikemukakan oleh Syaikh ramadhan Al-Buthi
menekankan bahwa penggunaan Mashlahah harus memenuhi 5 syarat syarat
utama, yaitu maslahat harus berada dalam lingkup al-magashid, tidak
bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah, tidak boleh bertentangan dengan
giyas dan tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.*
Syaikh Ramadhan al-Buthi menekankan pentingnya sebuah batasan
(dhawabit) dalam menilai suatu mashlahah sebagai landasan hukum, karena
dengan adanya batasan-batasan ini akan dapat menghindari penggunaan

mashlahah yang tidak terkendali dan menyimpang dari tujuan syariat Islam.

%8 Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi” 15,
No. 2 (2019).
2 Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi” 15,
No. 2 (2019).
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Maka dari itu, dalam meninjaun pengaturan konsep Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan melalui perspektif mashlahah
yang dianalisis melalui pemikiran Syaikh Ramdhan Al-Buthi, menawarkan
pandangan yang relevan dan kritis terhadap bagaimana hukum ini seharuskan
diterapkan agar dapat mendatangkan dan menciptakan kemaslahatan yang
hakiki dan memunculkan kebijakan hukum yang berorientasi pada kebaikan
ummat. 3 Dalam konteks diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan
penerapannya pada kasus tindak pidana narkotika, konsep maslahah yang
diusungkan oleh Syaikh Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi melaui
batasan-batasan maslahahnya dapat digunakan sebagai dasar dalam meninjau
kembali kebijakan hukum yang ada.®! Syaikh Muhammad Sa’id Ramdhan Al-
Buthi mengajarkan bahwa kebijakan hukum harus mempertimbangkan
kesejahteraan jangka Panjang anak-anak yang berhadapan dengan hukum.??
Pendekatan yang terlalu represif dapat merusak masa depan anak dan tidak
sejalan dengan tujuan utama dalam hukum Islam, yaitu perlunya mencapai
keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.* Penjatuhan hukuman penjara
terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tanpa upaya
rehabilitasi yang memadai, tidak memenuhi syarat dalam mencapai

kemaslahatan yang adil dan seimbang. Hal ini karena hukuman tersebut lebih

30 Zainal Aris Masruchi, “Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Emapat
Madzhab Dan Ahli Ushul Figh,” Moderasi : Journal Of Islamic Studies 3, No. 1 (July 8, 2023):
102-30,

31 Deden Najmudin Et Al., “Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis
Jarimah Ta’zir)” 1, No. 2 (2024).

32 hid.

3 Universitas Gorontalo, Gorontalo Et Al., “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”
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banyak mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada manfaat bagi
anak-anak dan masyarakat secara menyeluruh.

Syaikh Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi mengingatkan bahwa
dalam menentukan kebijakan hukum harus dipastikan bahwa kebijakan
tersebut benar-benar mendatangkan manfaat yang lebih besar dibandingan
kerugian yang mungkin timbul. Lebih lanjut, perspektif Maslahah menurut
Syaikh Ramadhan Al-Buthi menuntut adanya upaya sistematis untuk
mencegah anak-anak terjerumus dalam lingkaran kejahatan, termasuk
narkotika.** Upaya ini dapat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas
pendidikan, penerapan sistem penegakan hukum yang adil, serta penyediaan
fasilitas rehabilitasi yang memadai. Peningkatan pendidikan akan membantu
mengedukasi dan mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang lebih
baik. Penegakan hukum yang adil memastikan bahwa setiap individu,
termasuk anak-anak, mendapatkan perlakuan yang setara dan sesuai dengan
prinsip keadilan.** Penerapan maslahah dalam konteks ini berarti undang-
undang dan kebijakan terkait harus dirancang tidak hanya untuk menghukum,
tetapi juga untuk memulihkan dan merehabilitasi anak-anak yang telah
terjerumus dalam kejahatan.®

Dari uraian tersebut, jika diukur dan dinilai dengan perkembangan
masa Kini, kasus kenakalan remaja semakin melewati batas yang

mengkhawatirkan bahkan mendekati ambang yang sulit dikendalikan

34 Al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari’ah Al-1slamiyah. 170

% Novitasari And Rochaeti, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.”

% Al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari’ah Al-1slamiyah. Hal. 180
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terutama pada kenakalan anak-anak remaja yang terlibat dalam kasus tindak
pidana berat khususnya dalam kejahatan narkotika.®” Anak-anak yang
dihadapkan pada situasi ini tidak hanya sekedar terjebak pada kehidupan yang
merugikan tetapi juga seringkali terjebak dalam proses peradilan yang kurang
memperhatikan hak-hak anak. Meskipun pendekatan diversi dan restorative
justice telah diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada
penerapannya dalam kasus tindak pidana narkotika masih seringkali
dihadapkan dalam berbagai macam tantangan dan seringkali menimbulkan
banyak pertanyaan tentang sejauh mana konsep diversi dapat diterapkan
secara efektif terhadap anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Dalam meninjau dan mengevaluasi penerapan diversi yang ada dalam
sistem Peradilan Pidana Anak terutama dalam konteks kasus tindak pidana
narkotika. Kerangka Maslahah dalam perspektif Syaikh ramadhan al-Buthi
melalui batasan-batasan maslahahnya dapat menjadi toggak penting dalam
meninjau dan mengevaluasi kebijakan hukum yang ada. Kebijakan hukum
tidak hanya dinilai sebagai alat untuk dapat menegakkan keadilan , tetapi juga
menjadi wadah dan sarana bagi anak-anak memperbaiki diri dengan tetap
memiliki perlindungan dalam hak-haknya. Hal ini mencerminkan pandangan
Syaikh Ramadhan al-Buthi bahwa maslahah dalam hukum harus dapat
menciptakan keseimbangan dalam keadilan, sehingga hal ini dapat
mendukung terciptanya kehidupan ummat yang lebih adil, manusiawi dan

mencapai tujuan utama yaitu kebaikan bersama.

37 Aelfi Elisabet Et Al., “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan
Pencegahannya,” Jurnal Multidisiplin Indonesia 1, No. 3 (November 14, 2022): 877-86,
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Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum yang
lebih adil dan manusiawi bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus tindak
pidana narkotika.® Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis melakukan
pengkajian yang mendalam akan “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif

Al-Mashlahah Syaikh Ramdhan Al-Bhuti”

B. Rumusan Masalah:
1. Bagaimana pengaturan sistem peradilan pidana anak terhadap kasus
tindak pidana narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif

Maslahah syaikh ramadhan al-buthi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pengaturan dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus tindak pidana narkotika
di Indonesia
b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsep diversi dalam
sistem Peradilan Pidana Anak perspekif Maslahah Syaikh Ramdhan

Al-Buthi

% Lewoleba, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan
Restoratif.”
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil pemikiran yang mendalam
untuk menunjukkan temuan suatu masalah yang penting dan layak untuk
dilakukannya penelitian. Sebagai penulis, besar harapannya bahwa hasil
dari penelitian yang dilakukan akan dapat memberikan manfaat dan juga
kontribusi yang baik terhadap masyarakat, khususnya dalam memberikan
pemahaman dan kajian ilmu yang mendalam terkait pembahasan dalam
penelitian ini. Manfaat penelitian dapat dilihat baik secara teoritis

maupun praktis. Yaitu diantaranya:

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat berfungsi sebagai salah
satu wadah untuk menggali pemahaman akan diversi dalam Sitem
Peradilan Pidana Anak dalam kasus tindak pidana narkotika di
Indonesia dan mengkaji lebih dalam terkait penerapan diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak melalui perspektif mashlahah Syaikh
Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi. Penulis juga berharap bahwa
temuan dan hasil dari penelitian yang dilakukan, mampu
memberikan kontribusi yang mendalam bagi civitas akademika dari
setiap pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini. Disamping itu
juga, penelitian ini dapat menjadi wadah diskusi yang mendalam

terkait isu-isu hukum yang terjadi pada anak-anak.

b. Manfaat Praktis:
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Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
referensi bagi pemerintah dan institusi Pendidikan tinggi untuk
mengevaluasi dan mengembangkan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia secara khusus yang berkaitan dengan
tindak pidana narkotika. Serta memberikan pemahaman mendalam
dari perspektif maslahah Syaikh Muhammad Sa’id Ramadhan Al-
Buthi yang dijabarkan dalam penelitian ini. Sehingga dalam hal ini,
dapat memberikan dorongan terhadap masyarakat Indonesia untuk
ikut andil dalam meningkatkan penjagaan terhadap anak-anak dari
permasalahan Tindak Pidana Narkotika sebagai bentuk kemaslahatan

umat.®

D. Sistematika Penelitian

Penyusunan penulisan dalam penelitian ini, penulis mengikuti
sistematika yang disesuaikan dengan pedoman penulisan Tesis Program
Pascasarjana Fakultas llmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
Dengan begitu, diharapkan penelitian ini mudah untuk dapat diapahami
dan dicermati oleh setiap para pembaca. Serta agar dapat memberikan
Gambaran yang sistematis mengena pembahasan terkait diversi dalam
sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba di

Indonesia: Perspektif Maslahah Syaikh Muhammad Sa’id Ramdhan Al-

% al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari’ah Al-I1slamiyah.
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Bhuti, penulis menuliskan sistematika dalam lima bab, Adapun rincian
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan penelitian yang menguraikan
mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian
ini serta pokok masalah yang dimaksudkan untuk memperjelas masalah-
masalah yang akan diteliti. Selain itu, terdapat tujuan dan manfaat dari
penelitian ini.

Bab Kedua, isi yang terdapat dalam bab dua ini, penulis akan
lebih memfokuskan pada kajian penelitian terdahulu, dan meninjau
kembali kajian teori-teori dengan kerangka teori yang relevan sebagai
dasar dalam penulisan penelitian ini. Sehingga tinjauan pustaka yang
digunakan akan membantu mengembangkan dan mendalami pembahasan
dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, isi dari bab ini penulis memaparkan terkait metode
penelitian. Dalam hal ini, penulis menjelaskan jenis dan pendekatan yang
digunakan, serta dijelaskan juga terkait sumber data, teknik pengumpulan
data dan teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian
ini.

Bab Keempat, isi dari bab ini merupakan bagian dimana penulis
memberikan pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah yang ada
pada bab pertama, yang mana hal ini mengenai Pengaturan Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dan penanganan yang diterapkan

dalam sistem peradilan pidana anak terhadap kasus tindak pidana
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narkotika, serta menjabarkan hasil kajian yang mendalam tentang diversi
Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif Maslahah Mursalah oleh
Syaikh Ramdhan Al-Bhuti.

Bab Kelima, isi dari bab terakhir ini merupakan bagian penutup
yang memuat kesimpulan. Dalam memberikan kesimpulan, penulis
merangkum secara ringkas hasil keseluruhan dari penelitian, serta
memberikan saran-saran mengenai diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
Perspektif Maslahah Syaikh ramadhan Al-Buthi

Dengan memaparkan sistmatika pembahasan ini, diharapkan
dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami alur
pemikiran penulis serta mendalami setiap aspek yang dibahasan pada
setiap bab-bab yang ada. Selain itu, dengan menyesuaikan penulisan dari
pedoman yang ada, diharapkan penulisan dalam penelitian ini memiliki
struktur yang teratur secara menyeluruh sesuai dengan pedoman
penulisan Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam,

Universitas islam Indonesia.



BAB I1
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan oleh penulis, serta
penelitian mendalam terhadap berbagai sumber mengenai diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan penekanan khusus pada kasus tindak
pidana narkotika melalui perspektif maslahah Syaikh Ramadhan Al-Buthi,
penulis berusaha untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya
mengulang apa yang telah diteliti sebelumnya, tetapi juga menyajikan
perspektif baru dan solusi inovatif. Upaya ini dilakukan untuk menghindari
terjadinya duplikasi dengan penelitian yang telah ada dan untuk memberikan
kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum
yang lebih baik dalam menangani kasus narkotika yang melibatkan anak-

anak.

1. Judul penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana
Narkotika dan pengaturan Hukum Serta Perlindungannya Menurut
KUHP” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kasus terkait
penggunaan narkotika dan juga peredaran obat terlarang dari tahun ke
tahun terus mengalami kenaikan, hal ini menjadi kekhawatiran yang
mendalam bagi bangsa karena mengancam kerusakan jiwa dan juga
berdampak kepada kesehatan fisik, mental dan kecanduan yang akan

berakibat fatal. Maka dari itu, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa

18
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terkait tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkotika, pemerintah
mengambil tindakan untuk dapat menangani peredaran narkotika ilegal,
salah satu respon awalnya dengan mengeluarkan Undang-Undang
Narkotika No. 35 yang secara khusus memberikan larangan terhadap
penggunanaan dan peredaran narkotika dengan memberlakukan
hukuman bagi pelanggarnya. Disamping itu, Badan Narkotika Nasional
(BNN) diberikan kewenangan untuk dapat menangani peredaran dan
penggunaan Narkotika. Dengan demikian kebijakan Kketat yang
dikeluarkan oleh pemerintah melalui adanya Undang-Undang narkotika
Nomor 35 tahun 2009 guna mengatasi peredaran obat obatan terlarang.
Selain diberlakukannya Undang-Undang Narkotika, pemerintah
memberikan salah satu tempat rehabilitasi, tujuan dari pada tempat
rehabilitasi ini untuk dapat membatu para korban mengatasi dampak
emosional yang dapat menyebabkan ketergantungan pada
penyalahgunaan narkotika.*

2. Judul penelitian yang berjudul “Implimentasi Undang-Undang No. 35
tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” dalam
penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam penelitiannya di kelurahan
14 Ulu Seberang 1l Kota mengungkapkan bahwa upaya masyarakat
dalam mencegah terkait kasus narkotika belum berjalan denngan
efektif. Terdapat beberapa faktor yang menghambat hal tersebut, salah

satunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan pencegahan

40 Tri Wahyu Ningsih, Nandarista Tama Aullia Syahrani, And Asmak Ul Hosnah, “Tinjauan
Yuridis Tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Pengaturan Hukum Serta Perlindungannya
Menurut Kuhp” 8§, No. 1 (2024).
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narkotika serta minimnya sosialisasi dari Badan Narkotika Nasional
(BNN) serta aparat-aparat yang terlibat dalam penanganan kasus
narkotika. Dalam hasil penelitiannya, penulis menjelaskan juga bahwa
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga ditujukan kepada masyarakat
umum yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam
membantu pemberantasan dan pencegahan kasus narkotika.Maka dari
itu, penulis menggaris bawahi bahwa mastyarakat di kelurahan 14 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu Il, Kota Palembang ikut berperan dalam
upaya mencegah dan memberantas peredarann narkotika melalui
lingkungan terdekatnya seperti lingkungan keluarga dan tetangga, serta
dijelaskan bahwa narkotikan selain dilarang oleh agama dan negara
tetapi juga dapat merusak kesehatan dan nyawa bawa siapapun yang
mengkonsumsinya. Keterlibatan masyarakat dalam bertanggung jawab
terhadap pencegahan dan peredaran narkotika merupakan bentuk dari
penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, khususnya pada pasal
105 yang sudah sejalan dengan tujuan Hukum Pidana Islam menurut
kajian maqgashid Al-syari’ah. dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan
wawancara mendalam dengan masyarakat dan aparat yang terlibat.
Disamping itu, analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif

yang bertujuan untuk menjelaskan informasi yang diperoleh dari
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wawancara serta dokumentasi selama penelitian di Kelurahan 14 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu Il, Kota Palembang.*

3. Judul penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap
Penyalahgunaan Tindak Pidana narkotika” Dalam penelitian tersebut
dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk dapat memahami dan
mendalami Hukum yang berkaitan dengan Hukuman Pidana yang
ditetapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika serta mengevaluasi
terkait hukuman yang dijatuhkan selama diberlakukannya sanksi yang
berlaku. Salah satu dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya
kasus penyalahgunaan narkotika bisa disebabkan oleh dua faktor.
Pertama, faktor yang disebabkan oleh internal yang disebabkan dalam
diri seseorang karena kelemahan atau kebiasaan buruk. Faktor kedua,
dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan
sekitar yang tidak baik. Kedua faktor tersebut dapat mengidentifikasi
terjadinya sesab-sebab yang dapat menimbulkan penyalahgunaan
narkotika di setiap kalangan. Maka dari itu, untuk dapat menanggulangi
terkait maraknya kasus penggunaan narkotika terdapat sanksi-sanksi
yang diberikan untuk menjadi efek jera bagi para pelaku. Sebagaimana
yang dijelaskan oleh penulis bahwa terdapat pengaturan sanksi yang
ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang
narkotika, khususnya Pasal 111 hingga Pasal 148 bahwa dalam Pasal

Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai rincian jenis hukuman,

41 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Ri Et Al.,
“Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”
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lamanya hukuman penjara serta jumlah denda yang harus diberikan
olen para pelaku pengguna narkotika. Dalam penegakan Hukum
terhadap tindak pidana narkotika, seluruh proses yang dimulai dari
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan
hingga pada eksekusinya mengarah pada Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP). Maka dengan begituu, KUHP
memberikan pdeoman untuk prosedur Hukum secara umum, sedangkan
Undang-Undang Narkotika secara spesifik mengatur jenis dan berat
hukuman uuntuk para pelanggar.*

4. Judul penelitian yang berjudul “Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna
Narkotika yang Berkeadilan” dalam penelitian tersebut dijelaskan
bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam terkait
efektifitas dari langkah program rehabilitas bagi pengguna narkotika
khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tulisan ini
mengungkapkan bahwa konsep yang dijelaskan oleh penulis terkait
pelaksanaan rehabilitasi yang berkeadilan sebaiknya setiap pengguna
narkotika dapat melakukan rehabilitas yang telah memenuhi syarat dan
ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang
narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 11 tahun 2014. Dengan kata
lain, pengguna narkotika harus dapat mengikuti program Rehabilitas
yang menyeluruh untuk dapat mendukung proses pemulihan,

pencegahan serta kekambuhan bagi para pengguna narkotika.

42 1 Gede Darmawan Ardika, [ Nyoman Sujana, And I Made Minggu Widyantara, “Penegakan
Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Konstruksi Hukum 1, No. 2
(October 28, 2020): 286-90
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Disamping itu juga dijelaskan bahwa tindakan dalam penahanan
terhadap pengguna narkotika dalam rumah tahanan atau di lembaga
permasyarakatan tidak ada lagi, karena hal ini dianggap bukan sebagai
sebuah solusi yang efektif. Dari penelitian ini penulis mengungkapkan
bahwa fakta yang ditemukan terkait rehabilitasi bagi pengguna
narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan
Hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Pasal 54 Undang-
Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, penyidik memiliki
wewenang untuk melaksanakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
Secara garis besarnya, penulis menyimpulkan bahwa konsep
rehabilitas.*®

5. Jurnal penelitian yang berjudul “ Upaya Penegak Hukum dan Peradilan
Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dari Golongan Dewasa dan Anak
di Bawah Umur” menjelaskan bahwa tujuan dari pada Undang-Undang
No. 35 tahun 2009 tentang sistem pemidanaan minimal khusus
narkotika yaitu untuk dapat mencegah pelaku kejahatan agar tidak
terlibat dalam tindak pidana narkoba. Undang-Undang tersebut dibuat
sebagai respon terhadap ancaman serius yang ditimbulkan oleh
kejahatan narkoba yang dapat menimbulkan kerusakan stabilitas negara
dan kesejahteraan masyarakat. Negara sangat prihatin dengan tingginya
angka korban yang disebabkan oleh kejahatan ini dan berkomitmen

untuk dapat mengatasinya secara efektif sekaligus untuk dapat

43 Siti Hidayataun And Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang
Berkeadilan,” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, No. 2 (2020),
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memberikan penjagaan terhadap anak-anak yang terperangkap dalam
kasus narkotika melalui perlindungan Hukum berdasarkan pada
Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang
perlindungan Anak. Maka dari itu, penerapan metode hukum dengan
metode minimal tertentu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan
cermat guna untuk dapat memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan
benar-benar efektif dan memberikan efek jera terhadap para pelaku
pengguna dan peredar narkotika. Hasil dari penelitian ini juga
menunjukkan Undang-undang tersebut mengatur bahwa pengguna
narkotika golongan | dapat dihukum penjara hingga maksimal empat
tahun dan diwajibkan menjalani rehabilitasi sosial serta medis. Pasal 71
UU Sistem Peradilan Anak mengatur sanksi untuk anak-anak yang
terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Pasal 79 UU
Sistem Peradilan Anak membatasi hukuman maksimum bagi anak-anak
menjadi setengah dari hukuman maksimum untuk orang dewasa,
sehingga masa hukuman untuk anak-anak menjadi lebih singkat.*

6. Jurnal penelitian yang berjudul “Penerapan Undang-Undang No. 35
tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Kaitannya Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur” Dalam
penelitian ini menjelaskan bahwa fokus utama pembahasannya terkait
perlindungan  hukum tetrhadap anak yang terlibat dalam

penyalahgunaan narkoba dan hak-hak anak yang masuk dalam sanksi

4 Muhammad Dhanu Fitransyah, Ikhsan Sugiri, And Asmak Ul Hosnah, “Upaya Penegakan
Hukum Dan Peradilan Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dari Golongan Dewasa Dan Anak Di
Bawah Umur” 7, No. 6 (2024).
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pidana serta pelaksanaan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang ada di Polres Bone. Dari hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut telah diterapkan di
Polres Bone secara benar, dimana anak-anak yang terlibat dalam kasus
penyalahgunaan narkoba diberikan perlindungan hukum yang
semestinya dari pemerintah. Hak-hak anak diberikan secara sepenuhnya
termasuk hak atas pendidikan bagi anak-anak yang masih sekolah dan
bagi anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah diberikan
kesempatan untuk dapat mengembangkan kreativitas dari instansi yang
telah bekerja sama dengan polres Bone, disamping itu juga Polres Bone
berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dengan
memberikan kesempatan terhadap anak dalam memperoleh pendidikan
dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat untuk
pengembangan pribadi dan kecerdasan anak . Dalam penelitian ini juga
dijelaskan bahwa selama proses pemeriksaan, anak anak selalu
didampingi oleh orangtua dan juga penasihat hukum. Bagi anak-anak
yang terbukti dan sudah dinyatakan menggunakan narkoba akan
mendapatkan rehabilitasi medis dan juga sosial hingga pulih. Ada
banyak faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terlibat pada
penyalahgunaan narkoba salah satunya yaitu rasa ingin tau yang tinggi
dan kurangnya pengawasan orang tua. Metode yang dilakukan dalam

penelitian ini menggunakan metode lapangan (Field Research) dengan
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pengumpulan data deskriptif-analistis melalui observasi, wawancara
dan dokumentasi.*

7. Jurnal Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Eks
Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran
Narkotika” dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fokus penelitian
ini merujuk pada tiga aspek penting terkait penanggulangan tindak
pidana narkotika. Pertama, peran ilmu kriminologi dalam upaya
penanggulangan kejahatan peredaran narkotika. Kedua, untuk
memahami motif atau penyebab eks-narapidana yang terlibat dalam
tindak pidana narkotika dan ketiga menilai kebijakan kriminal yang
ditetapkan untuk dapat menangani kasus narkotika yang melibatakan
eks-narapidana. Hasil dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa ilmu
kriminologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendalami dan
menangani kejahatan peredaran narkotika. llmu kriminologi tidak
hanya sekedar membantu dalam membantu dan mengidentifikasi
penyebab dan motif pelaku tetapi juga berfungsi sebagai alat penting
dalam menagakkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang
narkoika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kepustakaan
(Liberary Research) dan data yang dikumpulkan dianalisis dengan

menggunakan pendekatan kualitatif.*

4 Nur Aisyah, “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur,” Jurnal
Al-Dustur : Journal Of Politic And Islamic Law 2, No. 1 (July 23, 2019),

46 Axel Hutasohit And Putra Joma, “Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang
Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika” 4, No. 1 (2022).
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8. Jurnal penelitian yang berjudul “Pembebasan Bersyarat Kasus

Narkotika dalam Upaya Pembinaan Narapidana; Studi Komparasi
Mazhab hanafi dan Hukum nasional” dalam penelitian ini dijelaskan
bahwa Tujuan utama dari hukuman dalam hukum pidana Islam adalah
untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi masyarakat dari
kerusakan, karena Islam bertujuan sebagai rahmat bagi seluruh alam
dan memberikan petunjuk serta pelajaran kepada seluruh umat manusia.
Hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan
hukum tetapi juga sebagai alat pendidikan dan pemahaman mengenai
ajaran Islam. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pembebasan
bersyarat, seperti halnya hukuman bersyarat, bertujuan untuk mendidik
terpidana dan mendukung mereka dalam proses menuju kebebasan
dengan cara yang positif. Dalam sistem ini, meskipun masa hukuman
bisa dipersingkat, terpidana akan tetap berada di bawah pengawasan
lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sebenarnya, karena masa
percobaan yang lebih lama.*’

. Jurnal penelitian yang berjudul “Aspek Maslahah Mudharat Terhadap
Pelegalan ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam” menjelaskan
bahwa Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait
ganja. Pertama, maslahah melibatkan segala sesuatu yang memberikan
manfaat kepada manusia, sedangkan mudharat mengacu pada hal-hal

yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain dan

47M Ilham dan Abdul Syatar, “Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan
Narapidana; Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Hukum Nasional” 4, No. 1 (2023).
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sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan darurat. Kedua, legalitas
penggunaan ganja sebagai obat ditentukan berdasarkan penilaian
manfaatnya oleh berbagai negara. Berdasarkan rekomendasi WHO,
PBB telah mengubah status ganja dari golongan 1V ke golongan I, yang
berarti ganja sekarang diizinkan untuk penggunaan medis. Ketiga,
dalam hukum Islam, ganja dipandang mirip dengan khamar dan
dianggap haram karena keduanya dapat memabukkan. Beberapa ulama
masih menganggap ganja haram meskipun untuk tujuan medis, karena
dianggap memiliki lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya.
Namun, terdapat juga ulama yang membolehkannya dalam keadaan
darurat untuk keperluan medis. Secara keseluruhan, jika dilihat dari
aspek maslahah dan mudharat, ganja dianggap memiliki lebih banyak
manfaat dibandingkan kerugiannya, tidak hanya dalam bidang
kesehatan tetapi juga dalam aspek ekonomi, pembangunan, dan
lainnya.*®

10. Jurnal penelitian dengan judul “Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat
Nikah Perspektif Magashid Al-Syari’ah” menjelaskan bahwa Kebijakan

yang diterapkan oleh Kemenag Kanwil Jawa Timur bersama BNNP Jawa
Timur, yang mensyaratkan surat bebas narkoba dalam dokumen pernikahan,
menawarkan berbagai manfaat. Dari perspektif psikologis, kebijakan ini
membantu mempersiapkan mental pasangan yang akan menikah. Secara

medis, tes narkoba berfungsi sebagai upaya preventif untuk menghindari

8 Sherina Syam And Achmad Musyahid Idrus, “Aspek Maslahah Mudharat Terhadap Pelegalan
Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam” 3, No. 1 (2022).
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potensi masalah di masa depan, sehingga dapat mengurangi risiko penyesalan
dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga. Tes narkoba bertujuan untuk
melindungi kesehatan akal, yang sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga
akal (hifz al-‘aql). Selain itu, kebijakan ini mendukung pembentukan generasi
unggul, yang juga konsisten dengan tujuan syariah untuk memelihara
keturunan (hifz al-Nasl).*°

Jurnal penelitian ini  berjudul “Keluarga Samawah Benteng
Penyalahgunaan  Narkoba” Penelitian ini  mengkaji kegiatan
penyuluhan hukum yang menargetkan Keluarga Samawah sebagai garis
pertahanan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan ini menekankan pentingnya
peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran
keluarga tersebut mencakup pendidikan agama dan akhlak, kasih
sayang, menciptakan rasa aman, serta memberikan bimbingan dan
perhatian. Selain itu, keluarga juga perlu memahami kebutuhan anak-
anak, memberikan kebebasan dengan pengawasan yang aktif dan
bijaksana, serta memotivasi mereka untuk meraih prestasi. Semua aspek
ini harus didukung dengan pengetahuan mengenai narkoba, termasuk
pengenalan dini terhadap gejala atau tanda-tanda penggunaan narkoba.
Jurnal Penelitian dengan judul “Penerapan Pasal 54 Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” Dalam penelitian ini

49 Sidanatul Janah, “Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqgashid Al-Syari’ah”
2, No. 1 (2019).

% Abd Thalib Et Al., “Keluarga Samawah Benteng Penyalahgunaan Narkoba,” Arsy: Jurnal
Aplikasi Riset Kepada Masyarakat 4, No. 2 (February 12, 2024): 106-10,
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dijelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas
penerapan Pasal 54 terkait penyediaan layanan rehabilitasi serta
tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Pasal 54
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan
kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan layanan
rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan pecandu narkotika.
Penerapan pasal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif
penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi, sebagai
alternatif hukuman pidana. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa
meskipun telah ada kemajuan dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi,
masih terdapat sejumlah hambatan signifikan, seperti keterbatasan dana,
kurangnya tenaga ahli, dan stigma sosial terhadap pengguna narkotika.*
13. Jurnal  penelitian ini  berjudul “Dampak Psikologi  Akibat
Penyalahgunaan Narkotika” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa
Penelitian ini menitik fokuskan pada kajian tentang dampak psikologis
yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika, dengan mengidentifikasi
berbagai efek negatif yang mungkin terjadi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan
banyak dampak buruk yaitu: pada penurunan kinerja kerja, kesalahan
dalam pelaksanaan tugas, serta peningkatan stres dan kecemasan.
Pengguna narkotika sering mengalami penurunan rasa percaya diri,

kemalasan, dan ilusi, yang disertai dengan keraguan berlebihan serta

1 Abdul Hijar Anwar, “Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika” 6, No. 3 (2024): 54.
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kemudahan marah. Selain itu, mereka mungkin menunjukkan perilaku
kasar, kesulitan dalam berkonsentrasi, serta sikap mudah tersinggung
dan depresi. Dampak psikologis ini juga mencakup kecenderungan
untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri, perasaan
tidak aman, risiko bunuh diri, gangguan jiwa, serta perilaku antisosial.
Penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan individu terasing
dari lingkungan sosialnya, menimbulkan masalah dalam keluarga,
mengganggu proses pendidikan, dan secara keseluruhan merusak masa
depan mereka.5?

14. Judul penelitian ini berjudul “Pendekatan case Work Terhadap Seorang
Pengguna di BNNK Tebing Tinggi Untuk Pemulihan dari
Ketergantungan Narkoba”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa
Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial dan kesehatan
serius di Indonesia, termasuk di Tebing Tinggi. BNNK Tebing Tinggi
telah meluncurkan beberapa program rehabilitasi, salah satunya adalah
pendekatan case work, yang berfokus pada penanganan individu dengan
memahami kondisi pribadi dan lingkungan sosial mereka secara
mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai program
telah diterapkan, tantangan besar masih ada, seperti stigma sosial,
kesulitan akses layanan rehabilitasi, dan kurangnya dukungan keluarga
serta masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan case work terbukti

efektif dalam membantu klien memahami masalah mereka, merancang

52 Aruf Bahirra Et Al., “Dampak Psikologi Akibat Penyalahgunaan Narkotika” 2, No. 1 (2024).
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intervensi yang sesuai, dan menyediakan dukungan berkelanjutan untuk
pemulihan. Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan potensi
besar dalam mendukung pemulihan pengguna narkoba. Namun, untuk
hasil yang optimal, diperlukan komitmen dan dukungan berkelanjutan
dari berbagai pihak. Dengan melibatkan keluarga, tenaga kesehatan,
dan komunitas, pendekatan ini diharapkan dapat menjadi model
rehabilitasi yang efektif di BNNK Tebing Tinggi dan dapat diterapkan
di wilayah lain di Indonesia.®

15. Jurnal dengan judul “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan
Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan islam”
Dalam penelitian ini menjelasbkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja
dan menganalisisnya dari perspektif Islam. Temuan menunjukkan
bahwa faktor internal dan eksternal berinteraksi dan saling memperkuat,
meningkatkan  risiko  penggunaan  narkoba. Dalam Islam,
penyalahgunaan narkoba dianggap haram menurut Al-Qur'an dan
Hadits. Hukuman yang diterapkan untuk remaja adalah rehabilitasi
sebagai hukuman ta'zir. Oleh karena itu, lembaga pemerintah dan
swasta sebaiknya memprioritaskan rehabilitasi sebelum sanksi, sesuai
dengan regulasi Indonesia, terutama untuk remaja sebagai generasi

penerus bangsa.>

% Dito Pranata, “Pendekatan Case Work Terhadap Seorang Pengguna Di Bnnk Tebing Tinggi
Untuk Pemulihan Dari Ketergantungan Narkoba,” Jurnal Komunikasi 1 (2024).

%4 Ref Jurnal. Hardy Purbanto Dkk, Systematika Literatuur Review: Penyalahgunaan Narkoba Di
Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam.
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16. Jurnal penelitian dengan judul “Residivis Kejahatan Penyalahgunaan
Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial” menjelaskan bahwa
Penelitian ini membahas berbagai strategi untuk mengatasi residivisme
dalam penyalahgunaan narkotika. Penyebab residivisme ini melibatkan
faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek individu
seperti keinginan yang tidak terkontrol, perilaku, kecenderungan untuk
mencari pujian, kemudahan mengalami frustrasi, serta karakter pribadi.
Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, kondisi ekonomi, teknologi
informasi dan komunikasi, serta dinamika keluarga. Untuk menangani
residivisme penyalahgunaan narkotika, strategi yang dapat diterapkan
meliputi upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Upaya pre-emtif fokus
pada penanaman nilai dan norma yang baik untuk menginternalisasi
perilaku positif serta merancang langkah-langkah pencegahan. Upaya
preventif adalah tindak lanjut dari pre-emtif yang melibatkan
pencegahan aktif sebelum kejahatan terjadi. Sementara itu, upaya
represif berfokus pada penegakan hukum oleh aparat yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

17. Judul penelitian ini “Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu
Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan” Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kebijakan yang menjadi dasar pemberian sanksi
bagi pecandu narkotika dalam hukum positif Indonesia tercantum

dalam dua peraturan perundang-undangan utama serta peraturan

% Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba
Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam,” Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan
llmu Pengetahuan 20, No. 1 (February 13, 2023): 1-13
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pendukung lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat kekurangan
baik dari segi substansi maupun pelaksanaan oleh aparat penegak
hukum dan lembaga terkait yang ditunjuk pemerintah. Kekurangan ini
mengakibatkan tujuan rehabilitasi tidak tercapai secara maksimal
sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Rehabilitasi bagi penyalahguna
narkotika di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang
Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
ke Lembaga Rehabilitasi (2014), serta Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 mengenai
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tujuan rehabilitasi sosial
adalah mengintegrasikan kembali penyalahguna narkotika ke dalam
masyarakat dengan memulihkan proses berpikir, berperilaku, dan
beremosi mereka sehingga dapat berinteraksi secara efektif di
lingkungan sosial. Setelah rehabilitasi kesehatan dan sosial, proses
berlanjut dengan rehabilitasi berkelanjutan, berupa tahapan bina lanjut
yang mencakup serangkaian kegiatan positif dan produktif untuk
penyalahguna narkotika pasca pemulihan.®

18. Jurnal penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah dalam Menangani
dan Merehabilitasi Pengedar Narkotika dan Korban di Indonesia” dari
hasil penelitian ini penulis menggaris bawahi bahwa pemerintah dan
DPR perlu menetapkan perbedaan yang jelas antara pengedar atau

bandar narkotika dan penyalahguna. Penegak hukum diharapkan lebih

% Mhd Rio Pambudi, Umi Rozah, And Sutanti, “Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu
Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan” 11, No. 2 (2022).
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memprioritaskan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika
dibandingkan dengan hukuman pidana. Mengingat lonjakan peredaran
dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, berbagai pihak mendesak
agar pemerintah dan DPR segera melakukan revisi terhadap Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena undang-undang
yang ada saat ini belum cukup efektif untuk mengatasi masalah ini.
Selain itu, perlu adanya klarifikasi lebih lanjut pada Pasal 112 UU
Narkotika, karena pasal ini tidak membedakan antara penyalahguna dan
pengedar atau bandar narkotika. Pasal ini sering diterapkan untuk
menjerat penyalahguna, padahal seharusnya hanya berlaku bagi
pengedar atau bandar. Pasal 112 mencakup frasa seperti "memiliki,
menyimpan, menguasai” narkotika, sehingga lebih tepat jika
penyalahguna dikenakan Pasal 127 UU Narkotika.>’

19. Jurnah penelitian ini berjudul “Dampak Penyalahgunaan Narkoba di
Kalangan Orang Dewasa” Penelitian ini  menunjukkan bahwa
penyalahgunaan narkoba pada orang dewasa memengaruhi berbagai
aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik dan mental, kecanduan, serta
menyebabkan gangguan sosial dan keuangan. Selain itu,
penyalahgunaan narkoba juga meningkatkan risiko terhadap
keselamatan hidup dan potensi terjadinya kejahatan. Dampak
penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi tiga kategori utama

berdasarkan jenis zatnya: pertama, obat depresan yang menekan sistem

5 Muhamad Chanif, “Strategi Pemerintah Dalam Menangani Dan Merehabilitasi Pengedar
Narkotika Dan Korban Dari Narkotika di Indonesia,” Jurnal Hukum Progresif 11, No. 1 (April 30,
2023): 45-57
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saraf pusat dan mengurangi aktivitas tubuh; kedua, stimulan yang
meningkatkan aktivitas fisik; dan ketiga, halusinogen yang mengubah
persepsi dan sensasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan
adalah pendekatan perpustakaan atau hukum normatif. Data
dikumpulkan melalui analisis dan kajian dokumen seperti putusan
pengadilan, konsep hukum, peraturan perundang-undangan, serta
pendapat dari para ahli dan ilmuwan. Metode ini berfokus pada studi
sumber data sekunder untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum
dan dampak dari penyalahgunaan narkoba.%®

20. Jurnal penelitian dengan judul “Penegakan Hukum dan Perlindungan
Hukum Terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalngan
Remaja: Studi Kasus di Indonesia” Penelitian ini mengungkapkan
bahwa penyalahgunaan narkoba berdampak serius pada kesehatan fisik
remaja, seperti penurunan fungsi organ, risiko penyakit menular, dan
masalah gizi. Secara mental, remaja sering mengalami depresi,
kecemasan, dan gangguan tidur, serta perilaku agresif dan risiko bunuh
diri yang tinggi. Sosialnya, mereka menghadapi kesulitan membangun
hubungan sehat, isolasi, dan keterlibatan dalam aktivitas kriminal.
Dukungan keluarga dan komunitas sangat penting dalam pencegahan
dan rehabilitasi. Program edukasi untuk remaja dan orang tua serta
rehabilitasi holistik yang mencakup dukungan psikologis, medis, dan

sosial terbukti efektif. Di lapangan, banyak anak yang berkonflik

% Muhammad Ilham Nasution Et Al., “Dampak Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Orang
Dewasa” 2, No. 1 (2024).
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dengan hukum tidak mendapatkan haknya karena kurangnya sosialisasi
kepada penegak hukum. Perlindungan dan pembinaan anak-anak
memerlukan perhatian dari orang dewasa dan masyarakat.
Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja sering dipicu oleh
lingkungan pergaulan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika bertujuan mengurangi penyalahgunaan dan peredaran
narkotika serta memberikan perlindungan hukum melalui rehabilitasi.
Namun, implementasinya belum optimal, dengan banyak pecandu yang
masih dipenjara. Dalam penelitian ini penulis memberikan sarannya
bahwa Pemerintah dan penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi
dan penerapan kebijakan rehabilitasi untuk perlindungan yang lebih
efektif.>®

21. Jurnal penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Peredaran
Narkotika yang Terjadi di Lembaga Permasyarakatan” Hasil penelitian
ini mengungkap bahwa penegakan hukum terhadap peredaran narkotika
di lembaga pemasyarakatan melibatkan berbagai pihak, seperti petugas
keamanan, petugas pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Proses
penegakan hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan,
deteksi, pengungkapan, dan penindakan terhadap kasus peredaran
narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya pemberantasan
narkotika dilakukan melalui dua pendekatan utama: kebijakan non-

penal dan kebijakan penal. Kebijakan non-penal meliputi langkah-

% Radisman Saragih, Paltiada Saragi, And Andree Washington Hasiholan, “Penegakan Hukum
Dan Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan
Remaja: Studi Kasus Di Indonesia” 34, No. 2 (N.D.).
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langkah preventif dan represif, seperti penyuluhan, safari narkotika,
penyebaran informasi, serta pendekatan kepada tokoh adat, agama, dan
masyarakat. Di sisi lain, kebijakan penal berfokus pada penerapan
tindakan hukum terhadap pelanggaran narkotika. Adapun kendala yang
ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya berbagai
hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana
narkotika. Hambatan ini meliputi faktor hukum, kualitas penegak
hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum, serta faktor masyarakat
dan kebudayaan.®

22. Jurnal penelitian dengan judul “Studi Komparatif Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika dan Hukum Islam” Penelitian ini membahas penerapan
sanksi pidana untuk kasus narkoba berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan prinsip-prinsip syariat Islam. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa hukuman ta'zir, yang diatur dalam hukum Islam,
bisa diterapkan untuk pelanggaran narkoba. Kebijakan hakim
mencakup berbagai jenis hukuman ta'zir, seperti pemukulan,
penahanan, hukuman finansial, dan lainnya, yang dirancang untuk
memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Sama seperti
larangan konsumsi alkohol dalam hadis dan Al-Qur'an, penggunaan

narkotika dan obat-obatan terlarang juga dianggap haram. Selain itu,

% Trian Hardiansyah And Wreda Danang Widoyoko, “Penegakan Hukum Peredaran Narkotika
Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan,” Jurnal Hukum Dan Keadilan, July 9, 2024, 112-26,
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beberapa akademisi berpendapat bahwa penegakan hukum mungkin
memerlukan sanksi tambahan dalam kasus ini.®

23. Jurnal penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Tindakan Tidak Melaporkan Transaksi Narkotika” Penelitian
ini menjelaskan bahwa menurut Hukum Pidana Islam, kegagalan untuk
melaporkan transaksi narkotika dianggap sebagai pelanggaran serius
terhadap tanggung jawab sosial dan moral. Islam menekankan
pentingnya pelaporan kejahatan sebagai upaya untuk menjaga
keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Mengabaikan kewajiban
melaporkan transaksi narkotika dianggap sebagai bentuk pengabaian
terhadap tanggung jawab menjaga ketertiban dan keadilan sosial
menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan
ini  bertentangan dengan prinsip Maslahah Mursalah, yang
mengutamakan kepentingan umum dan keselamatan masyarakat. Selain
itu, tindakan ini melanggar prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang
mengharuskan pencegahan kemungkaran. Penelitian ini  juga
menekankan bahwa ketidakpatuhan ini bertentangan dengan prinsip
etika dan moral Islam, yang menekankan tanggung jawab individu
dalam menjaga kebaikan bersama dan melindungi masyarakat dari

kerusakan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

61 Wahyu Akbar Prantoko dan Rachmat Thya, “Studi Komparatif Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Hukum Islam” 322024
(N.D)).
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pendekatan kualitatif, yang meliputi studi kepustakaan dan analisis
normatif.52

24. Judul penelitian yang berjudul “Kesaksian Justice Collaborator
Sebagai Keringanan Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan
Narkotika dan Kaitannya Maslahah Mursalah” fokus dalam penelitian
ini untuk menganalisis peran kesaksian Justice Collaborator dalam
memperoleh keringanan hukuman sebagai imbalan atas pengungkapan
kejahatan narkotika, serta keterkaitannya dengan prinsip maslahah
mursalah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesaksian Justice
Collaborator memiliki signifikansi yang besar dalam mengungkap
kejahatan terorganisir narkotika dengan menyediakan informasi yang
esensial bagi aparat penegak hukum dalam pengumpulan bukti dan
identifikasi pelaku utama yang lebih signifikan. Berdasarkan kesaksian
tersebut, pelaku dapat memperoleh keringanan hukuman sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Dari sudut pandang maslahah mursalah, kesaksian Justice
Collaborator memberikan kontribusi positif terhadap pengungkapan
kasus kejahatan terorganisir dan memperkuat sistem peradilan pidana

yang lebih adil dan efektif.5

62 Yasmin Hanifa Putri dan Zulkarnain Nasution, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindakan Tidak Melaporkan Transaksi Narkotika,” Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah,
Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam 16, No. 2 (August 14, 2024): 333-48,

83 Zaid Alfauza Marpaung, Fauziah Lubis, And Budi Sastra Panjaitan, “Kesaksian Justice
Collaborator Sebagai Keringanan Hukuman Dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika Dan
Kaitannya Maslahah Mursalah” 1, No. 2 (2024).
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25. Jurnal penelitian dengan judul “Hukum Pidana Islam Terhadap
Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis jarima ta’zir”. Dalam penelitian
ini menjelaskan bahwa Penelitian ini mengkaji terkait penerapan
jarimah ta'zir dalam kasus konsumsi atau penyalahgunaan narkoba,
yang merupakan kejahatan baru dan tidak diatur secara spesifik dalam
Al-Qur'an maupun Hadits. Studi ini bertujuan untuk memahami
bagaimana jarimah ta'zir diterapkan pada pengguna narkoba serta
alasan narkoba dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Temuan penelitian
mengungkapkan bahwa jarimah ta'zir mencakup hukuman yang tidak
diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan bertujuan untuk
mendidik serta mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dalam
konteks Islam, penggunaan narkoba sering disamakan dengan konsumsi
anggur atau khamr. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukuman bagi
pengguna narkoba seharusnya setara dengan hukuman untuk khamr,
sementara yang lain berpendapat sebaliknya karena narkoba tidak diatur
secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurut fatwa MUI No.
53 Tahun 2014, pengguna narkoba di Indonesia dikenakan hukuman

ta'zir yang ditetapkan oleh otoritas negara.®

Dari beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan adanya
beberapa persamaan dan juga perbedaan dalam penelitian ini. Salah satu

persamaan yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya

® Najmudin Et Al, “Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis
Jarimah Ta’zir).”
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yaitu terkait pembasahan besar yang berkaitan dengan Pengaturan
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Pengaturan yang
diberlakukan pada kasus tindak pidana narkotika anak di Indonesia.
Namun, ada beberapa aspek-aspek penting yang membedakan
penelitian ini dengan sebelumnya, seperti aspek dalam permasalahan
yang diangkat melalui penyajian dalam kerangka teori, serta analisis
permasalahan terkait dengan penelitian ini.

Perbedaan dalam aspek permasalahan akademik yang diangkat
dalam penelitian ini akan membedakan fokus permasalahannya dengan
penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini menekankan pada
permasalahan terkait Pengaturan yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak khususnya mengenai Diversi dalam kasus tindak pidana narkotika
anak yang dikaji melalui sudut pandang maslahah Syaikh Ramadhan Al-
Buthi. Sedangkan pada bagian kerangka teori yang dipaparkan dalam
penelitian ini, akan sejalan dengan permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini yang dapat memberikan jawaban mengenai Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus Narkotika dalam Perspektif
Maslahah Syaikh Ramadhhan Al-Buthi. Penelitian ini akan memiliki
perbedaan dengan penelitian-penelitan sebelumnya yang pembahasannya
difokuskan pada Penyajian Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang
Sistem Peradilan Anak. Namun, penelitian ini akan menyajikan temuan dan
corak pikir yang dapat direalisasikan dengan Perspektif Maslahah Syaikh

Ramadhan Al-Buthi.
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B. Kerangka Teori

1. Definisi Al-Maslahah

Maslahah (4sl=sll) merupakan salah satu konsep paling mendasar
dalam hukum Islam yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan
hukum, terutama dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit diatur
dalam nash (teks Al-Quran dan Hadis). Mashlahah itu sendiri memiliki asal
kata dari bsba - 83a - =lay — =la yang secara harfiah memiliki makna
baik ataupun positif. Dalam konteks syariah, maslahah diartikan sebagai
segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan bagi individu maupun
masyarakat, sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan ( 3xwis) %
Oleh karena itu, maslahah sering kali disebut sebagai elemen integral dalam
maqasid al-shari’ah ( =8 wualic), yang mencakup perlindungan terhadap
lima prinsip utama kehidupan manusia. Secara garis besar Istilah ini juga
seringkali digunakan untuk merujuk pada seseorang, benda, ataupun
keadaan yang dianggap memiliki kebaikan didalamnya serta menghindari
segala bentuk kemudharatan.®® Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) arti maslahah yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan,

faedah, guna.®’

Secara terminologis, maslahah tidak hanya merujuk pada manfaat

atau kebaikan secara umum, tetapi juga pada manfaat yang diakui oleh

8 Safriadi, Magashid Al-Syari’ah Mashlahah (Semarang: Sefa Bumi Persada, 2022). 170-180
8 Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah, 1st ed. (Banda Aceh: Turats, 2017). 141
87 Sofyan, “Mashalah Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf.” 4
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syariah Islam. Maslahah syar’iyyah (4= &l 4aladll) adalah kemaslahatan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik secara langsung maupun
tidak langsung.%® Para ulama ushul figh membedakan antara manfaat yang
sesuai dengan syariah dan manfaat yang hanya terlihat baik secara duniawi
tetapi bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini, maslahah tidak
boleh bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, karena syariah
sudah memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang dianggap

sebagai manfaat dan kerusakan.

Dalam pengertian lebih lanjut terkait maslahah, dalam hal ini secara
terminologi juga telah dijelaskan juga dari beberapa pandangan para ulama,
diantaranya:®® Pertama, Menurut perspektif Al-Ghazali dalam kitab al-
Mustashfa menjelaskan bahwa asal maslahah secara dasar diartikan sebagai
sesuatu yang membawa kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Tapi selain
itu mashalahah hakikatnya lebih kepada memelihara tujuan syara’ yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.”® Kedua,
Menurut pandangan Al-Khawarizmi, definisi mashlahah adalah memelihara
magasid al-Syariah dengan menjauhi segala yang dapat menimbulkan
kemafsadahan. Definisi ini lebih sempit dibandingkan dengan definisi Al-
Ghazali, karena menurut Al-Khawarizmi, maslahah hanya berfokus pada

upaya menghindari mafsadah. Sementara itu, pencapaian manfaat juga

8 Ahmad Junaidi, Maqgashid Al-Shari’ah Dalam Kajian Hukum Islam (Depok: Penerbit Pena
salsabila, 2021). 30

8 Moh Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan
Al-Qaradhawi” 08, no. 1 (2020). 86

0 Darmawati, Ushul Figh, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 70
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memiliki keutamaan sendiri. sebagian pakar menjelaskan bahwa meskipun
Al-Khawarizmi tidak secara eksplisit membahas aspek kedua tersebut, hal
itu sebenarnya sudah termasuk dalam definisinya, karena kedua aspek
tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.’

Sedangkan dalam pandangan Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi al-
maslahah merupakan konsep kemaslahatan umum yang berfungsi sebagai
landasan dalam hukum Islam, meskipun tidak secara eksplisit didasarkan
pada dalil khusus dari Al-Quran atau Hadis. Menurutnya, maslahah
mursalah harus mencerminkan tujuan-tujuan utama syariah (magasid al-
shariah), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-
aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Lima tujuan ini
merupakan aspek fundamental yang diyakini al-Buthi sebagai tujuan syariah
dalam memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia, dan
karenanya, maslahah dapat dijadikan landasan hukum dalam konteks yang
relevan selama tetap memenuhi prinsip-prinsip tersebut.”? Syaikh Ramadhan al-

Buthi juga berpendapat bahwa pada dasarnya semua aktivitas manusia
bertujuan untuk mencapai maslahah, baik untuk dirinya sendiri maupun
orang lain. Dengan kata lain, Syaikh Ramadhan Al-Buthi memandang
bahwa maslahah sebagai tujuan utama dari naluri manusia.” Selain itu,

menurut Al-Buthi seperti yang dikutip oleh Dahlan, maslahah adalah segala

I Muhammad Huzaifi, “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali” 2, no. 1
(2023). 35-51

2. Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. “Dhawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah”
(Kaidah-Kaidah Maslahah dalam Syariah Islam). Dar al-Fikr, 2000.

8 Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-
Qaradhawi” 6
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sesuatu yang memberikan manfaat sesuai dengan yang diinginkan oleh
syariat untuk kepentingan hamba, dalam upaya menjaga lima komponen
utama magasid al-syariah, dengan memperhatikan urutan tertentu.”

Dalam beberapa uraian mengenai pengertian maslahah diatas,
maslahah dalam hal ini dapat dipahami sebagai salah satu konsep yang
paling mendasar yang ada pada Hukum Islam sebagai dasar yang digunakan
untuk mengambil atau memutuskan suatu hukum, khususnya pada
permaslahan yang tidak secara eksplisit diterangkan dalam nash-nash
syari’at (al-qur’an dan juga Hadis).” Keberadaan maslahah dalam struktur
hukum islam tidak dapat dipungkiri, karena maslahah dan syariah telah
menyatu secara harmonis.”® Dengan demikian, kehadiran maslahah juga
berarti adanya tuntutan dari syari’ah.

Dalam kajian ushul figih, para ulama figih sepakat dalam membagi
maslahah menjadi 3 (tiga) dari berbagai macam sudut pandangan, yaitu
mashlahah al-mu tabarah, mashlahah al-mulghah dan mashlahah
Mursalah.

a. Mashalah al-Mu’tabarah adalah mashlahah yang jenisnya didukung
oleh syara, dan keberadaannya didasarkan melalui teks-teks syari’ah,
baik dalam al-Qur’an ataupun Sunnah. Artinya, teks-teks yang

terkandung didalamnya nmenunjukkan bahwa dalam sesuatu itu

4 Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi.” 203-207

> Devid Frastiawan Amir Sup, “Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga
Hifz Al-Mal,” 2023.

® Badrud Tamam, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, “Penerapan Ilmu Ushul Figh Dalam
Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal di Indonesia,” Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 7,
no. 01 (June 2, 2022): 1-11
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dianggap mashlahah.”” Maslahah Mu’tabarah merupakan bentuk
merujuk dalam berbagai bentuk kemaslahatan yang telah disebutkan
secara jelas dalam nash syariah, seperti penjagaan terhadap agama,
jiwa, keturunan dan juga harta. Dalam hal ini, para ulama telah sepakat
bahwa segala hal yang menyangkut tentang kemaslahatan dalam
malahah mu’tabarah ini memiliki prioritas yang paling utama untuk
dilaksanakan.’®

Contohnya: kemaslahatan yang dibangun untuk penjagaan jiwa
terhadap kehidupan manusia, yaitu terkait tentang pelaksanaan huku
gisas. Adanya hukuman qisas ini tidak hanya sebatas memberikan
keadilan terhadap korban, tetapi juga sebagai upaya pencegahan
terjadinya tindak kriminal yang dapat mengancam keselamatan jiwa
manusia.”® Hukum gisas ini telah tertuang dalam Al-Qur’an yang secara
jelas tujuannya untuk memerintahkan ummat manusia untuk dapat
menjunjung nilai-nilai keadilan yang dapat menciptakan rasa aman
untuk kemaslahatan ummat.®% Pengaturan tentang hukum gisas inin
secara tegas telah dicantumkan dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat

178, yang berbunyi:

7 Junaidi, Magashid Al-Shari’ah Dalam Kajian Hukum Islam. 90

™ Agung Tlham Affaruddin and Nurul Asiya Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam
Perspektif Maslahah Mursalah,” Al-Hukama’9, no. 1 (June 3, 2019). 13

 Junaidi, Magashid Al-Shari’ah Dalam Kajian Hukum Islam. 73

% 1bid., 74
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Ay Al BT T g ot K6 o B D

Artinya: “Wahai oarang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu
(melaksanakan) gisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang
merdera dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya,
perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf
dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan
membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian
itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang siapa
melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat
pedih”.8!

b. Mashlahah al-Mulghah, merupakan mashlahah status hukumnya tidak
diterima karena dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan teks-
teks syariah, baik dalam al-Quran maupun Hadis. Artinya, meskipun

manusia menganggapnya sebagai mashlahah, namun bertentangan

81 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya.
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dengan tek-teks syariah yang membatalkan atau menolak kemaslahatan
tersebut.®?

Hal ini dapat dicontohkan seperti kasus yang menetapan
pembagian warisan yang jumlah besarannya sama antara saudara laki-
laki dan perempuan, alasan yang dibangun ini karena melihat bahwa ibu
dan bapaknya dari yang sama dan memiliki hak yang setara.®® Padahal
dalam ketentuan ini jelas bertentangan dengan ayat al-Qur’an Surat An-
Nisa. Dimana telah dijelaskan bahwa pembagian warisan mengikuti
ketentuan yang lebih jelas dan spesifik dalam nash, maka hal ini sudah
pasti akan menghasilkan kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syari’ah.8* Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur’an

Surah An-Nisa ayat 176:

- - ~ ~ e 0.8 o /L’ o ) g P AR N
ol dg W5 8 o B 15T o ST 2 (S BT 68 S04
Ll ool B o W5 & S5 L o) Wi Ay I U e 4l

=

oVl Bos e SUB sless Y s3] 15E 05 85 & ol
e s 3 S BT et of (SOBT S

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu)

82 Duski lbrahim, Al-Qawa’id Al-Magashidiyah (Kaidah-Kaidah Magashid), 1st ed. (Yogyakarta:
Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019).

8 1bid., 129

8 Affaruddin and Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015
Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Maslahah Mursalah.” 13
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jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai
saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu)
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan). Jika dia tidak
mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika
mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan,
maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak
sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu”.®

Contoh lainnya juga dapat dilihat dari Islam yang memberikan
larangan bagi seseorang meminum khamr, meskipun tujuannya untuk
meredakan beban atau stress.® Larangan ini secara tegas telah
dilandaskan berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Qur’an bahwa
dengan jelas memberikan larangan terhadap seorang muslim untuk

tidak meminum khamr. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah

Swt dalam al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 90
Log . % . - e A o4 4, .
Ke 2x ey BV SUaVTs Ty 2T G ek ol Gl

p |
< 2 2P ot (&g
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8 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya.
8 Ashar Ashar, “Konsep Khamar dan Narkotika dalam al-Qur’an dan UU,” FENOMENA 7, no. 2
(December 1, 2015)
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.®’

c. Maslahah Mursalah, Mashlahah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu
Mashlahah dan Mursalah. Mashlahah memiliki arti sesuatu yang
mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan, sedangkan Mursalah berarti
terpisah atau tidak terikat. Hal ini menunjukkan bahwa, maslahah
mursalah ini merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil yang
secara jelas mendukung atau menolaknya. Artinya dalam hal ini,
maslahah mursalah termasuk dalam katagori kemaslahatan yang
terpisah dan secara eksplisit tidak diatur dalam nash, dan tetap
dibiarkan tanpa penolakan didlamnya.?8 Namun meskipun begitu,
kekuatan hukumnya tetap dipertimbangkan karena dianggap sebagai
sesuatu yang dapat membawa kebaikan dan mendukung tujuan utama
syariat (magashid syariah).

Para ahli figih juga mendifinisikan Mashlahah Mursalah sebagai
mashlahah yang dipandang baik oleh akal, namun tidak ada ketentuan
dari nash yang secara tegas mengisyaratkan untuk mengadopsinya atau
menolaknya.?® Dengan kata lain mashalah ini dipertimbangkan untuk

mendukung kebaikan dan keadilan selama tidak bertentangan dengan

87 Dahlan, Qur'an karim dan Terjemahan Artinya.

8 Affaruddin and Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015
Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Maslahah Mursalah.” 14

8 Sofyan, “Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf” 7
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syari’at.®® Dalam hal ini, pandangan para ulama sepakat menyebutkan
bahwa Maslahah mursalah secara substansi dapat dipahami dalam
beberapa point penting, yaitu: Pertama, maslahah mursalah dapat
dijadikan sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit dijelaskan
langsung dalam nash, baik secara khusus maupun umum, serta tidak
secara tegas disebutkan dalam syariat ataupun dalil yang secara
langsung memerintahkan untuk dapat melaksanakannya atau
meninggalkannya.®* Namun, kemaslahatan tersebut tetap sejalan dengan
tujuan-tujuan yang ada dalam syariat (magashid as-syar'iah). Kedua,
maslahah mursalah merujuk pada hal-hal yang dianggap dapat
memberikan manfaat ataupun kebaikan bagi kehidupan manusia
berdasarkan akal sehat, dengan tujuannya untuk mempermudah
manusia dalam menjalankan kehidupan, meningkatkan kualitas hidup
dan menghindarkan manusia dari berbagai kesulitan.®? Maka dari itu,
maslahah mursalah menjadi peran penting dalam memperbaiki kondisi
kehidupan secara menyeluruh. Ketiga, maslahah mursalah tidak dapat
bertentangan dengan nash syari’at, keberadaan maslahah mursalah
harus sejalan dengan tujuan pokok dalam syariat Islam (Magashid

Syari’ah), hal ini bertujuan untuk dapat melindungi keutamaan syariat

% Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah. 60-61

1 Lim Fahimah and Wahyu Jafar, Figh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif
Maslahah Mursalah, 1st ed. (Bengkulu: Vanda, 2017). 28

92 Darmawati, Ushul Figh. 71
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yaitu dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta yang
menjadi dasar penerapan Hukum Islam.%

Dalam istilah teknis Ushul Figh, maslahah mursalah seringkali
dikaitkan dengan konsep istishlah, yang berarti mencari kemaslahatan
atau kebaikan. Metode ini digunakan oleh para fugaha (ahli figh) ketika
menghadapi situasi di mana tidak ada dalil khusus yang dapat dijadikan
rujukan, tetapi ada kebutuhan untuk membuat keputusan yang
bermanfaat bagi umat. Dalam konteks ini, maslahah mursalah
digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum yang
bertujuan untuk melindungi atau memajukan kemaslahatan umat.®*
Namun, penerapan maslahah mursalah harus memenuhi beberapa syarat
agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti
tidak boleh bertentangan dengan nash yang sudah jelas ada, harus
memenuhi tujuan syariat (magasid syariah), dan didasarkan pada
pertimbangan yang matang serta objektif demi kepentingan umum.
Secara keseluruhan, “maslahah mursalah” atau “istishlah” merupakan
instrumen penting dalam hukum Islam yang memungkinkan
fleksibilitas dan relevansi hukum syariat dengan situasi dan kondisi

yang terus berkembang dalam Masyarakat.%

% Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan
Pembaharuan Hukum Islam, 1st ed. (banda Aceh: Turats, 2017). 143

% M. Rofiqi Hidayatullah, S.H, “Epistemologi Konsep Maslahah Al-tifi Sebagai Dasar
Rekontruksi Hukum Islam,” Al-Insaf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah 1, no. 1
(December 15, 2021): 21-45

% Ibrahim, Al-Qawa 'id AlI-Magashidiyah (Kaidah-Kaidah Magashid).
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Penerapan metode mashlahah mursalah ternyata telah diterapkan
baik pada persoalan baru maupun lama oleh sebagian mujtahid dan
Lembaga. Misalnya di Indonesia, yang dapat kita temukan di dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Hakim bahkan dalam fatwa
Majelis Ulama Indonesia. Dalam KHI pasal 5 ayat 1 menyebutkan
bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat muslim,
maka setiap perkawinan harus dicatat.®® Kata “harus” jika dimaknai
secara hukum taklifi memiliki arti sebuah kewajiban yang harus ditaati.
Sehingga pernyataan tersebut menegaskan bahwa seseorang yang telah
melaksanakan perkawinan maka wajib dilakukannya pencatatan oleh
pegawai pencatat Nikah. Hal ini juga telah diatur di dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 1946. Sedangkan di dalam al-Qur’an, Hadis, dan
Kitab-kitab fikih klasik tidak ada aturan jelas yang mengatur tentang
pencatatan perkawinan.®” Artinya ketentuan ini merupakan ketentuan
tambahan atau baru yang bertujuan untuk kemanfaatan banyak orang
dan menghindarkan mafsadat. Ketentuan ini juga sesuai dengan salah

satu tujuan utama syariat yaitu memelihara keturunan (hifzu an-Nasl).%®

Sedangkan jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya
para ahli ushul figh membagi mashlahah kedalam tiga macam,

pembagian ini bertujuan untuk dapat memperdalam pemahaman

% Sofyan, “Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf” 8

% Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan
Hukum Islam. 165-166

% Huzaifi, “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.”
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mengenai penerapan mashlahah dalam kehidupan manusia, baik berlaku

untuk individu ataupun masyarakat secara umum yaitu:*

a. Maslahah al-Durariyyah, maslahah al-dharuriyyah ini merupakan jalur
yang harus digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yaitu
kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat
manusia di dunia dan di akhirat. Maslahah dharuriyyah merujuk pada
kebutuhan dasar yang harus terpenuhi untuk dapat menjaga
kesejahteraan umat manusia. Kebutuhan dharuriyyah mencakup lima
hal penting, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3)
memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara
harta.!® Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al masalih
alkhamsah. Fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari bahwa
setiap menusia akan membutuhkan agama sebagai petunjuk dalam
kehidupannya.’®® Maka dari itu, setiap manusia diperintahkan untuk
menjaga hal yang paling utama yaitu melindungi agama, dimana islam
telah mewajibkan kebutuhan tersebut, dan Allah telah mensyari'atkan
agama wajib untuk dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan
dengan ‘agidah, ibadah, maupun muamalah serta melarang segala
sesuatu yang dapat merusaknya.'%> Menjaga jiwa, merupakan hak hidup

juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Salah satu yang

% Fahimah and Jafar, Figh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Maslahah
Mursalah. 45

100 Junaidi, Maqgashid Al-Shari’ah Dalam Kajian Hukum Islam. 69

101 Affaruddin and Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015
Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Maslahah Mursalah.” 10

102 Junaidi, Maqashid Al-Shari’ah Dalam Kajian Hukum Islam. 70
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dapat menjaga jiwa yaitu sebagaimana islam telah mengharuskan
ummatnnya untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta
memerintahkan untuk memakan makanan yang haram karena dapat
mendatangkan bahaya bagi jiwa manusia. Dalam kaitan ini juga, islam
telah mewajibkan perlindungan terhadap kehidupan manusia dengan
melarang pembunuhan.'®® Perihal menjaga akal, Islam telah melarang
segala hal yang dapat merusak akal, hilang kesadaran, seperti
mengkonsumsi  minuman atau segala sesuatu yang dapat
memabukkan.’* Dalam menjaga dan memelihara keturunan juga
merupakan penjagaan dalam kelangsungan manusia di muka bumi ini,
maka berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia.
Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah
mensyari‘atkan untuk menikah dengan segala hak dan kewajiban serta
melarang zina.!%® Terakhir, dalam menjaga dan melindungi harta, Islam
telah mensyari’atkan hukum muammalah yang benar dan baik.
Meskipun harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam
kehidupan manusia, maka untuk mendapatkannya Allah mensyari“atkan
berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah

mensyariatkan hukuman bagi para pencuri dan perampok.1%

108 Masruchi, “Hukum Islam: Mashlahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan
Ahli Ushul Figh.” 13

104 Sofyan, “Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf” 9

105 Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-
Qaradhawi” 111

106 Junaidi, Maqashid Al-Shari’ah Dalam Kajian Hukum Islam. 71
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b. Mashlahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok atau pelengkap dalam
mashlahah dharuriyat yang berbentuk keringanan. Hal tersebut demi
mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, dan
keberadaan mashlahah ini dibutuhkan untuk dapat menghindari
kesulitan dan beban dalam kehidupan manusia tanpa merusak tatanan
kehidupan manusia.'®” Seperti dalam bidang ibadah diberi keringanan
meringkas (qasr) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang
musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan
memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli
pesanan (bay’ al-salam), kerjasama dalam pertanian (muzara’ah) dan
perkebunan (musaqgah).!® Semuanya ini disyariatkan untuk dapat
mendukung kebutuhan mendasar al masalih al-khamsah sebagaimana
yang ada dalam mashlahah dharuriah.%®

c. Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya merujuk
pada tujuan dalam memelihara kebaikan dan kesempurnaan sebagai
suatu pelengkap, yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.
Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang baik dan bergizi,
berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah yang sunnah

sebagai amalan tambahan, atau disyariatkannya transaksi jual beli, serta

197 Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Magashidiyah (Kaidah-Kaidah Magashid). 143

108 Qiti Haniatunnisa, “Mashlahah Al-Mursalah dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al-
Ghazali” An Nawawi 1, no. 1 (April 16, 2021): 13-20,

109 Affaruddin and Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015
Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Maslahah Mursalah.” 11
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memberikan adanya kemudahan (Rukhsah).!!? Ketiga kemaslahatan ini
perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga
seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu

kemaslahatan.!!!

2. Pengertian Anak

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang harus selalu
diperhatikan dalam segala aspek, karena anak memiliki peran penting dalam
keberlanjutan kehidupan masyarakat dan bangsa.'*? Maka dari itu, Anak
seringkali menjadi salah satu pembahasan yang selalu harus selalu
diperhatikan, salah satunya yaitu pembahasan tentang anak telah tertera baik
dalam peraturan undang-undang negara ataupun dalam hukum islam. Baik
dalam memperhatikan bidang pendidikan serta memberikan jaminan
perlindungan terhadap anak.!!® Sebagaimana yang telah tercantum dalam
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak,
bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak serta hak-haknya untuk dapat terus hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

110 Affaruddin and Nadhifah, "Implimentasi Peratutan Bupati Gunungkidul No. 36 Tahun 2015
tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”. 11
11 1bid., 12

112 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
113 Engine Kubota.,DIl, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidanan

Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu
Hukum Ums 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental (2022): 86-87
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martabat kemanusiaan, serta memberikan perlindungan terhadap anak dari

permasalahan kekerasan dan diskriminasi.*

Sementara itu, batas usia anak merupakan salah satu rujukan dalam
berbagai kebijakan, termasuk pada kebijakan hukum, sosial, ataupun
pendidikan yang memiliki kaitannya dengan anak. maka dari itu, batas usia
anak bukan hanya sekedar dipahami sebatas angka, tetapi merujuk pada
aspek yang lebih penting dalam menetapkan suatu peraturan, perlakuan, hak
dan tanggung jawab dari masyarakat dan juga negara.'® Maka dari itu,
pembahasan mengenai batas usia anak harus dapat dipahami dengan baik
melalui berbagai macam pandangan yang ada. Indonesia masih memiliki
Ketidakseragaman tentang ketentuan batas minimal usia dewasa
menyebabkan ketidakpastian hukum dan kurangnya jaminan bagi warga
negara.!'® Sebagai negara hukum yang menjamin kepastian dan
perlindungan hukum bagi setiap warganya sebagaimana yang telah diatur di
dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, seharusnya Negara Indonesia
mampu menyatukan ketentuan batas minimal usia dewasa sehingga tidak

menimbulkan kebingungan di Masyarakat.!*’

Istilah anak seringkali dipahami berdasarkan perkembangan fisik,

mental dan juga emosionalnya. Disamping itu juga dijelaskan dalam Kamus

114 pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

115 Cakra Alin Pratama and Junifer Dame Panjaitan, “Analisis Yuridis Undang-Undang No.11
Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana,” COMSERVA :
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 07 (November 28, 2023),

116 Rika Apriani Minggulina Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan
Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” 1, no. 3 (2020).
117 Malik Ahmad Lubis And Nelvitia Purba, “Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum
Pidana Menurut Kuhpidana Dan Hukum Positif Lainnya Di Indonesia” 7, No. 1 (2024).
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Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa anak merupakan seseorang yang
belum dianggap dewasa karena masih berada dalam masa perkembangan
fisik, mental dan juga emosional.}*® Dalam perspektif psikologi menjelaskan
bahwa penentuan kriteria seorang anak tidak hanya didasarkan pada usianya
saja, mealinkan harus memperhatikan proses pertumbuhan dan juga
perkembangangn mental yang dialaminya, dalam konteks ini, masa
perkembangan manusia melewati tiga tahapan yang dialami, yaitu masa

kanak-kanak, remaja hingga masa dewasa muda.'® Berikut perinciannya:

1. Masa anak-anak, dimana dalam masak anak-anak ini terbagi menjadi
tiga tahapan yang paling utama. Tahap pertama, merupakan masa bayi
yang terhitung dari sejak anak dilahirkan hingga mencapai usia 2 tahun.
Tahap kedua, dikenal sebagai tahapan masak kanak-kanan awal yang
berjalan dari usia 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Tahap ketiga, dalam
tahapan ini bisa disebut dengan masa terakhir anak-anak yang
mencakup rentan usia 5 hingga sampai 12 tahun.?°

2. Masa remaja, dapat dimasukkan ke dalam kaagori ini jika rentan
usianya antara 13 hingga sampai 20 tahun, yang pada fase ini, setiap
indivisu mengalami perubahan dari berbagai macam aspek kehidupan,
baik perubahan fisik, emosi, perkembangan pemikiran hingga sampai

pembentukan kepribadian.'?*

118 Azhariah Fatia, “Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hadis,” N.D.

119 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Magasid Asy-
Syari’ah), 2nd ed. (Palembang: NoerFikri, 2015). 56
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121 |bid., 57



61

3. Masa dewasa muda, pada masa ini masuk pada rentan usia ke 21 hingga
sampai 25 tahun, dimana masa ini seseorang masih dpat digolongkan
pada generasi. Meskipun fase ini sudah memasuki kedewasaan, namun
tetap dianggap masih pada tahap proses dalam pematangan dalam

membangun kestabilan.

Dalam tinjauan sisi psikologi tersebut telah menunjukkan bahwa
proses yang perkembangan dan pertumbuhan yang dialami seorang anak
dapat dilihat dari beberapa masa, dan pembentukan terhadap batasan usia
tidak hanya dilihat dari berdasarkan angka saja, tetapi juga dapat ditinjau
dari perkembangan dan pembentukan mental.*?? Dalam hal ini secara garis
besar dapat dilihat bahwa seseorang dapat dianggap sebagai anak -anak jika
masih berada pada rentang usia dari mulai pertama kali dilahirkan hingga

memasuki awal remaja dengan rentan usia 16 sampai dengan 17 tahun.*?®

Selain dari sisi pandang psikologi, dalam lingkungan masyarakat
juga terdapat perbedaan pendapat tentang pemahaman penggolongan anak-
anak dan dewasa. Pemahaman akan perbedaan ini tidak hanya merujuk pada
ketentuan angka dan usia, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor-
faktor sosial yang terlihat dalam kehidupan dan interaksi di masyarakat.?*
Dalam hal ini, sebagian besar pendapat masyarakat menganggap bahwa

seseorang telah mencapai dewasa jika terlihat dalam beberapa ciri-ciri fisik

122 Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum
Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.”

123 |bid, 57
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Hukum Positif Di Inonesia” 1, No. 1 (2022). 3
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dan kedewasan.'?® Dalam konteks kedewasaaan ini dapat dikaitkan dengan
cara membangun interaksi dan peran yang dimiliki seseorang dalam
lingkungan masyarakat tersebut. Dalam corak pandang masyarakat adat ini
menunjukkan bahwa kedewasaan yang dimaksud in yaitu merujuk bilamana
seseorang telah mampu hidup secara mandiri, melakukan peran sosial di
dalam masyarakat, serta dapat mengelola harta benda secara mandiri.1?
Maka dalam hal ini, secara garis besar seseorang dapat dianggap sebagai
orang yang dewasa jika telah memenuhi tanggung jawab terhadap dirinya

sendiri dan sosial.

Selain dari pada pandangan diatas, ada beberapa peraturan dalam
Undang Undang di Indonesia juga yang telah menyertakan dan menjelaskan
tentang katagori anak yang berkaitan dengan berbagai macam kebijakan
didalamnya, baik mengenai hak kewajiban ataupun dalam isu-isu lainnya.?’
Pengertian anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) No.
4 tahun 1979 pasal 330 menyebutkan bahwa anak atau seseorang yang
belum bisa dikatakan dewasa jika umurnya belum genap umur 21 tahun, dan

belum menikah.'?® Namun jika seseorang belum mencapai 20 tahun tetapi

125 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Magasid Asy-
Syari’ah). 57
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(September 1, 2024): 14
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(September 1, 2024): 12
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sudah menikah, maka statusnya tidak dapat kembali menjadi seseorang yang

belum dewasa.

Disamping itu, dalam Peraturan pemerintah No. 2 tahun 1998
tentang kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang
yang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah.
Dijelaskan juga dalam Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Peradilan Anak yang ada pada pasa 1 ayat 1 menyatakan bahwa
anak merupakan orang yang ada dalam perkara anak nakal yang usianya
telah mencapai 8 (delapan tahun) tetapi belum mencapai pada usia 18
(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.*?® Merujuk pada
penjelasan undang-undang tersebut, jika seorang anak yang berperkara telah
melebihi batas maksimum usia maka pelaku tersebut sudah tidak bisa

dikatakan lagi sebagai anak-anak.**°

Selanjutnya, Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Sub 5 menyatakan bahwa anak
merupakan setiap manusia yang masih berada di bawah usia 18 tahun yang
belum menikah, hal ini juga termasuk pada anak yang masih berada di
dalam kandungan.'® Begitu juga anak dalam undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam pasal 1 Ayat (1) menjelaskan

bahwa anak yang dimaksudkan merupakan seseorang yang usianya belum

129 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Magasid Asy-
Syari’ah). 63
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mencapai 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam

kandungan.*?

Penjelasan mengenai Anak juga dimaksudkan pada Kitab undang-
Undang Hukum Pidana dijelaskan dalam beberapa hal. Yaitu Pertama: pada
pasal 45, 46 dan 47 menjelaskan bahwa pada penuntutan pidana terhadap
seseorang yang belum dewasa sebelum umur 16 tahun, maka ketentuan
yang diberlakukan oleh hakim dapat memerintahkan pihak yang bersalah
tersebut untuk dikembalikan kepada orangtua atau walinya tanpa dijatuhkan
bentuk pidana apapun.'®® dalam hal ini dapat diartikan sebagai anak sipil,
yang jika dikembalikan pada orang tua atau walinya perlu dididik melalui
lembaga permasyarakatan (LAPaS) paling lama sampai mencapai usia 18
tahun.®** Kedua: sedangkan dalam pasal 47, seseorang masih dimasukkan
dalam katagori sebagai anak negara yaitu anak yang beratda dalam putusan
pengadilan dan hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan
kepada pemerintah, dan dimasukkan kedalam rumah Pendidikan negara
supaya menerima Pendidikan dari pemerintah atau kepada sesuatu badan
hukum yang ditempatkan di Yayasan atau Lembaga Permasyarakatan

(LAPAS) paling lama sampai yang bersalah itu mencapai umur hingga

122 Ahmad Yusron Abdillah, Abdul Madjid, and Patricia Audrey Ruslijanto, “Urgensi Pembentukan
Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya
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delapan belas tahun.'® Ketiga, kemudian pada pasal 47 dalam hal ini anak
dapat diklasifikasikan dengan sebutan anak pidana, yaitu jika hakim
menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak
pidananya dikurangi sepertiga, (2) jika perbuatan itu merupakan kejahatan
yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka
dijatunkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.'® Ketiga, pada
pasal 47 dalam hal ini dapat diklasifikasikan pengertian tentang anak pidana
yaitu anak yang didasarkan pada putusan pengadilan untuk menjalani pidana
di (LAPAS) anak dengan rentan waktu yang paling lama hingga menginjak
umur 18 tahun, dan jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum
pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga, jika perbuatan
itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima

belas tahun.®’

Selain dari pada beberapa peraturan Undang-Undang yang
menjelaskan tentang anak, dalam islam juga memiliki pandangan terkait
hal-hal tersebut. Dalam islam batas kedewasaan seseorang dapat ditandai
oleh perubahan biologis.!® Contohnya seorang laki-laki dapat dikatakan

dewasa apabila telah mengalami mimpi basah, sedangkan Perempuan dapat

135 Agustiawan, Pujiyono, and Rozah, “Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif
Neurolaw.” 8

136 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Magasid Asy-
Syari’ah). 60

187 Agustiawan, Pujiyono, and Rozah, “Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif
Neurolaw.” 5

138 Nurhasmi, Muh Jamal Jamil, and Rahma Amir, “Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah
UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak Studi Kasus KUa Kecamatan
Belawa Kabupaten Wajo” 5, no. 1 (2023).
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ditandai dengan datangnya haid atau terjadinya menstruasi‘®. Tanda-tanda
perubahan tersebut dapat terjadi pada laki-laki di usia 15 sampai 20 tahun
dan Perempuan di usia 9 sampai 19 tahun, atau yang lebih dikenal dengan
istilah baligh, hal tersebut menandakan bahwa seseorang harus memiliki
kesiapan untuk menanggung kewajiban agama (taklif) dan hukum syariat.'4°
Penjelasan tersebut dapat diperkuat dengan Firman Allah Swt dalam surah

an-Nur ayat 59:
L S e, e 0 8., Z F 2 e g o < Z
SIS 1l 2 pdll OSELT ST Tpidandls BT 1SC abYT Al 1503
o . wmo|~ ‘/AB—/, Q}/ T fw,
m/g-’ m%—"ﬂ‘) fé“ rﬁﬁ‘ oy
Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka

meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.'*!

Turunya ayat ini menjadi pengingat bagi seseorang apabila ia hendak
memasuki kamar kedua orang tuanya pada tiga waktu tertentu yaitu sebelum
shalat subuh, Ketika waktu dzuhur, dan setelah shalat isya’. Hal tersebut
dikarenakan di waktu-waktu tersebut merupakan waktu seseorang istirahat

dan saat di mana aurat sedang tidak terjaga.

139 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Magasid Asy-
Syari’ah). 59

140 Ruzaipah.,Dkk, Penetapan Usia Kedewasaaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia...Hal. 3

141 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya.
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Al-Auza’l juga meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, ia
mengatakan; “apabila seorang anak masih balita, ia harus meminta izin
kepada kedua orang tuanya (bila ingin masuk menemui keduanya dalam
kamar) pada tiga waktu tersebut, dan apabila ia telah mencapai usia baligh,
ia harus meminta izin di setiap waktu.” Sa’id bin Zubair juga mengatakan

terkait firman Allah;
el e T 03T LS

“Seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin, yaitu seperti
halnya orang-orang dewasa dari Putera seseorang atau dari kalangan karib
kerabatnya wajib meminta izin.”}*? Terdapat perbedaan pendapat di
kalangan Ulama terkait penentuan batas usia yaitu; Menurut Mazhab
Hanafi, bahwa seorang laki-laki belum dikatakan baligh apabila belum
mencapai usia 18 (delapan belas tahun). Telah diriwayatkan juga oleh Ibnu
Abbas bahwa kedewasaan seorang laki-laki jika telah mencapai usia 18
tahun dan Perempuan 17 tahun, karena perkembangan anak perempuan
lebih cepat dari anak laki-laki. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’l dan
Hanbali bahwa kedewasaan seorang laki-laki dan Perempuan jika telah
mencapai usia 15 tahun, namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila

seorang laki-laki telah mengalami ihtilam (mimpi basah) dan Perempuan

142 Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ishag Al-Sheikh, Lubaabut Tafsir Min lbni Katsiir
(Kairo: Mu-Assasah Daar Al-Hilaal, 2004).
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telah memasuki masa haid atau menstruasi.*?

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, batas usia dewasa atau
baligh menjadi syarat utama dalam kajian hukum pidana islam. Hal tersebut
didasarkan pada dua hal yaitu iradah (kehendak) dan ikhtiar (pilihan). Oleh
karena itu, kedudukan seorang anak dalam hukum berbeda-beda tergantung
pada pengalaman hidup yang telah mereka jalani. Penegakan
pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam terdiri dari tiga aspek

utama,

a. Adanya perbuatan yang dilarang, yaitu tindakan yang secara jelas
melanggar aturan syariat

b. Dilakukan atas dasar kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak
lain

c. Pelaku memahami dampak atau konsekuensi setiap yang telah

dilakukan.*#*

3. Pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan

Tindak pidana atau dikenal juga dengan perbuatan pidana berasal
dari istilah bahasa belanda “Strafbaar Feit” yang jika diuraikan dalam
bahasa indonesia berarti suatu tindakan dan perbuatan yang perlu dijatuhkan

sebuah hukuman, yang berkaitan dengan perbuatan, peristiwa atau

143 Abdul Munib, Age Limits For Children And Their Criminal Accountability According To
Positive Criminal Law And Islamic Criminal Law, Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan 4,
No. 1 (2020): 10-11

144 Deva Fatmawati, Pertanggungjawaban Pidanan Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif
Hukum Pidana Islam, Jurnal Al-Jina’i Al-Islami 1, No. 1 (2023): 53
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pelanggaran hukum, sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan kata
“Crime” atau kejahatan.!*® Sedangkan secara garis besar tindak pidana
dapat diartikan sebagai sebuah tindakan manusia yang telah melakukan
pelanggaran hukum sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang,
sehingga dapat dijatuhkan sebuah hukuman atau pertanggung jawaban jika
dibuktikan telah bersalah, dan kesalahan tersebut dinilai berdasarkan suatu
aturan atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pada saat perbuatan

tersebut dilakukan.46

Tindak pidana dapat diartikan dan dicerminkan dari sudut pandang
yang berbeda-beda. Adapun beberapa sumber lainnya yang telah
menjelaskan makna tindak pidana yaitu seperti: pendapat mahrus ali,
“tindakan pidana” dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilarang oleh
peraturan hukum yang disertai ancaman sanksi pidana bagi setaip
pelanggarnya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan
peraturan hukum yang sah dan harus dipertanggungjawabkan oleh para
pelanggarnya.’*’ Moeljatno juga mendefinisikan tindak pidana sebagai
perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi
barangsiapaun yang melanggar larangan tersebut.'*® Dalam hal ini juga

simons berpendapat bahwa “statbaarfeit” dapat dimaknai sebagai suatu

145 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Magasid Asy-
Syari’ah).

146 Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan” 3, no. 2 (2019). 2

147 Sumardi Efendi, “Sanksi Kejahatan Penipu dengan Identitas Palsu dalam KUHP Indonesia dan
Figh Jinayah” 1, no. 2 (2021). 7

148 Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan.” 2
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tindakan yang memberikan ancaman hukuman pidana yang bersifat
melanggar hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang perlu

mempertanggungjawabkan perbuatannya.4®

Disamping itu juga telah ditetapkan secara tegas dalam Undang-
Undang mengenai tindak pidana dalam undang-Undang Pasal 11 ayat (1)
menyatakan bahwa tindak pidana merupakan sebuah tindakan, perbuatan
melanggar hukum atau kelalaian dalam mengabaikan suatu perbuatan yang
dengan jelas diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai
perbuatan yang dilarang sehingga jika dilanggar, perlu dikenakan sanksi
pidana.’®® Dalam penjelasan arti tindak pidana dalam KUHP seringkali
disandarkan pada istilah delik atau bahasa latinnya delictum yang jika
diuraikan dalam penjelasan kamus bahasa indonesia yaitu sebagai perbuatan
yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap
Undang-Undang pidana. Tindak pidana dan delik memiliki persamaan yang
dapat merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat

dikenakan sebauh sanksi®®!

Dari uraian tersebut, dapat disimpukan secara sederhana bahwa
tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, dan tindakan

tersebut telah tertera dalam Undang-Undang yang jika dilakukan atau

149 Hadri Abunawar, Intan Pelangi, And Prima Angkupi, “Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan
Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama” 2, No. 2 (2022). 3

1%0 Zulfi Diane Zaini And M Rifky Hendrian Rifky, “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk),” Jurnal Ilmiah
Living Law 15, No. 1 (January 31, 2023): 8695,

151 Abunawar, Pelangi, And Angkupi, “Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak
Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” 3
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dilanggar akan dijatunkan hukuman sanksi sesuai dengan pelanggaran atau

kesalahan yang dilakukan pelaku.

Dalam konteks tindak pidana, setiap pebuatan yang melanggar
aturan ~ hukum  tentu  memiliki konseksuensi  yang  harus
dipertanggungjawabkan oleh setiap pelanggarnya. Pemidanaan dapat
diartikan dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya secara sederhana
pemidanaan dapat dipahami sebagai proses penjatuhan hukuman terhadap
seseorang yang telah jelas dan terbukti dalam melakukan tindak pidana.
Pemidanaan juga dapat dipahami sebagai proses penetapan pemberikan
sanksi dalam hukum pidana. Maka dalam hal ini secara garis besar
pemidaan dapat dipahami sebagai bentuk hukuaman yang diberlakukan
kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dengan menyoroti
tindakan kejahatan yang dilakukan.’® Teori pemidanaan ini berfokus
terhadap sanksi yang diberikan dalam hukum pidana terhadap seseorang
yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pemidanaan juga
merupakan tujuan dari penegakan sebuah keadilan yang memberikan
hukuman sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sesuai

dengan yang diberlakukan dalam peraturan Undang-Undang.

Pemidaan merupakan aspek terpenting yang ada dalam sistem
peradilan pidana dalam menegakkan keadilan, memberikan penjagaan,

memberikan efek jera serta dapat melindungi dan menjami keselamatan

152 Failin Alin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan hukum Islam di Indonesia”
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no. 1 (September 28, 2017): 14,
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masyarakat. membangun tujuan dari pemidanaan juga merupakan hal yang
harus dapat dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian untuk dapat
menyelaraskan untuk tidak hanya berfokuskan pada pembalasan atas
kejahatan, tetapi juga harus mencapai tujuan yang lebih luas dalam
penegakan hukum yang berkeadilan dalam proses pemidanaan.'>® Terdapat
beberapa teori dalam tujuan pemidanaan secara umum, teori pemidanaan ini
telah banyak dikembangkan oleh para ilmuan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam pemidanaan dengan tetap

berlandaskan pada nilai-nilai sosial dan budaya, diantanya:

a. Teori Absolut
Teori Absolut atau bisa dikenal juga dengan teori pembalasan, teori
absolut ini merupakan salah satu teori yang kemunculannya paling awal
dan berkembang bersamaan dengan pemikiran tentang pidana yang
sampai saat ini masih terus digunakan. Teori absolut ini menitik
fokuskan dalam memperhatikan masa lampau dan masa depan. Isi dari
teori ini menunjukkan bahwa pidana dapat dijatuhkan sebagai
konsekuensi atau kejahatan dari tindak pidana yang telah dilakukan.
Pelaku yang terlibat melakukan kejahatan khususnya dalam tindak
pidana akan mendapatkan kepastian untuk menerima sanksi sebagai
bentuk balasan atas perbuatann yang dilakukan.®® Teori ini juga

menjadi dasar pidana dari kejahatan itu sendiri dengan tujuan utamanya

1%8 Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” Halu Oleo Law
Review 6, no. 2 (September 28, 2022): 176-88
154 Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan.” 9
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yaitu pembalasan. Teori absolut atau teori pemlasan ini telah terbagi
menjadi dua macam, yaitu:

1) Teori Absolut Objektif, teori absolut ini bersifat objektif yang

berfokuskan pada pemenuhan rasa kepuasan terhadap dan
pembalsan dari kalngan masyarakat. dalam hal ini, tindakan
kejahatan perlu dibalaskan dengan tindak pidana yang setara
dengan suatu hukuman atau kerugian yang seimbang dengan
penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan yang telah

dilakukan.1%®

2) Teori Absolut Subjektif, teori absolut ini bersifat objektif dengan

menitikberatkan pada pelaku tindak kejahatan.'®® melalui teori ini,
hukuman yang diberlakukan harus disesuaikan dengan tingkat
kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Jika
didapatkan sebuah kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan
berasal dari kesalahan yang ringan, maka pelaku harus dapat

diberikan hukuman yang lebih ringan.*’

b. Teori Deterrence

Teori Deterrence atau bisa dikenal dengan teori pencegahan.

Teori ini menunjukkan bahwa pemidanaan bukan sebagai bentuk
pembalasan atau kesalahan pelaku, melainkan untuk dapat mencapai

tujuan yang lebih besar, yaitu untuk dapat melindungi masyarakat dan

155 Megawati Iskandar Putri And Zahratul’ain Taufik, “Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak”

2, No. 1 (2024).

1% Rivanie et al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan.”

%7 1bid., 3
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meningkatkan kesejahteraan bersama.’®® Penjatuhan sebuah sanksi
harus dapat difokuskan pada tujuannya, yaitu untuk dapat mencegah
seseorang dalam melakukan kejahatan dan bukan hanya sekedar untuk
memenuhi rasa keadilan secara absolut. Teori ini menilai pemidanaan
berdasarkan manfaat dan juga kegunaannya dengan berfokus pada hasil
yang dicapai melalui hukuman yang ditetapkan.’>® Disamping itu,
pemidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana,
selain itu juga teori ini memiliki fungsi untuk dapat mencegah orang
lain melakukan kejahatan yang serupa. Maka dengan itu, teori ini

bersifat sebagai pencegahan.®

c. Teori Rehabilitation

Dalam Teori rehabilitasi ini lebih mengedepankan pemulihan
terhadap pelaku kejahatan melalui pemberian program dan pembinaan
yang efektif, hal ini bertujuan untuk mengubah pelaku menjadi bagian
masyarakat yang lebih baik. Hal ini tujuan utamanya yaitu untuk dapat
mengurangi dan menekan tingkat kejahatan hingga dapat membuat
pelaku bisa kembali menjadi masyarakat yang dapat memberikan
manfaat.’® Kemunculan dari teori ini didasarkan pada suatu reaksi
terhadap praktik pemidanaan yang seringkali dikenal dengan kejam

dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan di berbagai negara.

1%8 Pytri and Taufik, “Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak”

159 Nafi’ Mubarok, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Figh Jinayah” 18, no.
2 (2015).

160 Mubarok. 8

161 Setiaki Hardiman, “Rehabilitas Anak Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam” Ta 'zir:
Jurnal Hukum Pidana 4, no. 2 (May 24, 2021): 59-74,
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Hart mengungkapkan bahwa rehabilitas ini merupakan sebuah langkah
yang dapat memberikan penyembuhan yang relevan jika hukum pidana
gagal memberikan fungsi utamanya dalam melindungi masyarakat dari
ancaman kejahatan.!®2 Dalam teori rehabilitas ini memiliki versi
keadilan yang terbatas dengan menggabungkan dua unsur penting yaitu:
keadilan yang melindungi hak-hak individu dalam tatanan yang ada,
dan keadilan yang dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan apa
yang pantas diterima oleh pelaku kejahatan. Arti keadilan disini
memiliki tujuan untuk dapat terjaga dan terpeliharanya tatanan sosial
kapitalis dengan memberikan hukuman yang proporsional, agar sejalan
dengan prinsip kapitalis yang menunjukkan adanya pembagian hak dan
hubungan sosial yang bersaing.16
d. Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori ini menunjukkan bahwa pemidanaan dapat terjadi dari
adanya kejahatan itu sendiri yang dapat membawa pada pembalasan
dan hukuman. Teori ini menggabungkan unsur-unsur dari teori absolut
dan teori relatif yang mengintegrasikan pembalasan dengan
pemeliharaan ketertiban hukum di masyarakat. hal ini saling berkaitan
sehingga tidak dapat dipisahkan.!®* Sehingga, dalam hal ini teori
gabungan ini menjadi tiga macam katagori, yaitu: teori gabungan yang

menekankan pembalasan, menekankan pada pemeliharaan ketertiban

162 Sufriadi Ishak, “Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum
Pidana Umum)” 1, no. 1 (2023).

163 |bid., 9

164 Alin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesial”
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masyarakat, dan teori gabungan yang menyeimbangkan antara
pembalsan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.®

Teori Restorasi

Teori ini berfokuskan pada kerugian yang dialami korban
kejahatan dan mengharuskan pelaku kejahatan untuk dapat mengganti
kerugian yang dialami oleh korban kejahatan, baik dalam bentuk uang
maupun dalam bentuk pelayanan masyarakat sebagai kompensasi bagi
korban masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memulihkan keadaan
seperti semula.'®® Teori ini ada karena seringkali ditemukan bahwa
kebutuhan korban sering terabaikan dalam sistem peradilan pidana,
serta memiliki tujuan untuk dapat mendorong pelaku untuk dapat
bertanggung jawab dan kembali berperan sebagai masyarakat yang
lebih baik dan bermanfaat.’®” Tujuan utama dari teori ini yaitu untuk
dapat memulihkan hubungan dan menciptakan kedamaian serta
keamanan bagi korban dan pelaku setelah menyelesaikan konflik. Teori
ini mencoba berupaya dalam menyelaraskan antara korban, pelaku, dan
juga masyarakat serta hubungan yang berdampak pada jangka

panjang.®®

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

185 fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak

Pidana Trafficking” 2, no. 2 (2023). 8

166 Haposan Sahala Raja Sinaga, “Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di

Indonesia” 2, no. 7 (2021).
187 Mubarok, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Figh Jinayah.” 10

188 Sultoni, “Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada

Ranah Hukum Pidana.”



77

Sistem peradilan pidana secara garis besar dapat dipahami sebagai
langkah ataupun upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah berbagai
macam tiindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan berbasis sistem
yang terorganisir dan terstruktur. Pendekatan ini menciptakan beberapa
subsistem yang menjadi satu kesatuan dan memiliki keterkaitan yang dapat
saling mempengaruhi.*®® Subsitem tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, dan permasyarakatan yang dimana, masing-masing dalam pihak
ini memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Keempat dari subsistem ini
memiliki peran penting dan perlu menjadi satu kesatuan untuk mencapai
tujuan utama dalam mencapai kebaikan bersama yaitu dalam menegakkan
huku, melindungi, dan mencegah terjadinya kejahatan dalam kehidupan
masyarakat.!"®

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
sistem peradilan anak adalah suatu mekanisme hukum yang secara khusus
dirancang untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dalam
kegiatan kriminal atau pelanggaran hukum. Sistem ini memiliki struktur dan
prosedur yang berbeda dari sistem peradilan untuk orang dewasa, dengan
tujuan utama untuk memperlakukan anak-anak sesuai dengan kebutuhan

erkembangan mereka.l’* Hal ini penting karena anak-anak memerlukan
p g p g

169 Joko Sriwidodo, Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, Cetakan pertama
(Yogyakarta: Kepel Press, 2020).

170 Maya Shafira et al., Sistem Peradilan Pidana, 1st ed. (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022).
171 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana . Indonesia, Cetakan Pertama
(‘Yogyakarta: Kepel Press, 2020). 5
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pendekatan yang berbeda dalam proses hukum untuk memastikan perlakuan
yang adil dan sesuai dengan usia mereka.’

Seluruh proses dalam sistem peradilan anak mencakup berbagai
tahap, mulai dari penyelidikan awal, proses pengadilan, hingga bimbingan
pasca-hukuman. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa anak-
anak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan situasi mereka dan
berfokus pada rehabilitasi serta pemulihan.'’® Proses ini bertujuan untuk
mengurangi dampak negatif dan meminimalkan risiko trauma yang
mungkin ditimbulkan oleh keterlibatan mereka dalam sistem hukum."

Sistem peradilan anak juga menangani anak-anak dalam tiga
kategori utama: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Penanganan yang berbeda diperlukan untuk masing-masing kategori,
mengingat peran dan pengalaman mereka dalam proses hukum.”® Untuk
anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, sistem ini bertujuan
untuk memberikan bimbingan dan dukungan untuk membantu mereka
kembali ke jalur yang benar.17

Sementara itu, anak-anak yang menjadi korban atau saksi

memerlukan perlindungan dan dukungan khusus untuk mengurangi dampak

172 Mubarok, Sistem Peradilan Pidana Anak. 13-14

173 |bid., 14

174 Kayus Kayowuan Lewoleba, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka
Mewujudkan Keadilan Restoratif,” Hal. 8

175 Qupriyanto, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan”
XXXIV, no. 1 (n.d.).

176 Faisal Faisal And Derita Prapti Rahayu, “Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem
Peradilan Pidana Anak,” Masalah-Masalah Hukum 50, No. 3 (July 31, 2021), Hal. 3
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psikologis dari pengalaman mereka karena kompleksitas dan sensitivitas
kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, sistem peradilan anak melibatkan
berbagai pihak, termasuk pengacara, hakim, petugas sosial, dan lembaga
rehabilitasi.!’” Kehati-hatian ekstra diperlukan dalam setiap langkah untuk
memastikan bahwa anak-anak tidak mengalami trauma lebih lanjut. Fokus
utama sistem ini adalah pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan hanya pada
pemberian hukuman. Dengan pendekatan ini, sistem bertujuan untuk
membantu anak-anak beradaptasi kembali ke masyarakat dan menghindari
risiko pengulangan pelanggaran di masa depan.t™

Tujuan dari pada sistem peradilan anak telah diatur berdasarkan pada
pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sitem
Peradilan Anak, yang mana dengan jelas menunjukkan bahwa dalam
Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mengatur semua aspek
penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari tahapan
penyelidikan, penuntutan hingga pembimbingan setelah menjalani
hukuman.’® Semua proses ini diatur dengan sistem yang diatur secara
menyeluruh dan terkoordinasir dengan mengikuti setiap pedoman dan
ketentuan yang telah ditetapkan guna untuk memastikan penanganan kasus

anak dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang

17 Siti Zubaidah, Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu, 1st
ed. (Medan: IAIN PRESS, 2011).

178 Ni Kadek Elsa Pusparini, Ni Putu Rai Yuliartini, And Dewa Gede Sudika Mangku,
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten
Klungkung,” Jurnal Komunitas Yustisia 5, No. 2 (October 24, 2022), Hal. 7

179 pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI et al.,
“Implimentasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”
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berkeadilan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.®

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012
menjelaskan terkait pelaksanaan pada sistem Peradilan Pidana Anak yang
perlu mengikuti beberapa prinsip-prinsip tertentu. Dalam pasal ini secara
jelas menggaris bawahi tentang asas-asas yang perlu ditaati untuk dapat
memastikan bahwa seluruh proses peradilan anak berjalan dengan adil dan
sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Isi dari asas-asas yang perlu dipenuhi
yaitu:

a. Perlindungan, perlindungan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan
upaya yang maksimal dalam melindungi anak dari berbagai macam
bahaya yang dapat mengancam akan kesejahteraan kehidupan anak baik
secara fisik dan juga psokologis.’®* Adanya asas perlindungan ini
bertujuan untuk dapat mendukung rehabilitas dan reintegrasi sosial
anak, sehingga anak dapat bergabung dalam lingkungan masyarakat
dengan keterampilan dan dalam keadaan yang sehat. Maka dari itu, asas
perlindungan yang ada dalam sistem peradilan anak memiliki peran

penting untuk dapat menjamin hak-hak terhadap anak dan juga

180 Abdul Rizky Sabihi dan Julisa Aprilia Kaluku, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak
Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian” 1, No. 3 (2023). Hal. 421

181 Moch Ichwan Kurniawan, “Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik
Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)” 1
(2021).



81

memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan efektif dalam
mendukung perkembangan anak.®

b. Keadilan, asas keadilan yang ada dalam sistem peradilan anak dengan
tegas menjelaskan bahwa asas keadilan ini harus dapat memperhatikan
kepentingan terbaik anak baik dalam memperhatikan kondisi,
kebutuhan anak, dan juga perlindungan terhadap hak-hak anak selama
menjalankan seluruh proses hukum.!8® Adanya asas keadilan ini
bertujuan untuk dapat memastikan bahwa hasil dari peradilan tidak
hanya adil bagi anak tetapi juga mendukung proses pemulihan
rehabilitasnya.’® Dengan begitu, sistem peradilan anak harus dapat
mencapai asas keadilan yang sesungguhnya dan memperhatikan
perkembangan anak.

c. Non-diskriminasi, asas non-diskriminasi yang ada dalam sistem
peradilan pidana anak merupakan prinsip dasar untuk menjamin
perlakuan yang adil dan setara bagi setiap anak yang terlibat dalam
proses hukum. Asas ini dengan jelas menegaskan bahwa anak-anak
tidak boleh mengalami perlakuan yang tidak adil atau berbeda yang
disebabkan oleh faktor ras, jenis kelamin, agama, latar belakang sosil,

status ekonomi dan lain sebagainya. setiap anak harus mendapatkan hak

182 Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak,” Refleksi Hukum: Jurnal llmu Hukum 9, No. 1 (April 8, 2015). Hal. 5

18 Ali M. Hatta, Peradilan Sederhana Cepat Dan Ringan Menuju Keadilan Restoratif (Bandung:
Alumni, 2022).

184 Hardiman, “Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.”

185 Universitas Gorontalo, Gorontalo Et Al., “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal llmiah Hukum Dan
Hak Asasi Manusia 3, No. 1 (July 5, 2023). 4
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dan perlakuan yang sama dalam menjalankan seluruh proses

peradilannya.'8®

d. Kepentingan Terbaik Bagi Anak, dalam asas ini terdapat prinsip yang
sangat penting dalam menempatkan kesejahteraan dan kebutuhan anak
yang sebagai fokus utama pada saat menjalankan setiap aspek proses
hukum. Asas ini dengan jelas menegaskan bahwa setiap keputusan dan
tindakan yang diputuskan dalam penanganan kasus anak, harus dapat
dipertimbangkan secara menyeluruh dengan memikirkan dampak
terhadap perkembangan, kesehatan dan hak-haknya anak.8’

e. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Asas ini menunukkan bahwa
penting untuk anak diberikan hak untuk dapat berpartisipasi dalam
menyampaikan pandangannya terhadap pengambilan keputusan
terutama terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi
kehidupannya karena hal ini akan berdampak untuk kesejahteraannya
dengan memastikan bahwa suaranya dapat didengar, dihargai, dan juga
dipertimbangkan.*s®

f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, Asas kelangsungan
hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak dasar yang harus
dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang
tua. Hak ini mencakup mengenai perlindungan terhadap kebutuhan

dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung.

186 Fernando et al., “Polemik dan Diskriminasi.”

187 Elviannisa & Faisal Lugman Hakim, “Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas
Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta),”
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian limu Hukum 5, no. 1 (June 30, 2016),

188 Mubarok, Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal. 22
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Semua pihak harus memastikan anak tidak hanya bertahan hidup, tetapi
juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.®°

g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak, Asas pembinaan dalam sistem
peradilan pidana anak ini berfokus pada peningkatan kualitas diri anak
di berbagai aspek, baik selama maupun setelah proses peradilan. Prinsip
ini bertujuan untuk memperbaiki ketakwaan anak kepada Tuhan Yang
Maha Esa, meningkatkan kecerdasan, serta memperbaiki sikap dan
perilaku mereka.'®® Selain itu, asas ini juga melibatkan pelatihan
keterampilan, pendidikan profesional, dan perawatan kesehatan jasmani
serta rohani.’®* Dengan demikian, pembinaan tidak hanya bertujuan
untuk rehabilitasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup anak secara menyeluruh.

h. Proporsional, Asas proporsional dalam sistem peradilan pidana anak
dengan tegas dijelaskan bahwa semua tindakan yang diputuskan harus
dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, usia, dan kondisi individu
anak. Prinsip ini menjamin bahwa keputusan hukum dan proses
rehabilitasi  dilakukan secara adil dan disesuaikan dengan
perkembangan serta keadaan khusus anak tersebut.

i. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Akhir, Asas
perampasan kemerdekaan dalam peradilan pidana anak menekankan

bahwa pembatasan kebebasan anak harus dianggap sebagai opsi

189 Faisal Faisal And Derita Prapti Rahayu, “Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem
Peradilan Pidana Anak,” Masalah-Masalah Hukum 50, No. 3 (July 31, 2021): 333

10 [lham and Syatar, “Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Upaya Pembinaan
Narapidana; Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Hukum Nasional.”

11 Ibid., Hal. 3
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terakhir. Prinsip ini menegaskan bahwa penahanan hanya boleh
diterapkan dalam keadaan darurat dan jika tidak ada solusi lain yang
lebih baik.'®> Tujuannya adalah untuk menyelesaikan kasus sambil
mempertahankan kebebasan anak sebanyak mungkin, dengan
mempertimbangkan solusi yang lebih rehabilitatif dan mendukung
perkembangan mereka.'*® Penahanan hanya dilakukan jika benar-benar
diperlukan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada
kesejahteraan dan pertumbuhan anak.

J. Penghindaran Pembalasan, Asas penghindaran pembalasan dalam
peradilan pidana anak adalah prinsip yang menekankan bahwa sistem
peradilan anak seharusnya tidak berorientasi pada pembalasan atau
hukuman semata. Sebaliknya, asas ini menekankan penggunaan
pendekatan rehabilitatif dan pemulihan yang bertujuan untuk
memperbaiki perilaku anak dan mendukung perkembangannya.**

5. Pengertian Narkotika
Untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait Undang-Undang
narkotika, perlu dipahami betul bahwa narkotika memilik istilah dan arti
yang cukup berfariatif. Narkoba merupakan singkatan dari “Narkotika,

Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya” yang mana di dalamnya

mengandung berbagai zat-zat yang memiliki potensi untuk menyebabkan

192 Rivanie et al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan.”

198 Rida Ista Sitepu, “Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak
Yang Terlibat Perdagangan Narkotika,” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2,
No. 3 (August 2, 2022): 39-58

19 Touisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,”
Binamulia Hukum 8, No. 1 (July 30, 2019), 9
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ketergantungan atau adiksi.'®® Secara etimologis, narkoba atau narkotika
berdasar dari kata inggris “Drug” atau narkotis” yang mengarah pada zat
yang digunakan untuk meredaka rasa nyeri. Uraian dari arti tersebut
mencerminkan bahwa fungsi utama dari narkotika yaitu untuk dapat
mempengaruhi sistem saraf pusat dengan cara menenangkan atau
mengurangi rasa sakit.'*® Sedangkan dalam bahasa yunani, narkotika dapat
diartikan pada kondisi dimana seseorang menjadi lumpuh, mati rasa atau
seperti dalam kondisi terbius sehingga tidak dapat merasakan apapun
(narkoum), selain itu juga istilah lainnya mengacu pada zat atau obat-obatan
yang memiliki efek membius (narkois).*” Disamping itu, jika merujuk pada
Pasal 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa:
“Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari
tanaman, non-tanaman atau berbahan sisntesis, yanag mana pada saat
dikonsumsi dapat menyebabkan berbagai macam efek, seperti perubahan
dalam kesadaran, penghilang rasa sakit dan nyeri bahkan jika dika
dikonsumsi secara rutin dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba
diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda berdasarkan

peraturan yang terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009”.2%

1% Dwi Rosa Yunisa Dwi, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat,”
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra 3, No. 1 (January 31, 2023): 1-6

1% Hesri Mintawati And Dana Budiman, “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya,”
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra 1, No. 2 (September 30, 2021): 27-33

197 Trisno Raharjo, Narkoba Ancaman Masa Depan, 1st Ed. (Yogyakarta: Lpm Umy Press, 2005).
Hal. 4

198 Gilza Azzahra Lukman Et Al., “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di
Kalangan Remaja,” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm) 2, No. 3
(January 31, 2022): 405
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Dari berbagai macam arti narkotika diatas, narkotika sebenarnya
memiliki kegunaan yang penting dalam bidang medis, yaitu salah satunya
untuk dapat mengatasi rasa nyeri atau menghasilan efek pusing dan pingsan
yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran atau hilangan kesadaran.'*®
Namun dengan demikian, penggunaannya perlu digunakan dengan cara
yang sangat hati-hati dan cermat, setiap administrasi penggunaannya perlu
dilakukan di bawah pengawasan medis yang ketat untuk memastikan dan
mencegah potensi dalam penyalahgunaan yang berdampak  buruk.?®
Narkotika memiliki zat yang berpotensi menyebabkan adiksi, hingga dapat
mempengaruhi kesehatan mental dan juga fisik. Maka dari itu, narkotika
tidak dapat disalahgunakan karena akan menimbulkan banyak permasalahan
dan dampak negatif lainnya yang serius.

Terdapat banyak sekali jenis narkotika yang seringkali beredar dan
dipergunakan di pasaran, namun sayangnya masih banyak masyarakat yang
tidak mengetahuinya. Setiap jenis narkoba memiliki karakteristik, dampak
serta tantangan dan penanganan yang berbeda-beda. Oleh karena itu,
penting bagi masyarakat untuk diberikan pengetahuan dan pemahaman yang
luas tentang berbagai macam jenis narkoba guna untuk menghindari dan

menghadapi berbagai macam kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di

19 Mintawati And Budiman, “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya.” 29
20 Lykman Et Al., “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan
Remaja.” 404
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masyarakat.?? Adapun sedikitnya jenis-jenis narkoba yang dikenali
masyarakat sebagai berikut:
a. Ganja
Di Indonesia, ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang
sering kali disalahgunakan, ganja juga dikenal dengan sebutan kanabis
atau marijuana. Tanaman ini berasal dari spesies Cannabis sativa, dan
berbagai bagiannya seperti daun, batang, dan biji dapat digunakan
untuk tujuan narkotika.?’? Penggunaan ganja yang tidak tepat dapat
mengakibatkan ketergantungan mental yang serius. Pengguna ganja
sering mengalami gangguan dalam konsentrasi, daya ingat, dan
kemampuan berpikir, yang mengakibatkan mereka tampak lamban dan
kurang mampu dalam fokus serta pemecahan masalah. Akibatnya,
dampak negatif ganja tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental,
tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan fungsi sosial
individu.?®
b. Kokain
Kokain atau juga dikenal dengan sebutan coke, merupakan jenis
narkoba yang adiktif dan dapat memberikan pengaruh pada sistem saraf
pusat. Obat ini dibuat dari ekstak daun tanaman koka dan biasanya

ditemukan dalam bentuk bubuk atau kristal putih halus. Kokain ini

201 Dienda Syahmada And Zaenal Arifin, “Analisa Yuridis Tindak Pidana Narkotika Menurut
Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat
(1) Kuhp: Studi Kasus Perkara No. : 353/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt. Tim” 24, No. 1 (2024). Hal. 279

202 Faturachman, “Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia.”

203 [rwansyah Muhammad Jamal, “The Early Preventive Effort Of Narcotic Abuse At Senior High
School (Sma) In Aceh Besar And Sabang (A Study According To Islamic Law),” Samarah: Jurnal
Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 4, No. 1 (June 30, 2020): 282,
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biasa digunakan dengan berbagai cara seperti disuntik, dihisap ataupun
dihirup. Kokain ini juga banyak ditemukan tumbuh di Ceylon, India
dan juga Amerika Selatan.?*
c. Morfin
Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba lainnya. morfin
diambil dari kata morpheus (dewa mimpi) dalam mitologi yang
merupakan alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan dalam
opium. morfin merupakan salah satu jenis narkoba dengan cara kerja
yang langsung menyerang pada sistem saraf pusat yang secara efektif
untuk menghilangkan rasa sakit.?®® Penggunaan morfin ini Biasanya
diberikan melalui suntikan ke otot atau ke pembuluh darah. Penggunaan
morfin dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat meningkatkan
risiko overdosis, di mana dosis yang berlebihan akan mengganggu
fungsi vital tubuh dan dapat berakibat fatal hingga dapat mengancam
keselamatan nyawa.?%
d. Sabu-Sabu
Sabu-sabu merupakan jenis narkoba stimulan yang dapat
menyerang sistem saraf pusat yang sangat adiktif. Sabu-sabu memiliki
bentuk seperti bumbu masak dengan kristal-kristal kecil berwarna putih

yang tidak berbau dan mudah larut dalam air atau alkohol.?’ Ketika

204Mintawati And Budiman, “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya.” Hal. 65

25 Dimas Adhie Pradana et al., “Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada
Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tanggerang Selatan,” 2019.

206 Elisabet Et Al., “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja.”

27 Dwi Rosa Yunisa Dwi, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat,”
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra 3, no. 1 (January 31, 2023): 1-6,
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dikonsumsi, sabu-sabu dapat menghasilkan efek yang sangat mencolok,
seperti peningkatan energi, keaktifan yang tinggi, dan rasa percaya diri
yang meningkat. Seperti halnya seperti efek narkoba lainnya, pengguna
sabu-sabu dalam mengalami resiko dalam infeksi HIV/AID, hal ini
disebabkan oleh kecendrungan pemakaian sabu-sabu yang akan
membuat penggunanaya terlibat dalam penyimpangan prilaku seperti
melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Selain itu, efek
psikologis dari sabu-sabu dapat sangat merugikan, pengguna seringkali
mengalami gejala seperti paranoia, kecemasan yang berlebihan,
kebingungan, kesulitan tidur, serta perilaku agresif atau kasar.?®®
Dampak-dampak ini tidak hanya mengganggu kesehatan mental dan
emosional, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial serta
meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku berbahaya yang dapat
memperburuk kesehatan fisik dan mental mereka.?®
Penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak yang signifikan
hingga sampai merugikan Negara. Penyebaran narkoba yang meluas di
kalangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kesehatan yang
memprihatinka dan dapat berpotensi menurunnnya kualitas hidup secara
menyeluruh. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu

tetapi juga pada ketahanan nasional yang dapat menyebabkan kelemahan

208 |bid., 6
29 Dimas Adhie Pradana Et Al., “Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada
Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tanggerang Selatan,” 2019. Hal. 5
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dalam stabilitas negara dari dalam.?® Dampak negatif dari penyalahgunaan
narkoba meluas hingga mempengaruhi kekuatan dan integritas negara,
dengan implikasi yang jauh melampaui aspek kesehatan. Tingginya tingkat
penyalahgunaan narkoba dapat merusak struktur sosial dan ekonomi, serta
menambah beban pada sistem pemerintahan dan keamanan nasional.
Konsekuensi ini  memperburuk tantangan dalam mempertahankan
kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas negara, karena masalah ini
mencakup dimensi yang kompleks dari kesehatan masyarakat hingga
keamanan nasional. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah
kompleks yang memiliki dampak luas dan mendalam di berbagai aspek
kehidupan. Untuk memahami konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika,
penting untuk melihat bagaimana masalah ini mempengaruhi individu serta
masyarakat secara keseluruhan. Berikut sedikitnya penjelasan dari dampak-
dampak penyalahgunaan narkotika diantaranya:
a. Dehidrasi
Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan dehidrasi. Pada
saat tubuh mengalami dehidrasi, hal ini menunjukkan pada kondisi
yang serius karena tubuh telah kehilangan banyak cairan yang dapat
mengganggu keseimbangan dan memicu masalah kesehatan serta
mempengaruhi fungsi tubuh secara menyeluruh yang sangat berbahaya

yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika.?!!

210 Yysup Yusup And Resti Okta Sari, “Dampak Penyalahggunaan Narkotika Dan Obat Obatan
Terlarang Di Masyarakat,” Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan
Sosial Humaniora 2, No. 1 (December 23, 2023). Hal. 43

211 Yusup Yusup and Resti Okta Sari.
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b. Halusinasi

Penyalahgunaan narkotika juga sering kali mengakibatkan
dampak serius lainnya seperti halusinasi. Ketika narkotika digunakan
dalam dosis yang berlebihan, tubuh dapat mengalami berbagai masalah
kesehatan yang dapat memicu mual, muntah, rasa takut yang berlebihan
serta gangguan kecemasan.?!? Disamping itu juga, penggunaan
narkotika yang digunakan secara terus menerus akan memberikan efek
dalam jangka waktu yanag panjang yaitu gangguan mental hingga
sampai depresi berat.?t3
Menurun dan Hilangnya Kesadaran

Dampak negatif lainnya dari penyalahgunaan narkotika dalam
mengkonsumsi dosis yang berlebihan menjadikan tubuhnya terlampau
rileks sehingga hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesadaran yang
drastis. Bahkan pada kondisi ini akan membuat penggunanya tertidur
dengan jangka waktu yang lama tanpa terbangun. Penurunan kesadaran
yang mendalam ini dapat mengakibatkan gangguan pada koordinasi
motorik sehingga bagi penggunanya seringkali mengalami kebingungan

dan linglung yang berulang serta memicu gangguan pada kesehatan

212 Mayang Pramesti et al., “Adikasi Narkoba: Faktoor, Dampak, dan Pencegahannya” 12, no. 2

(2022).

213 Lukman Et Al., “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan
Remaja.” 415
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tubuh yang nantinya mempengaruhi perubahan prilaku dan
mengganggu kegiatannya sehari-hari.?*
d. Gangguan Fisik dan Mental

Gangguan fisik dan menatal seringkali menjadi dampak yang
didapatkan oleh para pengguna penyalahgunaan narkotika.
Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik
dan mental seseorang. Secara fisik, penggunaan narkotika dalam jumlah
berlebihan bisa merusak organ-organ penting seperti hati, ginjal, dan
jantung, serta menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual,
muntah, dan diare. Narkotika juga bisa menyebabkan dehidrasi dan
ketidakseimbangan elektrolit, yang memperburuk kesehatan. Selain itu,
risiko gangguan jantung seperti hipertensi dan aritmia juga meningkat,
dan fungsi kekebalan tubuh bisa menurun, menjadikan pengguna lebih
mudah terkena infeksi.?*

Secara mental, efek narkotika bisa sangat merusak. Penggunaan
narkotika dapat mengakibatkan masalah seperti penurunan memori dan
konsentrasi, serta gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, dan
perubahan suasana hati yang ekstrem. Beberapa narkotika, seperti
halusinogen, dapat menyebabkan psikosis dengan gejala halusinasi dan

delusi yang mengganggu persepsi dan perilaku.?!® Ketergantungan pada

214 Afdhal Dzikri Pasha, Ilham Panggabean, And Sartika Munthe, “Penyuluhan Bahaya
Mengonsumsi Narkoba Bagi Generasi Muda Di Desa Pematang Johar” 4, No. 3 (September 2023).
Hal. 2651

215 Yusup Yusup and Resti Okta Sari, “Dampak Penyalahggunaan Narkotika dan Obat Obatan
Terlarang Di Masyarakat.” 5

216 |pid., 6
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narkotika sering berkembang, memperburuk masalah mental dan
emosional, serta mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.
Gangguan fisik dan mental ini saling berkaitan dan memerlukan
penanganan menyeluruh untuk mengembalikan kesehatan dan
kesejahteraan pengguna.?t’
e. Merusak Kualitas Hidup

Penyalahgunaan narkotika dapat secara serius merusak kualitas
hidup dengan memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, baik
dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam aspek sosial, penggunaan
narkotika dapat menyebabkan individu merasa terasing, memperburuk
konflik keluarga, dan menciptakan kesulitan di tempat kerja. Efek-efek
ini tidak hanya merusak stabilitas ekonomi pribadi tetapi juga
memengaruhi hubungan interpersonal yang penting. Selain itu, stigma
sosial yang sering kali menyertai penyalahgunaan narkotika dapat
memperburuk keadaan, membuat individu semakin terpinggirkan dan
kesulitan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Dampak yang luas
ini menciptakan tantangan kompleks yang memerlukan intervensi
menyeluruh, termasuk pendekatan medis, psikologis, dan sosial, untuk
menangani efek yang ada dan mendukung pemulihan kualitas hidup

serta kesejahteraan individu yang terkena dampak.

217 Samuel Soewita And Dodi Sugianto, “Akibat Hukum Konsumsi Narkoba Dan Bahaya Masa
Depan: Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda Pembinaan Dilakukan Kepada
Siswa- Siswi Sma Pah Tsung” 4, No. 1 (2023).
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METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan secara rinci terkait metode
penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam penulisan sdan penelitian
tesis ini. Metode penelitian yang akan dipaparkan mencakup berbagai aspek

penting yang meliputi antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian melalui pemikiran tokoh dengan
jenis penelitian kepustakan atau library research. Penelitian kepustakaan
adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan
analisisi data yang berasal dari berbagai sumber tertulis yang tersedia secara
luas serta meliputi peninjauan terkait peraturan perundang-undangan dan
analisis yang mendalam dari kepustakaan atau data sekunder seperti jurnal,
buku, tesis dan sumber lainnya yang telah memiliki pembahasan atau topik
yang serupa dalam bentuk dokumen tertulis?®. Melalui penelitian
kepustakaan ini, penulis dapat menggali berbagai perspektif teoritis yang
telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya yang kemudian dianalisis

untuk menjawab rumusan masalah di atas. #°

218 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, ‘Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat’
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 12.
219 \Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.
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B. Pendekatan

Dalam penyususnan penelitian ini, penulis juga menggunakan
pendekatan Yuridis-Normatif. Dengan pendekatan ini, penulis tidak hanya
menelaah aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mengamati bagaimana
aturan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata dan bagaimana
Masyarakat menanggapinya.??°

Dalam metode penelitian ini, penulis memfokuskan pada analisis yang
mendalam terkait diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus
Tindak Pidana Narkotika di Indonesia melalui perspektif maslahah Syaikh
Ramadhan al-Buthi dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang
relevan terkait dengan judul penelitian ini. Berdasarkan data-data yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti buku, jurnal, tesis dan sumber-
sumber lainnya yang memiliki pembahasan dasar dengan tema yang serupa,
hal ini akan membantu penulis dalam menjawab dan menganalisis
permasalahan terkait permasalahan yang sedang terjadi.

Melalui metode dan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan dapat
memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
dengan mengambil pandangan melalui perspektif masalahah Syaikh
Ramadhan al-Buthi. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan
sebagai salah satu sumber referensi yang baik dan dapat memberikan

dukungan dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak serta dapat

220 Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 24.
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membantu memberikan jawaban atas permasalahan terkait peningkatan kasus

pidana narkotika anak yang terjadi di Indonesia.

C. Sumber Data
Dalam konteks penelitian ini, ada beberapa faktor penting yang
berperan besar dalam mempengaruhi kualitas data yang diperoleh, yaitu
terkait metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan
dalam proses penelitian. Kualitas serta kecocokan data yang dikumpulkan
akan sangat mempengaruhi akurasi dan ketepatan data yang dihasilkan.??
Maka dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang menjadi acuan
atau referensi penting didalamnya, diantaranya:
1. Data Sekunder
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi literatur yang relevan dengan pembahasan yang ada dalam
penelitian ini. literatur yang dikumpulkan dan digunakan dalam
penelitian ini meliputi Al-Qur’an, jurnal, buku, thesis dan sumber-sumber
lainnya yang memiliki data relevan terkait permasalahan yang terjadi
yang telah memiliki analisis terhadap Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Perspektif Syaikh
Ramadhan al-Buthi
Sumber-sumber yang tertulis dalam data sekunder ini merupakan
sumber data yang biasanya mencakup teori-teori dasar, konsep-konsep

dan analisis mendalam mengenai topik hukum, seperti hukum pidana

221 Zed, Metode Penelitian Kepustakaan.
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anak, prinsip-prinsip maslahah mursalah dan penerapan hukum
kontemporer.?22 Selain itu, dalam penggunaan sumber yang didapatkan
melalui artikel jurnal ataupun thesis dan penulisan akademik lainnya
akan memberikan data dan analisis terbaru yang relevan dengan topik
penelitian ini. Artikel-artikel ini akan mencakup studi kasus, kritik
terhadap kebijakan hukum, dan diskusi teoritis yang dapat mendukung
argumen dalam penelitian ini.??

Dengan memanfaatkan sumber data ini, penulis berharap dapat
membantu penelitian ini mendapatkan informasi secara menyeluruh yang
dapat memperkuat analisis serta pemahaman yang lebih mendalam dalam
menjawab permasalahan penelitian ini. selain itu, diharapkan juga bahwa
dengan menggunakannya sumber data ini, peneliti dapat mengkaji
permasalahan dari berbagai sudut pandang yang baru sehingga dapat
memberikan wawasan yang lebih luas dan akurat terkait Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika di
indonesia melalui perspektif maslahah mursalah Syaikh Ramadhan Al-
Butuhi. Sehingga hal ini dapat memberikan kontribusi penting bagi
pengembang kebijakan dan praktik di bidang hukum narkotika
khususnya dalam ranah perundang-undangan yang mengatur sitem
peradilan pidana anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kepustakaan, Teknik

222 7ed. Hal. 15
223 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2024), 68.
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pengumpulan data berfokus pada pengumpulan informasi dari berbagai

sumber tertulis, berikut adalah beberapa Teknik-teknik yang penulis lakukan:

1) Studi Literatur

Dengan Teknik ini penulis mengindentifikasi dan mengumpulkan
bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian ini, seperti dalam Al-
Qur’an, buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan undang undang. 2%
Dalam proses studi literatur ini berertujuan agar selama penelitian ini
dapat memastikan bahwa informasi ataupun data yang dikumpulkan
dapat mencakup secara menyeluruh dan mendalam, sehingga penulis

dapat mengembangkan analisis penelitian yang lebih baik.

2) Analisis Dokumen Hukum

Penulis juga menelaah teks-teks hukum utama seperti dalam
Peratutan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ataupun sumber Hukum
Islam melalui perspektif maslahah mursalah terkait pembahasan
penelitian ini untuk dapat memahami penerapannya dalam penelitian ini.
Dalam hal ini mencakup perbandingan antara hukum positif dan prinsip-
prinsip hukum Islam seperti Maslahah?*> Analisis ini dapat memberikan
pendekatan hukum yang saling melengkapi ataupun bertentangan dalam

permasalahan yang ada pada penelitian ini.

3) Pengumpulan Data dari Artikel dan Laporan Penelitian

Artikel Jurnal dan laporan dari Lembaga seperti badan Narkotika

Anak (BNN) dan Komnas Perlindungan Anak akan memberikan data

224 Surahman, Mochammad Rachmad, And Sudibyo Supardi, Metodologi Penelitian (Jakarta:

Pusdik Sdm Kesehatan, 2016).
225 goekanto And Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Hal. 35
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empiris dan analisis terkini.?® Pengunpulan data yang didapatkan dari
sumber-sumber ini memiliki peran penting dalam mengupas jumlah
kasus penelitian ini, mengingat bahwa data-data ini menyediakan
informasi yang relevan, tertata dan terkini. Dengan merujuk pada data
yang disediakan oleh lembaga-lembaga ini, penulis dapat mengkaji lebih
dalam lagi terkait tantangan yang dihadapi dari Pengaturan dan
Perkembangan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Narkotika di Indonesia Perspektif Maslahah Syaikh
Ramadhan Al-Buthi.
4) Penggunaan Sumber Primer dari Teks Klasik Hukum Islam
Dalam mengkaji perspektif Maslahah, penulis akan menggunakan
teks-teks klasik hukum Islam dan didukung oleh sumber-sumber hukum
islam lainnya sebagai sumber primer, dalam hal ini penulis merujuk pada
pemikiran Syaikh Ramadhan Al-Buthi.??” Melalui analisis ini, Penulis
bertujuan untuk mengkaji lebih dalam akan pemikiran Syaikh Ramadhan
Al-Buthi mengenai maslahah dalam menilai Diversi dalam sistem
peradilan pidana anak terhadap kasus tindak pidana narkotika.
5) Penggunaan Teknologi Informasi
Penulis akan memanfaatkan database digital dan alat manajemen

referensi seperti Zotero ataupun Mendeley untuk mengorganasir sumber-

226 Jnhonny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia,
2013). Hal. 55
227 Al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari’ah Al-Islamiyah. Hal. 10
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sumber yang digunakan agar dapat mempermudah proses penelitian

dengan hasil penulisan yang lebih terstruktur dan sistematis.??

E. Teknik Analisis Data

Dalam melalukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa
Teknik analisis data, penulis akan menggunakan analisis deskriptif untuk
menggambarkan dan mengklarifikasi informasi yang terkandung dalam
sumber-sumber-sumber yang telah dikumpulkan, yang dalam hal ini adalah
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menjelaskan konsep-
konsep dasar seperti Maslahah yang diusulkan oleh Sheikh Ramdhan Al-
Buthi?® Selain itu juga penulis akan menggunakan teknik analisis normative
yang bertujuan untuk menilai apakah hukum yang ada dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih
tinggi, seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak-hak
anak.?° Dalam konteks penelitian ini, analisis normative akan penulis
gunakan untuk menilai sejaun mana hukum positif di Indonesia selaras
dengan prinsip Maslahah dan apakah ada kebutuhan untuk mereformasi

hukum tersebut.?%

228 7ed, Metode Penelitian Kepustakaan. Hal. 33

229 Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi.”

230 pysat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Ri Et Al.,
“Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”
231 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
67.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kasus Tindak
Pidana Narkotika di Indonesia
Keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak memberi ruang baru dalam pembaharuan dalam sistem
hukum di Indonesia, dengan fokus utama yaitu pada perlindungan hak-hak
anak dalam menetapkan kebijakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan
dengan pendekatan yang lebih humanis.?®?> Pembaharuan dalam sistem
peradilan pidana anak saat ini membawa konsep diversi dan restorative
justice menjadi sebuah pijakan utama dalam menghadapi anak-anak yang
berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana.?®® Dua
konsep ini menjadi landasan utama sebagai upaya penyelesaian perkara anak
dengan cara yang tidak mengarah pada penghukuman semata, tetapi juga
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak serta menghindari
stigma negatif yang dapat memberikan dampak buruk dalam jangka waktu

yang panjang bagi kehidupan anak.?3

Dalam konteks tindak pidana narkotika, anak-anak seringkali terjebak
dalam keterlibatan kejahatan narkotika dan menjadi situasi yang

memprihatinkan dan memunculkan kekhawatiran yang mendalam masa

232 Arista Candra Irawati, “Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, April 8, 2021, 2

23 |bid., 3

23 Imam Subaweh Arifin and Pujiyono, “Konsep Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak
Pidana Narkotika di Masa Depan,” Perspektif Hukum, November 5, 2020, 54-77
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depan generari muda bangsa Indonesia.?® Permasalahan tindak pidana
narkotika tentu membutuhkan penanganan yang lebih tegas dan efektif.
Namun tetap dalam memberikan kebijakan hukum terhadap anak yang
memperhatikan kebutuhan rehabilitasi sebagai langkah utama dalam
memulihkan keadaan anak menjadi lebih baik dan dapat kembali dalam
lingkungan masyarakat dalam kondisi yang stabil. Oleh karena itu,
pengaturan dalam sistem peradilan pidana anak harus dapat dipahami dengan
benar agar penanganan serta kebijakan hukum yang diberlakukan dapat
menjaga keseimbangan yang adil dan mencegah dampak yang lebih besar

bagi kehidupan anak.?®

1. Pengaturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak merupakan pembaruan yang komprehensif dari Undang-
Undang sebelumnya yang tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak. Hal yang melatarbelakangi lahirnya
Undang-Undang ini, karena Undang-Undang sebelumnya dianggap
sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, terutama

dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang

BSFitriati Fitriati And Mohamat Gunawan, “Efektivitas Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika
Yang Dilakukan Anak Secara Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Tahap
Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang),” Unes Journal Of Swara Justisia 7, No. 1 (April
6, 2023): 4

23 Julisya Mutiara Adival and Hery Firmansyah, “Sistem Diversi pada Tindak Pidana Narkotika
oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum,” UNES Law Review 6, no. 2 (2023). 4
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berhadapan dengan sistem peradilan.?®’” Kebutuhan akan pembaruan
regulasi pun muncul, dengan tujuan untuk menciptakan kerangka hukum
yang lebih mampu melindungi dan mendukung perkembangan anak
dalam situasi hukum yang kompleks. Perkembangan yang terjadi dalam
sistem peradilan pidana anak ini menjadi langkah maju yang signifikan
dalam sejarah sistem peradilan pidana khusus bagi anak-anak di
Indonesia.?® Pembaruan ini mencerminkan perubahan mendasar dalam
pendekatan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan masalah
pidana. Sebelumnya, sistem peradilan anak masih berfokus pada prinsip
pembalasan yang bersifat setimpal atau absolut bagi anak yang
melakukan tindak pidana, yaitu konsep bahwa hukuman seharusnya
sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan anak.?*® Namun, dengan
disahkannya undang-undang ini, paradigma pemidanaan bergeser ke arah
yang lebih humanis melalui penerapan konsep diversi dengan pendekatan
prinsip keadilan restoratif (restorative justice).?’® Pendekatan ini
bertujuan untuk memulihkan kerugian dan dampak yang terjadi akibat
tindak pidana dengan cara-cara yang lebih mengutamakan rehabilitasi
dan pemulihan daripada sekadar penghukuman. Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi

anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka dalam setiap

237 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

8 Yory Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia” 4, no. 4 (2020). 7

239 Hengkengbala, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia.”

240 Suryantoro, “Tinjauan Yuridis Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.” 14
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tahapan proses peradilan. Perlindungan ini lebih diutamakan daripada
pada aturan yang ada sebelumnya, di mana kepentingan anak sering kali
tidak diperhatikan secara optimal. Dengan demikian, perubahan ini
bukan hanya Dberimplikasi pada sistem hukum, tetapi juga
memperlihatkan bagaimana sejarah hukum berkaitan erat dengan politik
hukum di Indonesia, di mana pembentukan undang-undang baru ini
mencerminkan keinginan untuk mewujudkan sistem yang lebih progresif
dan inklusif bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.?*! Salah
satu bentuk nyata dari pembaruan dalam undang-undang ini adalah
pembentukan sistem peradilan pidana anak yang terpisah, yang
menitikberatkan pada penanganan yang khusus bagi anak dalam sistem
hukum pidana. Pembentukan sistem peradilan pidana anak ini
menunjukkan  komitmen untuk menciptakan mekanisme yang
memperhatikan hak dan kebutuhan khusus anak, dan menciptakan
lingkungan hukum yang lebih ramah anak serta lebih selaras dengan

standar internasional perlindungan anak.??

Hal ini terjadi karena undang-undang sebelumnya yang mengatur
tentang pengadilan anak masih mengedepankan pendekatan yuridis
formal, yang cenderung lebih berfokus pada prinsip pembalasan

(retributive justice) ketimbang rehabilitasi dan pemulihan. Pendekatan ini

241 Cakra Alin Pratama And Junifer Dame Panjaitan, “Analisis Yuridis Undang-Undang No.11
Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana,” Comserva : Jurnal
Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 3, No. 07 (November 28, 2023),

242 Koesno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada
Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang llmu Hukum
Universitas Brawijaya Malang, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009)
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berorientasi pada pemberian hukuman setimpal atas kesalahan yang
dilakukan, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang
dialami oleh anak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah
ahli menunjukkan bahwa proses peradilan pidana bagi anak-anak sering
kali menghasilkan efek negatif. Salah satu efek yang paling menonjol
adalah pelabelan negatif terhadap anak yang telah menjalani hukuman, di
mana lingkungan sosial cenderung memberi stigma atau cap sebagai
“mantan narapidana.” Stigma ini dapat merusak citra diri anak dan
menghambat integrasi mereka kembali ke dalam masyarakat, yang pada
akhirnya justru meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam perilaku
menyimpang di masa depan.?*®> Fenomena ini memperlihatkan bahwa
penanganan tindak pidana anak yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum melalui pendekatan penal atau jalur pidana dinilai kurang efektif
dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan perlindungan anak. Meskipun
seorang anak yang melakukan tindak pidana seharusnya diperlakukan
secara berbeda dan khusus dibandingkan dengan pelaku dewasa,
kenyataannya proses peradilan justru sering kali memperparah kondisi
anak.?** Mayoritas anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak
hanya menghadapi stigma sosial, tetapi juga mengalami kekerasan dan
perlakuan yang kasar selama proses peradilan pidana. Fakta ini

menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana konvensional sering kali

243 Supriyanto, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan.” 6
24 Nurul Farida, “Strategi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Undang-Undang
No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bagian dari Politik Hukum di
Indonesia” 15, no. 1 (2021). 9
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gagal melindungi hak-hak anak, bahkan dalam banyak kasus
memperburuk kondisi psikologis dan fisik mereka, yang seharusnya
menjadi perhatian utama dalam penanganan tindak pidana oleh anak-

anak.2%

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan penal atau jalur
pidana yang digunakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus
tindak pidana yang melibatkan anak-anak dinilai kurang efektif dalam
mencapai tujuan utama rehabilitasi dan perlindungan anak.?*® Walaupun
secara ideal, anak-anak yang melakukan tindak pidana seharusnya
diperlakukan dengan cara yang berbeda dan khusus dibandingkan pelaku
dewasa, realitasnya proses peradilan sering kali justru memperburuk
kondisi anak-anak yang terlibat. Sebagian besar anak-anak yang
berhadapan dengan hukum tidak hanya menghadapi stigma sosial sebagai
“pelaku tindak pidana,” tetapi juga sering kali mengalami kekerasan dan
perlakuan yang kasar selama proses peradilan pidana. Kekerasan ini
dapat mencakup tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan merusak,
yang selanjutnya memengaruhi kesejahteraan psikologis dan fisik anak.
Kondisi ini  menggarisbawahi bahwa sistem peradilan pidana
konvensional kerap gagal dalam melindungi hak-hak anak; alih-alih

memberikan rehabilitasi, sistem ini bahkan dapat memperburuk kondisi

24 Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.”
246 Hardiman, “Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” 10
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mental dan fisik mereka.?*’ Hal ini seharusnya menjadi fokus utama
dalam setiap proses penanganan hukum yang melibatkan anak-anak,
dengan mempertimbangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada

pemulihan, bukan sekadar penghukuman.4®

Dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak sering kali
lebih berorientasi pada penegakkan hukum secara formalistis, dengan
prioritas pada penerapan aturan yang berlaku daripada pada kepentingan
terbaik bagi anak. Pendekatan ini cenderung mengabaikan kebutuhan
khusus dan perlindungan yang semestinya diberikan kepada anak sebagai
individu yang masih dalam masa perkembangan.?*® Akibatnya, proses
peradilan lebih difokuskan pada pemenuhan aspek legal formal tanpa
mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan anak,
sehingga tujuan rehabilitasi dan pembinaan yang seharusnya menjadi inti

dari sistem peradilan anak sering kali terabaikan.?>°

Dalam konteks politik hukum, salah satu konsep penting yang
menjadi perhatian adalah ius constituendum atau konsep peraturan yang
dicita-citakan, vyaitu kerangka peraturan yang dirancang untuk

menggantikan aturan-aturan sebelumnya dengan peraturan yang lebih

247 Chanif, “Strategi pemerintah dalam Menangani dan Merehabilitasi Pengedar Narkotika dan
Korban dari Narkotika di Indonesia.” 7

248 Koesno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berorientasi Pada
Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang llmu Hukum
Universitas Brawijaya Malang, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009)

249 Farida, “Strategi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bagian dari Politik Hukum
Indonesia.” 9-12

250 Darwan Prinst, Ibid, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
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modern, komprehensif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. lus
constituendum ini mewakili visi tentang hukum yang diharapkan dapat
diimplementasikan di masa depan sebagai respons terhadap perubahan
sosial, budaya, dan ekonomi. Secara fundamental, politik hukum dapat
dipahami sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang dirumuskan oleh
otoritas negara dan mencakup keputusan-keputusan hukum yang akan
atau sudah diterapkan dalam tatanan nasional. Perumusan politik hukum
berada dalam kewenangan pemerintah, yang memiliki mandat untuk
mengarahkan  pembangunan  hukum nasional demi  mencapai
kesejahteraan masyarakat dan menciptakan sistem hukum yang responsif
terhadap tantangan zaman. Melalui politik hukum, pemerintah memiliki
instrumen untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang tidak hanya
mengikuti perkembangan zaman tetapi juga sesuai dengan cita-cita

hukum yang diinginkan untuk keberlanjutan negara.?!

Dalam implementasinya, politik hukum mencakup berbagai
aspek, salah satunya adalah pembangunan hukum, yang berfokus pada
upaya pembaruan dan penyusunan perangkat hukum baru yang mampu
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Pembangunan hukum ini tidak
hanya berorientasi pada pembuatan dan pembaruan peraturan perundang-
undangan, tetapi juga mencakup penegasan fungsi kelembagaan yang
berkaitan dengan penegakan hukum.?®? Pada tataran praktik,

pembangunan hukum bertujuan untuk memperkuat kelembagaan,

251 Moh. Mahfud Md, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
252 Shafira et al., Sistem Peradilan Pidana. 80
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memastikan agar setiap lembaga hukum memiliki wewenang yang jelas,
serta menyiapkan infrastruktur hukum yang kokoh. Selain itu, aspek ini
juga menekankan pentingnya pembinaan bagi para penegak hukum,
sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalitas dan
integritas tinggi. Dengan demikian, pembangunan hukum berfungsi
untuk menciptakan sistem yang mampu mendukung tegaknya hukum
yang efektif dan berkeadilan di masyarakat, yang sesuai dengan

perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.?®3

Mengacu pada konsep politik hukum di atas, dalam konteks
peradilan anak dapat dipahami bahwa sejak diterbitkannya undang-
undang yang khusus mengatur peradilan anak, maka telah lahir pula
produk hukum yang mengatur perlakuan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum. Namun, undang-undang ini dianggap masih
memiliki berbagai kelemahan, terutama dalam hal optimalisasi
perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak dalam situasi

hukum.2*

Menurut pandangan Iman, salah satu alasan utama lahirnya
undang-undang peradilan anak dapat dilihat dalam bagian konsideran
undang-undang tersebut. Dalam konsideran tersebut, dinyatakan bahwa
anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki potensi besar

sebagai penerus cita-cita bangsa. Karena peran anak yang sangat penting

253 Darwan Prinst, Ibid, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

254

Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” 8-15
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dalam pembangunan dan perkembangan suatu bangsa, maka pembinaan
dan perlindungan terhadap anak dianggap sebagai suatu hal yang sangat
esensial. Tujuan utama dari pembinaan dan perlindungan ini adalah untuk
memastikan bahwa perkembangan fisik dan mental anak dapat terjaga
secara utuh, seimbang, dan harmonis. Dengan demikian, undang-undang
peradilan anak diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum,
tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga dan memfasilitasi tumbuh
kembang anak dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung

potensi mereka sebagai generasi penerus bangsa.?>®

Dalam rangka menjalankan proses pembinaan dan memberikan
perlindungan yang efektif bagi anak, diperlukan dukungan yang
memadai, baik dari sisi kelembagaan maupun perangkat hukum yang
sesuai.?>® Dukungan kelembagaan yang kuat serta perangkat hukum yang
spesifik sangat penting agar penanganan kasus anak-anak dapat
dilakukan dengan cara yang tepat dan berfokus pada kepentingan terbaik
bagi anak. Oleh karena itu, ketentuan mengenai tata cara penegakan
hukum bagi anak menjadi krusial dan harus dirancang dengan metode
yang berbeda dari prosedur penegakan hukum yang biasa diterapkan bagi
orang dewasa. Pendekatan yang berbeda ini mencakup prosedur yang
lebih adaptif terhadap kebutuhan perkembangan anak, serta

memperhatikan aspek-aspek yang dapat meminimalisir dampak negatif

255 Republik Indonesia. Konsideran Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997
2% Universitas Gorontalo, Gorontalo et al., “Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang
Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” 10
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dari keterlibatan mereka dalam proses hukum.?’ Dengan cara ini, proses
peradilan anak diharapkan dapat memberikan perlindungan serta
rehabilitasi yang lebih baik, sekaligus memastikan bahwa proses hukum
tidak menghambat tumbuh kembang anak tetapi sebaliknya, mendukung

pemulihan dan pembangunan karakter mereka.?®

Meskipun konsideran dalam undang-undang peradilan anak telah
menunjukkan dukungan yang kuat terhadap perlindungan anak, secara
substansial undang-undang ini masih belum memberikan perlindungan
yang optimal. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini
memang mencakup beberapa pengecualian prosedural, seperti aturan
yang melarang aparat penegak hukum dan hakim tunggal mengenakan
pakaian formal dalam persidangan anak, berbeda dengan prosedur formal
pada persidangan umum. Namun, realitasnya, masih banyak anak-anak
yang harus melalui proses persidangan formal dan akhirnya dijatuhi
pidana penjara. Paradigma yang diterapkan dalam hal penangkapan,
penahanan, dan pemberian sanksi pidana penjara bagi anak yang
berhadapan dengan hukum berpotensi menimbulkan dampak negatif
yang serius. Perlakuan ini pada dasarnya merampas salah satu hak
fundamental setiap individu, yaitu kebebasan, yang juga merupakan hak

yang harus dilindungi bagi anak-anak.?*® Dalam konteks ini, undang-

257 Aisyah, “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur.” 14

2% |man Jauhari, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003

29 gani Hamaminata, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Jurnal Hukum,
Politik Dan llmu Sosial 2, no. 4 (August 3, 2023): 52-64,
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undang memberikan ruang diskresi yang terbatas hanya pada pihak
penyidik, yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu
perkara dapat dihentikan atau dilanjutkan. Sayangnya, diskresi ini tidak
mencakup kewenangan yang lebih luas untuk mempertimbangkan
alternatif lain yang lebih berorientasi pada pemulihan anak, sehingga
potensi untuk melindungi anak-anak dari proses hukum yang merugikan

mereka secara psikologis dan sosial masih terbatas.?%°

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
berbeda secara mendasar dengan undang-undang sebelumnya, karena
memberikan kebebasan bagi setiap lembaga penegak hukum untuk
menerapkan prinsip restorative justice melalui mekanisme diversi. Tidak
hanya terbatas pada tahap penyidikan, proses diversi ini dapat diterapkan
di setiap tingkatan sistem peradilan pidana, hingga tahap terakhir di
lembaga pemasyarakatan, untuk memungkinkan penyelesaian perkara
anak di luar jalur peradilan formal.?®* Undang-undang ini bahkan
menetapkan sanksi tegas, termasuk pidana penjara dan denda, bagi aparat
penegak hukum yang tidak mengutamakan prinsip restorative justice
melalui diversi dalam kasus anak. Menurut Yutirsa, hadirnya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan langkah signifikan untuk

mengatasi kekurangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun

260 Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.”
%1 Alin Pratama And Panjaitan, “Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana.”
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1997.%%2 Perubahan paling mendasar dalam undang-undang baru ini
adalah penerapan pendekatan restorative justice, yang diwujudkan
melalui sistem diversi sebagai alternatif proses hukum bagi anak yang
berhadapan dengan hukum.?®® Pendekatan ini bertujuan untuk
memulihkan hubungan dan memperbaiki dampak tindak pidana tanpa
harus menjatuhkan sanksi pidana yang dapat menghambat perkembangan
anak.?%* Jika mengacu pada tujuan sistem peradilan anak menurut The

Beijing Rules.?®® yang terdapat dalam Rule 5.1. sebagai berikut:

“The juvenile justice system shall emphasize the well- being of the
juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall
always be in proportion to the circumstances of both the offenders and
the offence.”
“bahwa sistem peradilan untuk anak akan mengutamakan kesejahteraan
Anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi apapun untuk anak yang
melanggar hukum akan selalu sepadan dengan situasi-situai baik pada
para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukum.”

Sistem peradilan anak secara jelas dirancang dengan tujuan utama
untuk memajukan kesejahteraan anak, yang berarti bahwa setiap tahapan

proses peradilan harus sedapat mungkin menghindari penerapan sanksi

262 Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.”

263 Eleanora, “Analisis Pemidanaan Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa).” 9

264 Cakra Alin Pratama And Junifer Dame Panjaitan, “Analisis Yuridis Undang-Undang No.11
Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana,” Comserva : Jurnal
Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 3, No. 07 (November 28, 2023),

265 United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juveline Justice (“The
Beijing Rules”), Adopted By General Assembly Resolution 40/33 Of 29 November 1985).
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pidana yang bersifat murni menghukum. Pendekatan ini mencerminkan
upaya untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan
dengan hukum, sehingga hukuman yang diberikan lebih berorientasi pada
pembinaan dan rehabilitasi daripada sekadar retribusi. Selain itu, sistem
peradilan anak juga menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas
dalam setiap sanksi yang dijatuhkan. Prinsip ini menegaskan bahwa
hukuman yang diberikan harus sepadan dengan tingkat keparahan tindak
pidana yang dilakukan. Namun, penentuan sanksi tidak hanya
mempertimbangkan beratnya pelanggaran, tetapi juga memperhatikan
berbagai aspek lainnya, seperti kondisi pribadi anak, lingkungan
sosialnya, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilakunya. Dengan
demikian, proses peradilan anak bertujuan untuk memastikan bahwa
hukuman tidak hanya mencerminkan tindakan yang dilakukan, tetapi
juga mempertimbangkan kebutuhan anak untuk berkembang dalam

lingkungan yang positif dan mendukung pemulihannya.?%®

2. Penanganan Tindak Pidana Narkotika Anak dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (UU SPPA) memperkenalkan prinsip-prinsip khusus untuk

memastikan bahwa peradilan pidana yang melibatkan anak berorientasi

pada perlindungan anak. Berbeda dengan peradilan untuk orang dewasa,

266 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak
Di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
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peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan pemulihan,
rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, terutama bagi anak-anak yang menjadi
korban penyalahgunaan atau terlibat dalam tindak pidana narkotika.
Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:?%’

“Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas
kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, keseimbangan,
perlindungan, non-diskriminasi, penghargaan terhadap anak, dan
penghindaran hukuman yang keras.”

Dalam pasal ini menjadi dasar bahwa peradilan anak harus
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu pendekatan yang
lebih ramah anak dan manusiawi. Artinya, hukuman yang dijatuhkan
kepada anak, termasuk anak yang terlibat dalam kasus narkotika, harus
mempertimbangkan perkembangan mental, emosional, dan fisik
mereka.?®® Selain itu, pendekatan ini menghindari hukuman yang bersifat
balas dendam atau hukuman berat yang dapat merusak masa depan anak.
Dalam kasus penyalahgunaan narkotika untuk pertama Kkali, lebih
diarahkan ke proses rehabilitasi daripada menjalani hukuman pidana.
Dalam situasi di mana seorang anak bertindak sebagai kurir narkotika
atau bagian dari jaringan peredaran narkotika, pendekatan ini tetap

berusaha menghindari adanya hukuman berat dengan cara

267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

268 Patoni Patoni, Ruslan Abdul Gani, And Rasito Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan
Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung
Barat,” Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan
Pendidikan 2, No. 5 (April 30, 2023): 154564,
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mempertimbangkan kondisi dan pengaruh yang dialami anak, serta peran
mereka dalam jaringan tersebut.
a. Diversi: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan untuk Anak
yang Terlibat Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), disebutkan dalam Pasal 1

ayat (7), UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai berikut?°:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Diversi bertujuan agar anak yang melakukan pelanggaran hukum
mendapatkan pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada hukuman
pidana yang bisa berdampak negatif pada perkembangan mereka.?’
UU SPPA mengatur bahwa proses diversi wajib diupayakan pada
setiap tahap penanganan kasus anak, mulai dari penyidikan,
penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri. Prinsip diversi
juga mencakup pendekatan keadilan restoratif, di mana penyelesaian
kasus melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait

lainnya.

Diversi merupakan salah satu konsep utama dalam UU

SPPA. Proses diversi bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana

269 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
210 patoni, Abdul Gani, And Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.” 6
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anak di luar jalur peradilan formal.?’* Konsep ini sangat penting
dalam kasus pidana narkotika yang melibatkan anak-anak, di mana
mereka dapat terlibat sebagai pengguna atau bahkan kurir, namun
sering kali karena pengaruh lingkungan atau keterpaksaan
ekonomi.?’> Dalam Pasal 6 menegaskan bahwa tujuan diversi

meliputi:2"

“a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;, b.
menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c.
menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong
masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung

jawab kepada anak.”

Dalam hal mengenai anak yang terlibat narkotika, diversi
memastikan bahwa anak tidak langsung masuk ke dalam sistem
penahanan atau hukuman penjara, tetapi lebih diarahkan untuk
mengikuti rehabilitasi dan proses pembinaan. Jika seorang anak
tertangkap sebagai pengguna narkotika, pihak kepolisian dan
kejaksaan wajib mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi

pada setiap tingkatan proses hukum.?”4

b. Keadilan Restoratif dalam Kasus Narkotika Anak

27! Farida, “Strategi Penanganan Anak Berhadapan dengan hukum Melalui Undang-Undanng
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai bagian dari Politik Hukum
Indonesia.” 10

22 Faisal And Rahayu, “Reformulasi Syarat Diversi.”

273 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

214 Farida, “Strategi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bagian Dari Politik
Hukum Indonesia.” 10
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Keadilan restoratif adalah prinsip hukum yang menekankan
pada pemulihan dan perbaikan hubungan sosial daripada pembalasan
atau hukuman berat. UU SPPA mengadopsi prinsip keadilan
restoratif untuk menangani kasus-kasus anak, termasuk kasus
penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan untuk memperbaiki anak-

anak tanpa mengkriminalisasi mereka.?”

Dalam Pasal 1 ayat (6) disebutkan definisi keadilan restoraif, yaitu

sebagai berikut:?"

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

’

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.’

Prinsip keadilan restoratif menekankan pemulihan keadaan
yang terganggu akibat tindak pidana, baik bagi korban maupun
pelaku. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum,
termasuk kasus narkotika, keadilan restoratif bertujuan untuk
menghindari kriminalisasi anak dan memberikan kesempatan bagi

anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta memperbaiki

275 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 143
276 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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diri. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak dan

kepentingan anak, baik sebagai pelaku maupun korban.?’’

Keadilan restoratif juga memungkinkan pihak-pihak yang
terlibat, seperti keluarga anak, korban, masyarakat, dan lembaga
terkait, untuk bekerja sama dalam mencari penyelesaian yang lebih
manusiawi. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak dapat kembali
ke lingkungan sosialnya dengan pola pikir yang lebih baik dan tidak
mengulangi perbuatan yang sama, sambil tetap memulihkan
hubungan sosial yang mungkin rusak akibat tindak pidana

tersebut.?’®
c. Rehabilitasi bagi Anak Pecandu atau Penyalahguna Narkotika

UU SPPA memberikan dasar bagi rehabilitasi anak yang
terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 54 dari UU Narkotika, yang menyebutkan
bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib
menjalani rehabilitasi medis dan sosial.?’®* UU SPPA mendukung
ketentuan ini dengan menetapkan bahwa anak-anak yang terlibat

dalam penyalahgunaan narkotika sebaiknya diarahkan ke program

277 Farida, “Strategi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bagian Dari Politik
Hukum Indonesia.” 9

278 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 147

219 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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rehabilitasi daripada proses hukum formal yang dapat menciptakan
stigma bagi mereka.°

Pasal 82 ayat (1) UU SPPA juga mengatur bahwa:28

“Hakim dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak berupa
pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada
seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, atau lembaga lain.”
Rehabilitasi termasuk dalam kategori sanksi tindakan yang bisa
diputuskan hakim. Dalam praktiknya, anak yang terbukti sebagai
pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika dapat
ditempatkan di lembaga rehabilitasi untuk menjalani perawatan
medis, terapi psikologis, dan rehabilitasi sosial.?®? Misalnya, seorang
anak yang ditangkap karena terlibat sebagai pengguna narkotika
dapat ditempatkan di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika
yang dikelola oleh pemerintah atau Badan Narkotika Nasional
(BNN).?® Di sana, anak akan menerima perawatan medis dan
psikologis untuk mengatasi ketergantungan fisik dan mental, serta

mengikuti program pendidikan untuk mengembangkan kemampuan

sosial dan keterampilan mereka.

280 Choirul Nur Akrom Et Al, “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang,”
Lexstricta : Jurnal IImu Hukum 2, No. 3 (March 8, 2024): 149-62,

281 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

22 akrom Et Al., “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh
Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang.” 7

283 Haposan Sahala Raja Sinaga, ‘“Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di
Indonesia” 2, No. 7 (2021). 2
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d. Pembatasan Penahanan bagi Anak dalam Kasus Narkotika

UU SPPA sangat tegas dalam membatasi penahanan anak
sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk
dalam kasus narkotika. Penahanan hanya boleh dilakukan jika
kondisi tertentu terpenuhi, seperti ancaman pidana lebih dari 7 tahun
atau jika terdapat risiko anak akan melarikan diri atau

menghilangkan barang bukti.?8

Hal ini berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 dalam Pasal 32 ayat (2)

yang menyebutkan bahwa:?&

“Penahanan terhadap anak hanya dilakukan apabila anak tersebut
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau
lebih atau berdasarkan pertimbangan hakim bahwa anak tersebut
akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti,

1

atau mengulangi tindak pidana.’

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, anak-anak yang
terlibat sebagai pengguna biasanya tidak ditahan karena ancaman
pidana yang dikenakan pada pengguna narkotika umumnya kurang
dari 7 tahun. Selain itu, untuk kasus anak yang hanya berperan

sebagai pengguna atau kurir, penahanan dapat dihindari dengan

284 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
285 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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mengarahkan mereka ke program rehabilitasi.?®® Penahanan, jika
dilakukan, harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan
merupakan upaya terakhir setelah semua alternatif lainnya

dipertimbangkan.?®’
e. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

UU SPPA memberikan sejumlah hak yang harus dihormati
selama anak menjalani proses peradilan pidana, termasuk dalam
kasus narkotika. Hak-hak ini bertujuan melindungi kepentingan
terbaik bagi anak dan memastikan bahwa anak-anak tersebut

diperlakukan dengan rasa hormat dan tidak didiskriminasi.?®

Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai

berikut:28

“Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh

’

pendampingan oleh orang tua/wali dan penasihat hukum.’
Selain itu, ditegaskan juga dalam Pasal 19 bahwa:

“Identitas anak, baik yang berhadapan dengan hukum sebagai
pelaku maupun korban, wajib dirahasiakan dalam setiap proses

peradilan.”

26 Muhamad Chanif, “Strategi Pemerintah Dalam Menangani Dan Merehabilitasi Pengedar
Narkotika Dan Korban Dari Narkotika di Indonesia,” Jurnal Hukum Progresif 11, No. 1 (April 30,
2023): 45-57,

287 Imam Subaweh Arifin and Pujiyono, “Konsep Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak
Pidana Narkotika di Masa Depan.” 4-10

288 Fatia, “Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hadis.” 4-12

289 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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Hak-hak ini memastikan bahwa anak tidak menjalani proses
hukum sendirian, melainkan dengan pendampingan dari keluarga
atau penasihat hukum. Dalam kasus narkotika, pendampingan ini
sangat penting untuk memastikan bahwa anak memahami proses
hukum vyang dijalani dan mendapatkan perlindungan yang
memadai.?®® Misalnya, jika seorang anak tertangkap sebagai
pengguna narkotika, proses peradilan harus dilakukan secara tertutup
untuk melindungi identitasnya. Selain itu, anak tersebut memiliki
hak untuk didampingi oleh keluarga dan penasihat hukum yang
dapat memberikan pemahaman tentang hak-haknya selama proses

hukum berlangsung.?%*

f. Pembinaan dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Menjalani
Rehabilitasi

Setelah menjalani rehabilitasi, anak yang terlibat dalam kasus

narkotika memiliki hak untuk memperoleh pembinaan dan dukungan

dalam reintegrasi sosial. Pembinaan ini bertujuan untuk membantu

anak kembali ke masyarakat secara positif dan menghindari

kemungkinan pengulangan perilaku yang melanggar hukum.?®2

Dituliskan di dalam Pasal 82 ayat (2) yang menyatakan bahwa:?%3

2% |ra Handayani, “Diversi penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak” 1, no. 1 (2018). 2

21 Mita Dwijayanti, “Penetapan Diversi Terhadap Anak yang Terlibat Narkotika” Perspektif
Hukum 17, no. 2 (November 6, 2017): 16

292 Setiaki Hardiman, “Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam,” Ta zir: Jurnal Hukum Pidana 4, No. 2 (May 24, 2021): 59-74,

293 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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“Hakim dapat memerintahkan anak menjalani pembinaan di
lembaga sosial atau lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan

)

peraturan perundang-undangan yang berlaku.’

Dalam konteks narkotika, reintegrasi sosial melibatkan
program pembinaan yang mencakup pelatihan keterampilan,
dukungan pendidikan, dan kegiatan yang membantu anak
membangun kepercayaan diri. Setelah rehabilitasi, anak juga akan
dipantau secara berkala oleh lembaga sosial atau Badan Narkotika
Nasional untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan
dengan baik dan anak dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan

sosialnya.?%

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak mengedepankan konsep diversi dengan
menekankan pada pendekatan rehabilitasi, keadilan restoratif, dan
pembinaan bagi anak yang terlibat dalam kasus narkotika. Melalui
diversifikasi proses hukum, Kkeadilan restoratif, pembatasan
penahanan, serta dukungan reintegrasi sosial, Undang-Undang ini
bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan
kesempatan kedua bagi mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan
narkotika. Dengan penerapan pasal-pasal di atas, peradilan pidana

anak yang diterapkan dinilai memiliki keselarasan dengan kebijakan

2% Hardiman, “Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” 3
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hukum yang bersifat manusiawi dan berfokus dalam mewujudkan

masa depan anak yang lebih baik.?%®

B. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Maslahah
Syaikh Ramadhan al-Buthi

1. Biografi Said Ramadhan al-Buthi

Muhammad Said Ramadhan al-Buthi adalah seorang ulama dan
cendekiawan Islam terkemuka asal Suriah. la dikenal sebagai salah satu
tokoh yang berpengaruh dalam dunia Islam, dan telah memberikan
kontribusi besar dalam pemikiran hukum islam, khususnya dalam bidang
figih  (prinsip-prinsip hukum islam), tafsir, dan pemikiran Islam.
Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi lahir pada tahun 1929 di sebuah
desa Jeilka, yang terletak di wilayah Turki modern. Disamping itu, Syaikh
Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi memiliki Ayahnya yang bernama
Mullah ramadhan al-Buthi merupakan seorang ulama terkemuka yang
memiliki peran besar dalam mendidik keagamaan Syaikh Ramadhan Al-
buthi yang sekaligus menjadi guru pertamanya, yang mulai menanamkan
pendidikan berharga dan membesarkannya dengan ilmu pengetahuan yang
mendalam. Ayahnya mengajarkan berbagai kitab klasik yang mendalam
tentang fikih, tafsir, dan ilmu hadis.?®® Pendidikan formalnya meliputi

penguasaan ilmu bahasa Arab, tata bahasa, teologi, dan filsafat. Dengan

295 Alin Pratama and Panjaitan, “Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana.”

2% Tgk Safriadi and S Hi, “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-
Buthi,” 170
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kecerdasannya yang luar biasa, Sa'id memiliki kehausan akan ilmu
pengetahuan dan daya ingat yang luar biasa, Muhammad Sa’id Ramadhan
Al-buthi merupakan seorang ulama besar yang terkemuka pada masanya.
Tak lama setelah terjadinya kudeta yang dipimpin oleh Kemal Ataturk,
Keluarga al-Buthi kemudian pindah ke Suriah tepat pada tahun 1933 di
mana ia melanjutkan pendidikannya saat usianya baru beranjak empat
tahun yang berada di Damaskus dan berkembang dalam lingkungan
pendidikan Islam yang sangat kuat. Di Damaskus, ia dikenal sebagai siswa
yang berbakat dan berdedikasi dalam mendalami ilmu-ilmu agama, dan ia
dengan cepat menguasai literatur Islam klasik. Kemampuan intelektualnya

menarik perhatian banyak ulama besar pada zamannya.?*’

Keinginan Syaikh Ramadhan al-Buthi untuk memperluas ilmunya
membawa ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar di Mesir,
salah satu pusat pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia.
Di Al-Azhar, ia menempuh pendidikan dalam bidang filsafat dan teologi
Islam, serta memperdalam pengetahuannya di bidang ushul fikih.
Muhammad Ramadhan Al-Buthi telah berhasil meraih gelar doktor dalam
bidang hukum Islam (figih) dan interaksinya dengan para cendekiawan di
sana memperkuat pandangan-pandangan kritisnya dalam hukum Islam,
terutama dalam kaitannya dengan peran syariah sebagai sistem yang
dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Lingkungan akademik di Al-Azhar juga memberikan pengaruh yang

297 Hasan, Ammar M., “Influences Of Sheikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti On The
Contemporary Islamic Though”, Jurnal Islamic Sciences And Knowledge, Vol. 23, No. 2, 2011.
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signifikan dalam pembentukan metode berpikirnya, menjadikannya
seorang ulama yang tidak hanya berpijak pada tradisi tetapi juga mampu

menjawab berbagai tantangan modern.2%

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar, Syaikh
Ramadhan al-Buthi kembali ke Suriah dan mulai mengajar di berbagai
lembaga pendidikan Islam di Universitas damaskus.?*® Disamping itu juga,
di mana ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah. Sebagai seorang
pengajar, ia dikenal karena gaya mengajarnya yang mendalam, disiplin,
dan penuh pemikiran kritis. Syaikh Ramadhan Al-Buthi tidak hanya
menekankan pada aspek hukum fikih, tetapi juga menghubungkannya
dengan aspek teologis dan filosofis yang mendasari hukum Islam. Para
mahasiswa dan koleganya melihatnya sebagai seorang cendekiawan yang
memiliki pemahaman luas dan mendalam tentang berbagai disiplin ilmu
Islam, sehingga banyak dari mahasiswanya yang kemudian menjadi ulama

dan pemikir yang terpandang.3®

Di Suriah, syaikh Ramadhan al-Buthi tidak hanya berperan sebagai
akademisi tetapi juga sebagai seorang pemimpin masyarakat dan ulama
yang dihormati. Beliau terlibat aktif dalam berbagai diskusi keagamaan
dan sosial, baik di dalam negeri maupun internasional. Kepakarannya di

bidang hukum Islam membuatnya sering diundang sebagai pembicara

2% Muhammad Wahdini, “Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan Al-
Buthi” 14, No. 1 (2020).
299 Wahdini. Hal. 21-44
300 Nur Hayati and Rahmat Hidayat, “Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa’id Ramadhan Al-
Bathi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer,” Jurnal AL-AHKAM 13, no. 2 (February 3, 2023):

170-88,
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dalam seminar-seminar internasional, dan pendapatnya didengar oleh para
pembuat kebijakan di dunia Islam. Sebagai seorang yang hidup di masa-
masa krisis sosial dan politik di Timur Tengah, Syaikh Ramadhan al-Buthi
berusaha memberikan perspektif yang membawa kesejukan dan
perdamaian. la mengajarkan pentingnya kemaslahatan sebagai prinsip
yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial
yang kompleks, seperti penyalahgunaan narkotika, peradilan anak, dan

hak-hak individu.3

Beliau dikenal sebagi pemikir serta penulis produktif di berbagai
bidang. Salah satu sumbangsih intelektualnya adalah pandangan dan
pemikiranya tentang peradaban. Syaikh Ramadhan Al-Buthi berpendapat
bahwa peradaban dapat dimaknai sebagai kemajuan dan perkembengan
manusia dalam berbagai aspek, seperti pemikiran, kepercayaan, sosial,
ekonomi, politik, dan budaya.®*> Menurutnya, peradaban yang baik adalah
perdaban yang mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi
manusia, bukan hanya berfokus pada kemajuan teknologi saja. Dalam
pandangan Syaikh Ramadhan al-Buthi, peradaban tidak bisa dinilai hanya
dari kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga harus dilihat dari sisi

moral dan etika. Baginya, nilai-nilai moral dan etika sangat penting dalam

801 Hasan, Ammar M., “Influences of Sheikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti On The
Contemporary Islamic Thought”, Jurnal Islamic Sciences And Knowledge, Vol. 23, No. 2, 2011.
302 Muhammad Solikhudin, “Pemikiran Muhammad Sa'id ramadhan al-Buthi tentang Maslahah
dan Batasan-Batasannya” 3, no. 1 (2019). 7
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membentuk peradaban yang berkualitas, karena nilai-nilai tersebut dapat

membentuk karakter manusia yang baik dan peduli terhadap sesama.®

Latar belakang dan pendidikan yang beragam telah menjadikannya
penulis yang sangat produktif. Andreas Critsmann berpendapat bahwa
hampir tidak mungkin menemukan batasan topik dalam karya-karya
Syaikh Ramadhan al-Buthi, ia membahas berbagai topik yang relevan dan
paling kontroversial saat ini, mulai dari permasalahan perbudakan, jilbab,
perempuan, pendidikan, jihad, sekularisasi, revivalisme, radikalisme,
dakwah, hingga marxisme. Bahkan, dalam bukunya, ia juga mengupas isu-
isu seperti aborsi, ekonomi makro dan mikro, media massa, filsafat, dan
kesusastraan Arab.®** Sepanjang karier akademiknya, Syaikh al-Buthi telah
menghasilkan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) buku dan karya ilmiah yang
berpengaruh dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, tafsir, filsafat,
sastra, sosial, dan kebudayaan. Adapun beberapa karya beliau yang sangat
terkenal diantaranya adalah “Dhowabit al-Maslahah fi al-Syari’ah, fi al-
Hadits al-Syarif wa al-Balaghoti an-Nubuwati, Al-Islam Maladz Kulli
Mujtama’at Insaniyyah: Limadza wa Kaifa, Al-Juhad fil Islam: Kaifa
Nufhamuhu wa Kaifa Numarisuhu, Al-Agidah al-Islamiyyah wa al-Fikr al-
Mu’asirah, Fiqih al-Sirah, Fi Sabilillah wa al-Hag”. Sedangkan karya

beliau yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu; “Al-

303 Elfira Hanum, “Masyarakat Maju Dalam Peradaban Islam Perspektif Said Ramadhan Al-
Buthi,” Jurnal Al-Tatwir 10, No. 1 (April 1, 2023): 85-100

304 Muhammad Irsyad And Alwis, “Kontribusi Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Studi
Al-Qur'an” 2, No. 1 (2023).
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Hub fil Qur’an, La Yali al-Bathil, Figh al-Sirah al-Nabawiyah” 3% Karya-
karyanya banyak yang menjadi rujukan dalam pendidikan Islam, artikel-
artikel 1lmiah, dan tulisan populer yang membantu menyebarluaskan
pemikiran-pemikiran Islam secara luas. Salah satu kontribusi terbesarnya
adalah pemikirannya tentang maslahah mursalah (kemaslahatan umum)
dalam hukum Islam, di mana ia menjelaskan bagaimana prinsip ini dapat
menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan hukum Islam yang

fleksibel namun tetap kokoh dalam prinsip-prinsip syariah.3°

Al-Buthi juga dikenal sebagai seorang ulama yang moderat dan
sering menyerukan pentingnya persatuan umat Islam, serta menjaga nilai-
nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pandangannya
yang moderat dan dukungannya terhadap pemerintah Suriah yang berkuasa
pada saat itu membuatnya kontroversial di kalangan tertentu, terutama
selama konflik Suriah yang dimulai pada 2011.3%7 Kontribusi intelektual
Syaikh Ramadhan al-Buthi dalam bidang ushul fikih dan pemikiran Islam
membuatnya diakui sebagai salah satu ulama terbesar abad ke-20.
Gagasannya tentang al-maslahah berperan penting dalam memajukan
pemikiran hukum Islam yang adaptif dan kontekstual, terutama dalam
menghadapi berbagai isu kontemporer yang tidak secara spesifik diatur

dalam Al-Quran dan Hadis. Melalui karyanya, ia berupaya

305 Nida Nuriyah, “Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi”,
Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam 2, No. 2 (2022): 41

306 Al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari’ah Al-1slamiyah.

307 Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi.” 201-203
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memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat berperan aktif dalam

membangun masyarakat modern yang adil dan sejahtera.®

Tepat pada akhir tahun 1942, ibunda Syaikh Ramadhan Al-Buthi
meninggal setelah menderita sakit selama bertahun-tahun. Saat itu, Syaikh
Ramadhan Al-Buthi baru berusia 13 tahun ketika kehilangan ibunda
tercintanya. Setelah itu, Syekh Mulla Ramadhan, ayahnya, menikah lagi
dengan seorang wanita salehah dari keluarganya di Turki. Dari pernikahan
kedua ini, ia dikaruniai dua putri yang diberi nama Zainab dan

Khadijah.3°

Syaikh Said Ramadhan al-Buthi meninggal dunia pada 9 Jumadil
Awal 1434 atau bertepatan 21 Maret 2013, dalam sebuah serangan bom
bunuh diri di masjid Al-lman di Damaskus, Suriah, saat ia sedang
memimpin majeliskajian rutin kitab “al-Hikam lbn Athaillah al-Sakandari.
Pembunuhannya mengejutkan banyak pihak dan menjadi simbol dari
kerumitan konflik Suriah. Hingga kini, warisan intelektual dan karya-
karyanya terus dihormati dan dipelajari oleh banyak kalangan di dunia

Islam.310

2. Batasan-Batasan Maslahah dalam Kajian Syaikh Ramadhan Al-Buthi

308 Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. “The Jurisprudence of Islamic Law In The Modern
World”. Dar Al-Fikr, 2008.

305 Moh Mufid, “Kontribusi Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi Dalam Pemikiran Hukum
Pidana Islam” 4, no. 1 (2018). 5-6

310 Nida Nuriah, “Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi:
Childfree Phenomena Perspective of The Maslahat Concept of Said Ramadhan Buthi,” Mitsagan
Ghalizan 2, No. 2 (July 12, 2023): 37-52,
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Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi menjabarkan dengan
sistematis kriteria atau batasan dhawabith untuk menilai apakah suatu
maslahah (kemaslahatan) dapat dianggap sebagai maslahah hakiki yang
sah dan dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.3! Menurut Syaikh
Ramadhan al-Buthi, suatu kemaslahatan harus memenuhi lima batasan
yang ketat, yang menjaganya agar tetap sesuai dengan tujuan syariat al-

Magasid al-Syari'ah, yang mana sebagai berikut:32

a. Maslahat Harus Berada dalam Lingkup Al-Magasid al-Syari‘ah

Maslahat yang benar harus sejalan dengan lima tujuan utama
syariat Islam, atau yang disebut al-Magasid al-Syari‘ah, yaitu
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua tindakan
atau kebijakan yang mendukung lima hal ini dianggap sebagai
maslahah, sementara tindakan yang merusaknya disebut sebagai
mafsadat.3'®> Menurut Syaikh Ramadhan al-Buthi, maslahah yang
tidak terkait dengan pemeliharaan lima aspek ini tidak dapat
dianggap sah atau memiliki legitimasi syar'i karena tidak
mencerminkan tujuan akhir dari syariat itu sendiri. Oleh karena itu,
maslahah yang sah adalah yang melindungi atau mendukung

magasid ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus

311 al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari’ah Al-1slamiyah.

312 Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi.”

313 Mufid, “Kontribusi Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi Dalam Pemikiran Hukum Pidana
Islam.” 2
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menjadi dasar bagi penerapan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai

agama.34

Dalam konteks makhluk-Nya, pemeliharaan terhadap lima
prinsip universal dalam Islam merupakan inti dari tujuan syariat.
Setiap tindakan atau kebijakan yang mengabaikan atau merusak
salah satu dari lima prinsip ini dianggap sebagai bentuk kerusakan
(mafsadah) yang harus dihindari dalam kerangka syariat Islam.
Kelima prinsip universal ini tidak berdiri sendiri, melainkan
terintegrasi dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia, Vyaitu
kebutuhan primer (daruriyyah), sekunder (hajiyyah), dan tersier
(tahsiniyyah). Pembagian ini menggambarkan urgensi dan prioritas

dalam menjaga kemaslahatan umat manusia.>!®

b. Tidak Boleh Bertentangan dengan Al-Qur'an

Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan teks atau
pemahaman yang jelas dari Al-Qur'an. Al-Buthi berpendapat bahwa
maslahah tidak bisa diprioritaskan di atas nash atau pemahaman
eksplisit dari ayat Al-Quran. la mengkritik beberapa pemikir
Muslim dan orientalis yang, menurutnya, keliru mengutamakan
maslahah atas ketentuan nash Al-Qur'an.3'® Sebagai contoh, ijtihad
dari sahabat Umar bin Khattab kadang-kadang dijadikan alasan

untuk mendahulukan maslahah atas nash, tetapi al-Buthi

314 Solikhudin, “Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadan Al-Biitf Tentang Maslahah Dan Batasan-
Batasannya.” 10

315 lbrahim, Al-Qawa id AI-Magashidiyah (Kaidah-Kaidah Magashid).

316 Safriadi and Hi, “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi.” 174
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menegaskan bahwa tindakan Umar tidak dimaksudkan untuk
mengesampingkan ayat Al-Qur'an, melainkan untuk memenuhi
kebutuhan mendesak yang ada pada konteks tertentu tanpa

mengabaikan prinsip syariat.3!’

Dalam hal ini, syaikh Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa
pernyataan tersebut merujuk pada dua aksioma utama, yaitu rasio
dan nagli. Aksioma rasio atau agli merujuk pada pemahaman tujuan
syariat yang didasarkan pada hukum-hukum syariah, yang diambil
melalui dalil-dalil terperinci. Semua dalil ini pada akhirnya harus
dikembalikan kepada Kitab Suci sebagai pedoman utama.?!® Oleh
karena itu, jika suatu maslahah mu’tabarah bertentangan dengan
Kitab Suci, maka maslahah tersebut dianggap batal dan tidak dapat
diterima dalam kerangka syariah.  Adapun aksioma nagli, al-Buti
menjelaskan bahwa prinsip ini telah dijelaskan secara eksplisit dalam
Al-Qur’an. Aksioma ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang
melibatkan maslahah harus memiliki kesesuaian dengan nash syar’i,
baik secara langsung maupun tidak langsung, karena Al-Qur’an
menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum Islam. Dengan
demikian, kedua aksioma ini saling melengkapi untuk memastikan

bahwa maslahah tetap berada dalam batasan syariah yang kokoh.

c. Tidak Boleh Bertentangan dengan Al-Sunnah

317 Fauzi, “Al-Maslahah al-Syar’iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-
Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti).” 19
318 Safriadi and Hi, “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi.”
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Menurut Syaikh Ramadhan al-Buthi, maslahah tidak boleh
bertentangan dengan al-Sunnah, yang dalam konteks ini merujuk
pada segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang
disampaikan secara muttasil (bersambung).?*® Al-Sunnah mencakup
baik hadis yang bersifat mutawatir (diriwayatkan oleh banyak perawi
sehingga tidak mungkin salah) maupun hadis ahad (diriwayatkan
oleh sedikit perawi tetapi tetap dapat diterima jika memenuhi syarat

kebenaran).3%

Kesesuaian maslahah dengan al-Sunnah menjadi syarat
mutlak, karena al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah
Al-Quran dan menjadi penjelas serta pelengkap terhadap hukum-
hukum yang terdapat dalam Kitab Suci.®?! Oleh sebab itu, setiap
klaim kemaslahatan yang bertentangan dengan al-Sunnah dianggap
tidak sah, karena bertentangan dengan dasar-dasar syariah yang telah
ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Syaikh Ramadhan Al-Buthi juga
menegaskan bahwa hubungan antara maslahah dan al-Sunnah harus
dipahami secara hakiki, yaitu memastikan bahwa maslahah benar-
benar selaras dengan ajaran Rasulullah. Jika terdapat perbedaan atau
kontradiksi, maka maslahah tersebut harus ditolak. Dengan

demikian, al-Sunnah menjadi rujukan yang menguatkan dan

319 al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari’ah Al-1slamiyah.

320 1bid., 11

321 Alimuddin, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Syeikh Said Ramadhan Al-Buthi (Analsis
Terhadap Model Penalaran Ushul Figh)” 1, no. 2 (2023).
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membatasi penerapan maslahah agar tidak melampaui batasan syar’i

yang telah ditetapkan.3??

d. Tidak Boleh Bertentangan dengan Al-Qiyas

Al-Buthi juga menjelaskan bahwa maslahah tidak boleh
bertentangan dengan al-Qiyas (analogi hukum), karena hubungan
antara maslahah dan giyas adalah umum-khusus muthlag.3?®> Semua
giyas mengandung kemaslahatan, tetapi tidak semua maslahah dapat
dipandang sebagai giyas. Menurut al-Buthi, karena maslahah dan
giyas memiliki kedudukan yang sama, jika suatu maslahah
bertentangan dengan giyas, maka salah satu di antaranya harus
dianggap gugur. Dalam pandangan al-Buthi, maslahah tidak boleh
bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dihasilkan dari analogi
hukum (qgiyas) yang sah, karena giyas sendiri adalah sarana untuk
mencapai kemaslahatan berdasarkan ketentuan yang jelas dalam Al-

Qur'an dan Sunnah.3?*

Kemaslahatan yang dimaksud juga tidak boleh bertentangan
dengan giyas. Dalam kerangka syariah, giyas memiliki fungsi
penting sebagai alat untuk menjaga maslahah dalam penerapan
hukum cabang (furu’). Qiyas menghubungkan suatu kasus baru

dengan hukum asal yang telah ditetapkan oleh syariat melalui

322 Safriadi and Hi, “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi.” 175
32 |bid., hal. 185

324 Dr. Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, M.S.I., M.M., Hukum Pidana Islam Tinjauan
Teoritis Jilid 2 (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2023).
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kesamaan illat (sebab hukum).®® Dengan demikian, giyas
memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap memiliki
landasan kuat dalam dalil-dalil syar’i. Qiyas berakar pada aksioma
nagli, yaitu dalil-dalil tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini
berbeda dengan maslahah mursalah, yang sering kali digunakan
untuk menangani persoalan yang tidak memiliki dasar langsung dari
nash atau giyas. Dalam penerapannya, giyas menjadi penghubung
antara kemaslahatan yang muncul dalam konteks hukum
kontemporer dengan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur oleh
syariat. Apabila suatu maslahah bertentangan dengan hasil giyas,
maka maslahah tersebut dianggap tidak sah, karena bertentangan
dengan metode yang telah ditetapkan untuk menjaga konsistensi
hukum Islam. Dalam pandangan ini, giyas tidak hanya menjaga
integritas syariah, tetapi juga memberikan batasan bagi penggunaan

maslahah agar tidak menyimpang dari dalil-dalil yang ada.3?

e. Tidak Boleh Bertentangan dengan Kemaslahatan yang Lebih Tinggi
dan Lebih Kuat

Batasan terakhir yang diberikan al-Buthi adalah bahwa

maslahah yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan

kemaslahatan lain yang lebih tinggi, lebih kuat, atau selevel

325 Nurul Irfan dan Masyrofah, Figih Jinayat, 1st Ed. (Jakarta: AMZAH, 2013).
326 Safriadi and Hi, “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi.”,
“Kajian terhadap pemikiran Ibn ‘Asyur dan Sa’id ramadhan Al-Buthi”. 180
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dengannya.®?’  Artinya, ketika suatu maslahah berpotensi
menyebabkan konflik dengan kemaslahatan lain yang lebih besar
atau setara, maka maslahah tersebut harus dihindari atau
ditinggalkan.®® Prinsip ini dimaksudkan untuk menghindari
pengorbanan kemaslahatan yang lebih luas atau penting demi
keuntungan yang lebih kecil. Dengan kata lain, setiap penerapan
maslahah harus memperhitungkan keseluruhan dampaknya terhadap
tatanan hukum dan sosial, dan memprioritaskan kemaslahatan yang

memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Prinsip ini menegaskan bahwa syariat Islam dirancang untuk
membawa manfaat yang menyeluruh dan tidak saling bertentangan,
baik dalam lingkup individu maupun masyarakat. Jika suatu
maslahah bertentangan dengan atau meniadakan maslahah lain yang
memiliki nilai lebih besar atau sama pentingnya, maka maslahah
tersebut tidak dapat diterima dalam kerangka syariat.3?® Dalam
syariah Islam, semua hukum yang ditetapkan harus selaras dengan
kemaslahatan para hamba Allah dan bertujuan untuk menjaga
keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Pernyataan ini
didasarkan pada hasil istiqra’ (penelitian mendalam) terhadap Al-

Qur’an, al-Sunnah, dan kesepakatan ulama, yang semuanya

327 al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari’ah Al-1slamiyah.

328 Safriadi and Hi, “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi.” 186
329 Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan
Hukum Islam.



139

menunjukkan bahwa syariat tidak pernah menciptakan konflik antara

satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lainnya.3*°

Secara keseluruhan, Syaikh al-Buthi menekankan bahwa
penerapan al-maslahah tidak bisa bebas tanpa batasan; ia harus tetap
berada dalam kerangka syariah dan mematuhi prinsip-prinsip yang
terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.3!
Melalui pendekatan ini, Syaikh Ramadhan al-Buthi berhasil
memberikan dasar teoretis yang kuat untuk menerapkan maslahah
dalam konteks-konteks hukum modern yang beragam, sehingga
prinsip syariah tetap relevan dan mampu menanggapi permasalahan

yang berkembang.3%2

3. Konsep Diversi Perspektif Maslahah Syaikh Ramadhan al-Buthi

Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam Undang-
Undang No. 11 tahun 2012 telah mengalami pergantian dari Undang-
Undang sebelumnya mengenai pengadilan Anak No. 30 Tahun 1997.
Perubahan Undang-Undang ini telah membawa perubahan yang
mendasar mengenai pendekatan penyelesaian perkara pidana anak di
Indonesia. Pendekatan yang sebelumnya berorientasi pada konsep
Retrebutive Justice yang berfokus pada pemberian hukuman setimpal,

beralih pada paradigma Restorative Justice, yang bertujuan untuk

330 Nuriah, “Fenomena Childfree Perspektif Konsep Maslahat Said Ramadhan Buthi.”

331 al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari’ah Al-1slamiyah.

32 Muhammad, Rafiq Yahya. “An Analytical Study Of The Concept Of Maslahah In
Contemporary Islamic Jurisprudence: The Case Of Al-Buti's Approach”, Jurnal Islamic Legal
Studies, Vol. 17, 2015.
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memulihkan keadaan anak, baik bagi anak yang melakukan tindak
pidana, korban ataupun masyarakat.>*® Restorative Justice juga lebih
melibatkan  pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk
menyelesaikan perkara secara kolaboratif, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 6 UU SPPA.33

Perubahan paradigma yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak juga terlihat mengenai penerapan mekanisme Diversi, yaitu proses
penyelesaian perkara pidana anak, yang mengalihkan penyelesaian
perkara dari sistem peradilan formal ke luar pengadilan. Diversi
diwajibkan pada semua tingkatan proses peradilan, dari penyidikan
hingga pengadilan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1). Namun, diversi hanya
berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun
dan tidak diterapkan pada residivis.*®

Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
memeberikan ruang pemikiran terhadap masyarakat dalam menilai
kebutuhan hak-hak anak dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban
masyarakat. Maka dalam hal ini, perlunya analisis yang dapat difokuskan
mekanisme diversi dan konsep Restorative Justice dengan menggunakan

kerangka lima batasan maslahah sebagaimana yang dirumuskan oleh

333 Patoni, Abdul Gani, And Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.” 4

334 1bid., 6

3%5 Mimi, Pello, And Medan, “Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah
Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” 4
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Syaikh Ramadhan al-Buthi.®3® Analisis ini bertujuan untuk mengkaji
sejauh mana penerapan diversi dan Restorative Justice memenuhi kelima
batasan tersebut, dan dapat dinilai bahwa kebijakan hukum yang
ditetapkan merupakan kemaslahatan yang hakiki dengan memperhatikan
aspek-aspek maslahah yang harus dipenuhi dengan penuh kehati-hatian,
yaitu: kesesuaian dengan maqasid al-shari’ah, tidak bertentangan dengan
Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan
giyas, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi
atau setara.®*” Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat
diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan
mekanisme Diversi dalam perspektif hukum Islam dan kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip syariat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan
keamanan sosial.3%
a. Kesesuaian Diversi dengan Magqasid al-Shari‘ah
Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak di
Indonesia, yang ditekankan melalui pendekatan restorative justice,
secara jelas selaras dengan prinsip Magasid al-Shari'ah. Dalam
syariat Islam, maqgasid bertujuan untuk melindungi lima unsur
fundamental: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl),

dan harta (mal).3*° Berikut analisisnya berdasarkan setiap elemen

336 Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ishag Al-Sheikh, Lubaabut Tafsir Min lbni Katsiir.
116

337 Safriadi and Hi, “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi.” 174
38 Alimuddin, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Syeikh Said Ramadhan Al-Buthi (Analsis
Terhadap Model Penalaran Ushul Figh).”

339 Safriadi and Hi, “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi.” 162



142

magasid, disertai dalil dari Al-Qur'an dan hadits serta penjelasan

relevansinya.

Diversi menjaga jiwa (nafs) dengan mencegah anak dari
dampak negatif yang timbul dari sistem peradilan pidana formal,
seperti stigma sosial atau trauma psikologis akibat penahanan.®*
Dengan menggunakan pendekatan musyawarah yang melibatkan
pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, diversi berfokus pada

pemulihan keadaan sosial pelaku dan korban.®*! Hal ini sejalan

dengan perintah Allah dalam QS. Al-Bagarah: 195, yang berbunyi:
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Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

kebinasaan.”3*?

Begitu juga dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan:
SEEBYRY

Artinya: “Tidak boleh ada bahaya (merugikan diri sendiri) dan tidak boleh

pula saling membahayakan). (HR. Ibnu Majah, no. 2340)3

340 Alin Pratama and Panjaitan, “Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana.” 2

341 |bid., 3

342 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya.

343 lbnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
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Dalam hadits ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang
membawa dampak buruk harus dihindari, termasuk menghindarkan
anak dari kerusakan psikologis dan sosial akibat proses peradilan
formal. Dalam pandangan hukum Islam, menjaga jiwa bukan hanya
berarti melindungi fisik, tetapi juga mencakup aspek mental dan

spiritual, yang keduanya menjadi fokus diversi.

Diversi juga melindungi akal (agl) dengan memberikan
kesempatan kepada anak untuk tetap bersekolah atau mengikuti
pelatihan keterampilan di luar sistem peradilan pidana formal.®* Hal
ini penting untuk menghindarkan anak dari potensi kerusakan
intelektual yang dapat timbul akibat terisolasi di lembaga
pemasyarakatan.®*® Dalam syariat Islam, akal adalah anugerah yang
harus dilindungi, Hadis Rasulullah SAW juga mendukung

perlindungan terhadap akal, sebagaimana sabdanya:

w - < 4
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Artinya: “Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan

kami” (HR. Muslim, no. 102)34

Dijelaskan dalam hadis ini mendukung tentang pentingnya

pendidikan dan keterampilan yang mendukung moralitas dan

344 Hengkengbala, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia.” 14

345 Nikmah Rosidah, “Sistem Peradilan Pidana Anak,” N.D. 37

36 Muslim, Kitab Al-Iman, 2nd ed. (Beirut: Dar Ihya’ At-Turath Al-Arabi, 1991).
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kemampuan berpikir yang benar. Diversi, dalam konteks ini,
memastikan bahwa anak tidak hanya bebas dari lingkungan negatif
tetapi juga diberdayakan untuk menjadi individu yang produktif,
menjaga keutuhan akal mereka dari hal-hal yang dapat

membahayakan pertumbuhan intelektual dan moralnya.3*’

Selanjutnya, diversi menjaga keturunan (nasl) dengan
melibatkan keluarga dalam proses pemulihan anak.>*® Dalam Islam,
keluarga memiliki peran penting dalam melindungi dan
membimbing anggota-anggotanya, sebagaimana ditegaskan dalam

QS. At-Tahrim: 6

55ty 20T s 351,00 @/B ("<"‘2‘ T, 1,00 0T (0
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka.”34°

Dengan memberikan solusi berbasis keluarga, diversi
memastikan bahwa anak tidak tercerabut dari dukungan keluarga
yang stabil.®*® Restorasi hubungan keluarga melalui diversi

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk berkembang

347 Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak. 36

348 Mimi, Pello, And Medan, “Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah
Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” 4

349 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya.

30 Mimi, Pello, And Medan, “Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah
Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” 6
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secara emosional dan moral, yang pada akhirnya melindungi nilai-

nilai keluarga sebagai pilar penting dalam masyarakat Islam.

Diversi juga memberikan perlindungan terhadap harta (mal)
melalui mekanisme ganti rugi kepada korban yang dirugikan akibat
tindak pidana anak.®®? Hal ini menghidupkan kembali nilai keadilan
yang menjadi inti hukum Islam. Dalam QS. An-Nisa: 29, Allah

berfirman:

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu

dengan jalan yang batil.”’3%3

Diversi memungkinkan penyelesaian konflik dengan cara
yang adil, seperti pemberian kompensasi, sehingga mencegah
kerugian lebih lanjut bagi korban sekaligus mendidik pelaku untuk
menghargai hak orang lain.*** Proses ini mencerminkan nilai-nilai
Islam yang mendukung perdamaian dan keseimbangan dalam
kehidupan bermasyarakat. Yang tak kalah penting, Diversi

melindungi agama (din) dengan memulihkan anak ke jalur

%1 Alin Pratama And Panjaitan, “Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana.” 3

352 Patoni, Abdul Gani, And Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.” 18

358 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya.

354 Rosidah, “Sistem Peradilan Pidana Anak.” 40
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kehidupan yang benar melalui pendidikan moral dan agama. Hal ini

didukung oleh firman Allah dalam QS. Adh-Dhariyat: 56

Oskad V| YTy BT Ll g

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”3%®

Sebagaimana Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyatakan
yang artinya: “Agama adalah nasihat” (HR. Muslim, no. 55)*¢, Dalam
hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya menanamkan nilai-nilai
agama melalui pembelajaran dan praktik langsung. Dengan
memberikan alternatif terhadap hukuman formal, diversi membuka
peluang bagi anak untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri
kepada Allah.®” Dalam proses ini, nilai-nilai Islam diajarkan kepada
anak untuk membentuk karakter mereka agar lebih taat dan
bertanggung jawab, memastikan bahwa agama tetap menjadi

landasan utama dalam kehidupan mereka.3%®

Dengan ini, jelas bahwa konsep diversi yang diterapkan di
Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 selaras

dengan Magasid al-Shari‘ah. Konsep ini tidak hanya menjaga lima

3% Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya.

3% Muslim, Sahih Muslim, 2nd ed. (Beirut: Dar Thya’ At-Turath Al-Arabi, 1991).

357 Handayani, “Diversi Penyalagunaan Narkotika Terhadap Anak.” 2

38 M. Irwan Zamroni Ali, Ishaq Ishag, And Muhammad Faisol, “Tuntutan Maslahah Dan Problem
Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,” Al Qalam: Jurnal Ilmiah
Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, No. 1 (January 16, 2023):3
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elemen fundamental syariat, tetapi juga mengadopsi prinsip al-shulh
(perdamaian) yang dianjurkan dalam Islam.®*® Diversi memfasilitasi
proses pemulihan sosial yang mendukung reintegrasi anak ke
masyarakat secara harmonis, memastikan keadilan bagi korban, dan
mendidik pelaku tanpa menimbulkan kerusakan lebih lanjut.>®
Dalam konteks ini, diversi adalah salah satu bentuk nyata mashlahah

yang membawa manfaat besar, baik di dunia maupun akhirat.

b. Kesesuaian Konsep Diversi dengan Al-Qur'an

Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
bertujuan memberikan penyelesaian alternatif atas perkara anak yang
berhadapan dengan hukum.*®! Dengan pendekatan restorative
justice, diversi berupaya menghindarkan anak dari stigma negatif
dan dampak buruk sistem peradilan formal.*®? Dalam konteks hukum
Islam, maslahah yang menjadi dasar diversi harus tunduk pada
syariat Islam, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an maupun
sunnah Rasulullah. Diversi juga harus mematuhi batasan ketentuan
hukum qath’i yang telah ditetapkan secara eksplisit.>®® Diversi yang

diterapkan  melalui musyawarah dan upaya perdamaian

39 Sulhanuddin And Karmuji, “Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek Menurut Hukum
Islam,” Hoki: Journal Of Islamic Family Law 1, No. 1 (2023).

30 Hengkengbala, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di
Indonesia.” 14

%1 Eleanora, “Analisis Pemidanaan Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa).” 8

%2 Ibid., 9

363 Patoni, Abdul Gani, And Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.” 18
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mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diperintahkan dalam

QS. Al-Maidah: 49

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu mereka.” Ayat ini menegaskan bahwa keputusan hukum
harus didasarkan pada ajaran Allah dan tidak menyimpang karena
pengaruh nafsu manusia. Konsep diversi mengacu pada upaya
musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk
menghasilkan solusi yang berkeadilan dan bermanfaat bagi semua

pihak. 364

Pelaksanaan diversi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UU
SPPA wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara di pengadilan.®®® Namun, diversi dibatasi pada
kasus-kasus dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun penjara
dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana. Hal ini memastikan
bahwa diversi tidak diterapkan pada tindak pidana berat, seperti zina,
pencurian besar, atau pembunuhan, yang hukumnya telah ditentukan

secara tegas dalam Al-Qur'an, misalnya tentang hukuman zina dan

364

Handayani, “Diversi Penyalagunaan Narkotika Terhadap Anak.” 4

365 Shafira et al., Sistem Peradilan Pidana. 7
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hukuman pencurian. Dalam perspektif hukum Islam, diversi
mencerminkan nilai-nilai al-shulh (perdamaian) yang diperbolehkan
selama tidak bertentangan dengan nash yang qath’i. Hal ini sesuai

dengan QS. An-Nisa: 58:
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amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkannya dengan adil.” Diversi bertujuan untuk memulihkan
hubungan antara korban dan pelaku, memberikan tanggung jawab
kepada pelaku untuk memperbaiki keadaannya, dan mencegah

dampak buruk bagi anak akibat proses peradilan formal.36®

Konsep Diversi juga didukung oleh hadis Rasulullah SAW,
seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah
bersabda kepada Mu'adz bin Jabal yang artinya: “Jika engkau tidak
menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka berijtihadlah
dengan akalmu.”®’ Diversi, meskipun merupakan inovasi hukum
modern, tetap berdasarkan pada ijtihad kolektif untuk mewujudkan

keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, hadith lain menyebutkan,

36 Faisal Faisal and Derita Prapti Rahayu, “Reformulasi Syarat Diversi: kajian Ide Dasar Sistem
Peradilan Pidana Anak,” Masalah-Masalah Hukum 50, no. 3 (July 31, 2021): 331-38,
367 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).
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“Tidak ada bahaya dan tidak boleh membuat bahaya” (HR. Ibnu
Majah), yang menekankan pentingnya mencegah kerugian atau
bahaya yang lebih besar, termasuk dampak negatif pada psikologi

anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi juga memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara
memperhatikan nilai-nilai moral dan hukum vyang berlaku,
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU SPPA.3%®
Musyawarah yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan
anak dan korban, serta tidak melanggar norma kesusilaan, kepatutan,
dan aturan hukum.®®® Dengan pembatasan tersebut, diversi tidak
digunakan untuk mengabaikan atau melanggar ketentuan syariat,

melainkan mendukung terciptanya keadilan yang lebih humanis.

Menurut Syaikh Ramadhan al-Buthi, maslahah sebagai bentuk
yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi diakui
melalui tujuan syariat hanya dapat diterima jika tidak bertentangan
dengan dalil qath’i dan tetap dalam batasan maqasid al-shari’ah.*"
Diversi, yang tidak menyimpang dari hukum qath’i seperti hudud,
merupakan maslahah yang diakui sebagai bentuk kemaslahatan

sosial untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan

368 Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan” Iii, No. 8 (2016). 73-
85

369 Israr Hirdayadi And Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam,” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum
6, No. 2 (December 4, 2018), 7

370 Abd Syatar And Achmad Abubakar, Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti:
Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia, Cetakan Pertama (Samata,
Gowa: Alauddin University Press, 2020). 19
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masyarakat.>"* Al-Buthi juga menegaskan bahwa maslahah mursalah
harus relevan dengan tujuan syariat dan tidak boleh didasarkan pada
hawa nafsu atau alasan spekulatif yang tidak memiliki dasar hukum

yang kuat.3"

Dengan demikian, diversi memenuhi kriteria maslahah
mursalah karena ia memberikan manfaat nyata kepada anak, korban,
dan masyarakat tanpa melanggar ketentuan Al-Qur'an maupun
sunnah. Konsep ini tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga
menjadi refleksi nyata dari ijtihad hukum modern yang menjaga
keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepatuhan
terhadap hukum ilahi.3® Diversi, oleh karenanya, merupakan bentuk
maslahah yang sah dan relevan dalam konteks sistem hukum

Indonesia.

c. Kesesuaian Konsep Diversi dengan Sunnah
Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak, seperti
yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bertujuan
untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses formal ke
proses berbasis musyawarah dan keadilan restoratif. Berdasarkan

batasan ketiga menurut al-Buthi, maslahah yang mendasari konsep

371 Hengkengbala, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di
Indonesia.” 14

372 |brahim, Al-Qawa'id Al-Magashidiyah (Kaidah-Kaidah Magashid). 96

373 Hirdayadi And Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan
Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” 17
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diversi ini tidak boleh bertentangan dengan Sunnah. Sunnah yang
dimaksud adalah segala ketetapan Rasulullah SAW yang bersifat
mutawatir maupun ahad, dengan catatan sunnah ahad harus memiliki
legitimasi dan memenuhi kriteria kesahihan menurut jumhur

ulama.’™

Dalam Sunnah Rasulullah SAW, penyelesaian perkara
melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian sangat dianjurkan
selama tidak melanggar ketentuan yang qath’i. Salah satu hadith
yang relevan adalah hadith dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah

SAW bersabda

—n
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Artinya:“Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali
perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang

halal” (HR. Abu Dawud, no. 3594).57

Isi dalam hadis ini menegaskan bahwa selama perdamaian tidak
melanggar ketentuan syariat, maka hal tersebut dianjurkan. Dalam
konteks diversi, perdamaian antara anak pelaku dan korban

mencerminkan nilai-nilai ini sebagaimana diwujudkan dalam Pasal 9

374 Safriadi And Hi, “Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi.”
173
375 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-1imiyyah, 1996).
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UU SPPA, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan diversi harus

mempertimbangkan norma kesusilaan dan kepatutan.3'

Selain itu, sunnah Rasulullah SAW juga menekankan
pentingnya menghindarkan hukuman yang berpotensi menimbulkan
kerugian yang lebih besar. Sebagaimana yang telah tertera dalam
hadis yang Artinya: “Hindarkanlah hukuman hudud dari kaum
muslimin sejauh yang kalian mampu. Jika ditemukan alasan untuk
membebaskannya, maka bebaskanlah. Sebab seorang pemimpin
lebih baik keliru memberikan maaf daripada keliru memberikan
hukuman”.3’" Dalam hadis ini, terdapat prinsip yang mendukung
penerapan diversi, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari
dampak buruk sistem peradilan formal, seperti stigma sosial dan
gangguan psikologis. Pasal 6 UU SPPA juga menggarisbawahi
bahwa diversi bertujuan untuk menghindari penahanan dan
memberikan rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan

anak.®"®

Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversi hanya dapat

diterapkan pada tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah

376 Nisfawati Laili Jalilah, “Konsep Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak,” Al-lhkam
Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah lain Mataram 15, No.
1 (March 20, 2024): 6

377 1bn Hajar Al-Asgalani, Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Fikr,
1994).

378 Mubarok, Sistem Peradilan Pidana Anak. 78
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tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.®”® Hal ini selaras
dengan prinsip Sunnah, karena diversi tidak diterapkan pada tindak
pidana berat seperti zina atau pencurian besar, yang hukumannya
telah ditetapkan secara qath’i dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
Ketentuan ini mencegah penyimpangan dari sunnah yang memuat
batasan tegas mengenai hukuman hudud. Pasal 8 UU SPPA juga
menegaskan bahwa diversi harus dilakukan melalui musyawarah
antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait, untuk mencapai

kesepakatan yang memenuhi rasa keadilan.3®

Proses Diversi yang melibatkan musyawarah dan
kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat
mencerminkan semangat Sunnah yang mendukung penyelesaian
masalah secara damai dan kolektif.%®! Rasulullah SAW sendiri dalam
berbagai  kesempatan  menyelesaikan  perselisihan  melalui
musyawarah, sebagaimana diceritakan dalam hadith terkait
penempatan Hajar Aswad di Ka'bah. Dalam konteks hukum modern,
hal ini menjadi dasar filosofi restorative justice yang diterapkan

dalam diversi, seperti yang diatur dalam Pasal 5 UU SPPA, yang

379 Eleanora, “Analisis Pemidanaan Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa).” 10

30 Irwan Irwan, “Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Narkotika,” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 3 (July 1, 2020), 9

%l Arista Candra Irawati, “Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal IImiah Dunia Hukum, April 8, 2021, 84,
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menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak didasarkan pada

prinsip keadilan restoratif.38?

Sunnah juga mendukung perlindungan hak anak. Dalam
sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW
bersabda yang Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap
pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(H.R Bukhari, no. 893).3 Diversi, yang melibatkan keluarga dan
masyarakat dalam proses rehabilitasi anak, menempatkan tanggung
jawab ini dalam kerangka perlindungan terhadap anak, sebagaimana
diamanatkan oleh sunnah. Pasal 11 UU SPPA lebih lanjut mengatur
tentang peran masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi dan

reintegrasi anak pelaku.384

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep diversi yang diatur
dalam UU SPPA sepenuhnya sesuai dengan batasan maslahah
menurut  Sunnah. Sunnah mendukung proses perdamaian,
pencegahan hukuman yang merugikan, dan perlindungan hak-hak
anak selama tidak melanggar hukum qath’i. Diversi mencerminkan
nilai-nilai sunnah dalam penyelesaian masalah secara damai, adil,

dan memperhatikan kemaslahatan individu serta masyarakat.3%

32 Tania Novelin, “Perlindungan Hukum Melalui Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak
Pidana” 11, no. 7 (2023). 4

383 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih AL-Bukhari, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997).

384 Novelin, “Perlindungan Hukum Melalui Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.”
9

385 Jalilah, “Konsep Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak.”6
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Dengan demikian, diversi dapat dianggap sebagai penerapan

maslahah mursalah yang sah dalam kerangka hukum Islam.

Menurut Syaikh al-Buthi, maslahah mursalah adalah bentuk
maslahah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi
tetap diakui selama relevan dengan maqasid al-shari'ah dan tidak
bertentangan dengan hukum qath’i atau Sunnah.3®® Diversi maupun
konsep restorative justice memenuhi kriteria ini  karena
mengutamakan  perlindungan anak dan masyarakat, serta
memberikan solusi yang adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
syariat. Dengan memenuhi batasan yang ditetapkan, diversi dapat
diterima sebagai maslahah mursalah yang relevan dan sah dalam
sistem hukum Islam, serta menjadi model modern yang
mengintegrasikan nilai-nilai Sunnah dengan kebutuhan hukum

kontemporer.38’

d. Kesesuaian Konsep Diversi dengan Qiyas
Diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bertujuan untuk
mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur formal ke proses
alternatif melalui musyawarah berbasis pendekatan keadilan
restoratif.3®® Berdasarkan batasan keempat menurut al-Buthi,

maslahah yang mendasari konsep ini tidak boleh bertentangan

386 Al-Buthi, Dhawabit Al-Maslahah Fi Asy-Shari’ah Al-1slamiyah.

387 Hayati And Hidayat, “Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa’id Ramadhan Al-B{thi Dalam
Masalah-Masalah Kontemporer.”

38 Handayani, “Diversi Penyalagunaan Narkotika Terhadap Anak.” 2
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dengan giyas shahih. Qiyas dalam hukum Islam merupakan metode
analogi yang menghubungkan hukum baru dengan hukum asal
berdasarkan kesamaan illat. Oleh karena itu, maslahah yang
bertentangan dengan giyas dianggap tidak sah karena giyas menjaga

konsistensi hukum syariat.38°

Diversi dengan tujuan menghindarkan anak dari dampak
buruk proses peradilan formal, dapat dianalogikan dengan konsep
syura (musyawarah) dalam Islam yang bertujuan mencapai
perdamaian dan keadilan.®®® Dalam hal ini, giyas shahih digunakan

dengan empat rukun utama:

1) Ashl (Hukum Asal): Hukum asal dalam giyas ini adalah konsep
syura yang digunakan dalam syariat untuk menyelesaikan
konflik melalui musyawarah, sebagaimana disebutkan dalam

QS. Asy-Syura: 38:

s ) _ P
SICRFTRCE IURTERNJIC

“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara

mereka.”3%

2) Far'u (Hukum Baru): Faru dalam Kkonteks ini adalah

penerapan diversi sebagai mekanisme alternatif dalam

389 Dr. Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, M.S.I., M.M., Hukum Pidana Islam Tinjauan
Teoritis Jilid 2.

30 Hirdayadi And Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan
Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” 5

391 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya.
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menyelesaikan perkara pidana anak. Diversi diformulasikan
sebagai solusi modern yang bertujuan mencapai harmoni sosial.
3) Hukm al-Ashl (Hukum yang Berlaku pada Asal): Hukm al-
Ashl di sini adalah kebolehan menyelesaikan konflik melalui
musyawarah selama tidak melanggar prinsip syariat, seperti
yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW: “Perdamaian itu
diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian
yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”
(HR. Abu Dawud, no. 3594).39
4) ‘Illat al-Hukm (Sebab Hukum): Illat yang menghubungkan
hukum asal dengan hukum baru adalah pentingnya menciptakan
keadilan restoratif melalui perdamaian, menghindarkan
kerusakan yang lebih besar, dan melindungi individu yang
rentan seperti anak-anak.
Dalam konsep diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU
SPPA, proses musyawarah yang melibatkan anak pelaku, korban,
keluarga, dan pihak lain terkait bertujuan untuk mencapai
kesepakatan damai yang mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan
keadaan sosial. Hal ini sesuai dengan illat dalam giyas, yakni

menjaga harmoni sosial dan keadilan.3%

392 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).
393 Suryantoro, “Tinjauan yuridis diversi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012.”
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Penerapan diversi juga mencerminkan giyas shahih dalam
memberikan perlakuan yang berbeda antara anak-anak dan orang
dewasa. lllat dari perbedaan ini adalah ketidaksempurnaan akal dan
tanggung jawab moral pada anak dibandingkan orang dewasa,

sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW

’._,0/"5/ *Q/ s? ?// _ :o/ “&/ & ?/ .../:. /:. ?/ }/f. PRV
biizng o U e ‘r@ée"igd‘u‘ AW 5 a8

GEEMCRPE RS

Artinya: “Pena diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga
ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia

sadar” (HR. Abu Dawud, no. 4403)%%

Oleh karena itu, diversi diterapkan sebagai alternatif yang sesuai
dengan kebutuhan rehabilitasi anak, bukan penghukuman. Proses
diversi yang diatur dalam Pasal 12 UU SPPA mencakup musyawarah
antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Proses ini
dirancang untuk memulihkan hubungan sosial, yang dianalogikan

dengan mekanisme sulh (perdamaian) dalam Islam. Illat dari sulh

3% Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
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adalah tercapainya keadilan tanpa pelanggaran terhadap hak-hak

syariat.3® Sebagaimana tercermin dalam hadis yang menyebutkan

—n

Lf:\;..;-ﬂ.;- ‘4 2 sjl/,'//la }3‘:;},:33;\-;7} 3 ‘
Artinya: “Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum Muslimin,
kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau

mengharamkan yang halal” (HR. Abu Daud, no. 3594)3%

Diversi ini juga sejalan dengan Pasal 11 UU SPPA, yang
menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung
reintegrasi anak pelaku ke dalam kehidupan sosial, sesuai dengan

prinsip syariat yang mendorong tanggung jawab kolektif.3%

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa
diversi dalam sistem peradilan pidana anak tidak bertentangan
dengan prinsip qiyas, karena illat yang mendasarinya adalah
perlindungan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan
pemulihan keadaan sosial melalui pendekatan keadilan restoratif.
Dalam pandangan Syaikh Ramadhan al-Buthi, maslahah dapat
diterima selama tidak bertentangan dengan giyas shahih, dan diversi
memenuhi Kriteria ini. Penerapan diversi mencerminkan hubungan

umum-khusus antara giyas dan maslahah, di mana giyas menjadi

395 Abd. Rahman, “Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah,” Jurnal IImiah Ekonomi Islam 7, No. 2 (July 1, 2021), 3

3% Dawud, Sunan Abu Dawud, 1999.

397 Jalilah, “Konsep Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak.” 4
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landasan untuk memastikan bahwa setiap keputusan tetap dalam

koridor syariat.3%

Sebagai bagian dari maslahah, diversi menawarkan solusi
yang relevan dalam konteks modern tanpa menyimpang dari prinsip-
prinsip hukum Islam. Dengan demikian, diversi dapat dianggap
sebagai bentuk maslahah yang sah menurut al-Buthi, yang berfungsi
untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kontemporer dan
nilai-nilai syariat. Hal ini menjadikan diversi sebagai model
penerapan hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan

ketentuan giyas shahih dalam hukum Islam.39°

e. Kesesuaian Konsep Diversi tidak Melampaui Maslahah yang
Lebih Tinggi, Lebih Kuat, atau yang Setingkat
Konsep diversi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU
SPPA), mengadopsi pendekatan restorative justice dengan tujuan
utama untuk melindungi anak dari dampak buruk sistem peradilan
pidana formal. Berdasarkan batasan kelima menurut al-Buthi,
maslahah yang mendasari konsep diversi yang tidak boleh
bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi, lebih kuat,
atau setara.*® Artinya, jika penerapan diversi bertentangan dengan

kemaslahatan yang lebih besar, maka penerapannya harus ditinjau

398 Safriadi and Hi, “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi.” 183
%9 Shafira et al., Sistem Peradilan Pidana. 19
400 Safriadi and Hi, “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi.” 177
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ulang. Penilaian ini dapat dilihat dari beberapa dimensi, seperti nilai
intrinsik maslahah, cakupannya, dan keberhasilannya dalam

mencapai tujuan syariah.*0!

Diversi memberikan prioritas pada perlindungan anak, seperti
yang diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, yang menyebutkan asas
pelindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi
anak, dan penghargaan terhadap hak-hak anak.“®? Dalam kerangka
syariah, hal ini selaras dengan maqasid al-shari’ah yang
memprioritaskan perlindungan jiwa (nafs) dan akal (aql),

sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Isra: 70:

)
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“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,”*%3

Isi dalam kandungan ayat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya
penghormatan terhadap manusia, termasuk anak-anak. Diversi juga
menghindarkan anak dari stigma sosial yang dapat merusak masa
depannya. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam sebuah hadis

yang berbunyi:

401 Hirdayadi and Susanti, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan
Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” 19

402 patoni, Abdul Gani, And Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.” 5

403 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya.
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Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan
dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. al-

Bukhari, no. 893).404

Dengan menerapkan diversi, tanggung jawab orang tua,
masyarakat, dan sistem hukum dalam melindungi anak dapat
terpenuhi, tanpa melibatkan hukuman yang merugikan kemaslahatan
anak. Menurut Pasal 6 UU SPPA, diversi bertujuan untuk
mendorong perdamaian antara korban dan pelaku, menghindarkan
anak dari perampasan kemerdekaan, dan mempromosikan partisipasi
masyarakat.*® Prinsip ini juga memprioritaskan pemulihan keadaan
sosial dan rehabilitasi anak pelaku, tanpa meniadakan hak korban
untuk memperoleh keadilan. Kemaslahatan ini lebih tinggi
dibandingkan dengan pendekatan retributif yang hanya berfokus
pada pembalasan. Namun, diversi tidak dapat diterapkan pada tindak
pidana yang memiliki ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun atau
merupakan tindak pidana berulang, sebagaimana diatur dalam Pasal
7 UU SPPA.*% pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa

penerapan diversi tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang

404 Dahlan, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya.
495 Mubarok, Sistem Peradilan Pidana Anak. 79
408 Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak.” 96
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lebih luas, seperti keadilan publik dan perlindungan masyarakat dari

tindak pidana berat.*%’

Dalam proses diversi, pendekatan restorative justice
memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku,
korban, dan masyarakat, mendapatkan keadilan yang proporsional.
Proses ini diatur dalam Pasal 8 UU SPPA, yang menjelaskan bahwa
musyawarah dalam diversi harus melibatkan orang tua pelaku,
korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.
Proses ini menunjukkan bahwa kemaslahatan individu (anak pelaku)
tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat

(pemulihan hubungan sosial dan keadilan).*%

Prinsip ini sesuai dengan batasan yang diberikan Syaikh
Ramadhan al-Buthi, yaitu tidak mengorbankan kemaslahatan lebih
tinggi demi kemaslahatan individu. Dengan melibatkan masyarakat
dan keluarga dalam proses diversi, kemaslahatan kolektif dapat

terwujud tanpa mengabaikan hak-hak individu.4%°

Maka dari itu, konsep diversi dalam sistem peradilan pidana
anak sesuai dengan batasan kelima maslahah mursalah menurut
Syaikh Ramadhan al-Buthi. Diversi memprioritaskan perlindungan
anak sebagai kemaslahatan utama, tanpa bertentangan dengan

kemaslahatan lebih tinggi, seperti keadilan sosial dan perlindungan

407 Mubarok, Sistem Peradilan Pidana Anak. 84
408 Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak.” 93
409 Maimun Nawawi, Reformasi Pemikiran Hukum Islam (Surabaya: Pena Salsabila, 2013). 139



165

masyarakat.*!® Dengan demikian, diversi dapat diterima sebagai
maslahah yang relevan dalam konteks hukum modern dan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariat Islam.*!! Hal ini memperkuat posisi
diversi sebagai mekanisme yang tidak hanya efektif tetapi juga
mencerminkan nilai-nilai  universal syariat untuk mencapai

kemaslahatan menyeluruh bagi individu dan masyarakat.

Berdasarkan analisis secara menyeluruh dari batasan
maslahah menurut al-Buthi, konsep diversi, termasuk dalam kasus
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, dapat
diterima sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang sah dan
relevan dalam hukum Islam. Diversi dalam konteks ini tetap berada
dalam kerangka maqasid al-shari’ah, melindungi hak-hak anak
sebagai individu yang rentan, sambil menjaga harmoni sosial melalui
pendekatan keadilan restoratif.*'? Dengan syarat diversi diterapkan
pada tindak pidana yang tidak melibatkan hukuman hudud atau
gishash dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 7 UU SPPA, mekanisme

ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.*!3

410 Handayani, “Diversi Penyalagunaan Narkotika Terhadap Anak.” 5

411 Hirdayadi And Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan
Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” 19

412 Hirdayadi And Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan
Tinjauannya Menurut Hukum Islam.” 20

413 Patoni, Abdul Gani, And Rasito, “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.” 17
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Tindak pidana narkotika oleh anak-anak memenuhi batasan
maslahah yang pertama hingga kelima. Dalam batasan pertama,
diversi menunjukkan upaya nyata untuk melindungi jiwa (nafs), akal
(aql), dan keturunan (nasl) anak dari kerusakan yang lebih besar
akibat stigma sosial dan dampak negatif lingkungan peradilan pidana
formal.** Dalam konteks tindak pidana narkotika, mekanisme ini
mendorong rehabilitasi dan edukasi, yang secara langsung menjaga
akal dan masa depan anak. Dalam batasan kedua dan ketiga, diversi
tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah. Firman Allah

dalam QS. An-Nisa: 58:
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya,” menguatkan prinsip keadilan
yang diterapkan dalam proses diversi. Hadith Rasulullah SAW
tentang menghindarkan hukuman yang merugikan juga mendukung

perlakuan alternatif yang sesuai untuk anak.

Berdasarkan batasan keempat, diversi dalam kasus narkotika
dapat dianalogikan (giyas) dengan proses sulh dalam Islam, yang

berfokus pada perdamaian dan pemulihan tanpa melanggar ketentuan

44 Trwan Irwan, “Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Narkotika,” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 3 (July 1, 2020), 8
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syariat. Qiyas shahih ini menjelaskan bahwa rehabilitasi anak pelaku
lebih penting daripada hukuman yang cenderung merusak masa
depannya. Hal ini juga sesuai dengan prinsip dalam Pasal 8 dan
Pasal 12 UU SPPA, yang mewajibkan musyawarah dan pendekatan
yang bersifat restoratif. Proses diversi juga harus memperhatikan
hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU SPPA, yang
menyatakan bahwa pelaksanaan diversi harus mempertimbangkan
norma-norma kesusilaan, kepatutan, dan hukum yang berlaku.*'®
Terakhir, sesuai batasan kelima, diversi memberikan prioritas pada
perlindungan anak sebagai bentuk kemaslahatan utama tanpa
mengorbankan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Dengan
melibatkan keluarga, masyarakat, dan aparat hukum, diversi

memastikan bahwa keadilan dan harmoni sosial tetap terjaga.*

Dalam  konteks hukum pidana narkotika, diversi
memungkinkan anak untuk menjalani rehabilitasi tanpa harus
menghadapi proses peradilan formal yang berpotensi merusak masa
depan mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU SPPA,
diversi dapat mencakup pemberian bimbingan, konseling, pelatihan
kerja, atau rehabilitasi untuk memastikan bahwa anak pelaku
mendapatkan bantuan yang tepat sesuai kebutuhannya.*!’ Ketentuan

ini juga diperkuat oleh Pasal 11 UU SPPA, yang mengharuskan

415 Faisal and Rahayu, “Reformulasi Syarat Diversi,” July 31, 2021.
418 [rwan, “Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” 6
417 Hardiman, “Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.”
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partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial

anak.

Mekanisme diversi dalam tindak pidana narkotika oleh anak
tidak hanya relevan dengan kebutuhan hukum kontemporer tetapi
juga mencerminkan penerapan maslahah mursalah yang sah. Dengan
tetap memperhatikan batasan syariat, diversi menjadi alat penting
untuk membangun kembali kehidupan anak, memberikan
kesempatan kedua, dan menjaga tatanan sosial yang lebih baik.
Seperti ditegaskan al-Buthi, maslahah harus selalu bertujuan untuk
kemaslahatan umat, baik dalam lingkup individu maupun
masyarakat. Diversi mencerminkan semangat ini dengan tidak hanya
menegakkan hukum, tetapi juga membangun generasi yang lebih

baik untuk masa depan.*!8

418 Novelin, “Perlindungan Hukum Melalui Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.”

4



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pengaturan sistem peradilan pidana anak yang tertuang dalam Undang-
Undang No. 11 tahun 2012 merepresentasikan pembaharuan sistem hukum
di Indonesia dengan lebih memperhatikan aspek-aspek penting dalam
perlindungan hak-hak anak. Hal ini diwujudkan melalui diversi dengan
pendekatan keadilan restorative justice. Mekanisme diversi dalam UU No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa
sistem ini mengedepankan keadilan restoratif, sebagaimana yang
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (6) UU SPPA. Diversi bertujuan
menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang sering Kkali
membawa dampak buruk, termasuk stigma sosial dan gangguan
psikologis. Hal ini juga ditujukan sebagai upaya penanganan yang
diberlakukan terhadap anak yang terlibat kasus tindak pidana narkotika.
Dengan memanfaatkan mekanisme diversi, anak dapat menjalani
rehabilitasi dan pembinaan di bawah pengawasan keluarga dan
masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Konsep
ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada anak, tetapi juga
memperkuat prinsip keadilan sosial yang lebih manusiawi dan sesuai
dengan tujuan hukum Islam yang mementingkan pemulihan serta

kesejahteraan masyarakat.

169



170

2. Mekanisme diversi dan pendekatan restorative justice yang ada dalam
sistem peradilan pidana anak sejalan dengan prinsip maslahah yang
diusungkan oleh Syaikh Ramadhan al-Buthi. Diversi memenuhi lima
batasan maslahah dengan menjaga maqasid al-shari‘ah, seperti melindungi
jiwa dan akal anak dari kerusakan akibat stigma atau kriminalisasi. Selain
itu, pendekatan ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun
giyas yang sahih, serta mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar,
seperti mencegah generasi muda kehilangan masa depan akibat hukuman
formal. Dengan berlandaskan asas perlindungan hak anak yang tertuang
dalam Pasal 3 ayat (1) UU SPPA, mekanisme ini memenuhi standar
maslahah yang sahih dan kontekstual dalam syariat Islam, sehingga dapat

dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang ideal dan progresif.

B. Saran
1. Peningkatan Kesadaran dan Peran Aktif Keluarga dalam Pencegahan
dan Rehabilitasi Anak: Keluarga memiliki tanggung jawab penting
sebagai pelindung utama anak dalam mencegah keterlibatan mereka
dalam kasus tindak pidana narkotika. Orang tua atau wali diharapkan
untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkotika melalui
pendidikan yang diberikan sejak dini. Komunikasi yang terbuka dan
mendukung antara orang tua dan anak sangat diperlukan untuk
membantu anak menghadapi tekanan sosial yang mungkin menggiring

mereka ke perilaku yang salah.
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2. Jika seorang anak terlibat dalam kasus narkotika, keluarga diharapkan
memberikan dukungan penuh, termasuk selama proses hukum dan
rehabilitasi. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman, penuh
kasih sayang, dan tanpa stigma agar dapat pulih dan membangun
kembali masa depan mereka. Keluarga juga disarankan untuk bekerja
sama dengan lembaga konseling dan rehabilitasi, memberikan
dukungan moral, dan mengupayakan reintegrasi anak ke dalam
masyarakat secara positif. Dengan demikian, anak tidak merasa
terkucilkan dan mendapatkan motivasi untuk memperbaiki diri.

3. Penguatan Sistem Rehabilitasi dan Implementasi Kebijakan Restorative
Justice yang Menyeluruh:Pemerintah perlu memastikan tersedianya
fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi anak-anak yang terlibat kasus
narkotika, dengan jangkauan yang merata di seluruh wilayah Indonesia,
termasuk daerah terpencil. Pemerintah juga perlu melatih aparat
penegak hukum, psikolog, konselor, dan tenaga rehabilitasi untuk
memastikan mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai
pendekatan yang berpusat pada pemulihan anak, bukan penghukuman
semata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang
dijalani anak tidak merusak masa depannya.

Selain itu, pemerintah harus terus mempromosikan program edukasi
publik yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
rehabilitasi dan pembinaan anak. Program ini dapat membantu

mengurangi stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan
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hukum, terutama dalam kasus narkotika. Evaluasi dan pengawasan
terhadap penerapan UU No. 11 Tahun 2012 juga harus dilakukan secara
rutin untuk memastikan prinsip-prinsip restorative justice diterapkan
dengan baik di semua tahap peradilan anak, dari penyelidikan hingga
rehabilitasi.

Dengan kolaborasi antara masyarakat, keluarga, dan pemerintah,
diharapkan anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika tidak hanya
mendapatkan keadilan yang manusiawi tetapi juga memiliki peluang
yang lebih besar untuk memperbaiki hidup mereka dan kembali

menjadi bagian produktif dalam masyarakat.
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